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BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Lokasi Kegiatan 

Dusun Lubuk Beringin merupakan salah satu dusun di Kecamatan Bathin 

III Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Berbeda dengan daerah lainnya di 

Indonesia, Kabupaten Bungo menyebut Dusun sebagai pengganti Desa sesuai 

Peraturan Daerah Nomor Nomor 09 Tahun 2007 tentang Perubahan Penyebutan 

Kepala Desa menjadi Rio, Desa menjadi Dusun, dan Dusun menjadi Kampung. 

Dusun ini terbagi dalam dua kampung yaitu Sungai Alai dan Lubuk Beringin. 

Secara geografis Dusun Lubuk Beringin terletak pada kisaran titik 

koordinat 010 42' 23" sampai dengan 010 46' 41" LS dan 1010 52' 39" BT, 

keadaan topografi datar sampai bergelombang dengan ketinggian 450 - 1.316 m 

dpl. Dengan jarak tempuh sejauh 47 km dari ibu kota kabupaten dan 5 km dari 

ibu kecamatan, dapat dicapai dengan kendaraan roda empat. Dusun ini sejauh 390 

km dari ibukota Provinsi Jambi. 

Di daerah ini mengenal batas alam selain batas administratif sebagai 

batas antara wilayah. Dusun Lubuk Beringin sendiri di sebelah Utara berbatasan 

dengan Laman Panjang, sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Senamat Ulu 

dan Kecamatan Pelepat, sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Buat serta, 

sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Laman Panjang 

Batas alam yang membatasi antara Dusun Lubuk Beringin dengan daerah 

tetangganya merupakan Sawah, Bukit, Sungai, Sesap dan Kebun di sebelah Utara, 

Hutan Lindung/Hutan Negara di sebelah Selatan, Sungai, Sesap, dan Kebun di 

sebelah Barat serta Kebun, Sesap dan Bukit di sebelah Timur. Dusun Lubuk 
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Beringin merupakan bagian dari kawasan perbukitan Rantau Pandan dengan 

luasan total2.800 ha (84% wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung). 

Dari hasil Pemetaan Potensi Ruang Mikro Secara Spasial dan Sosial 

Berbasis GIS yang dilakukan oleh KKI-Warsi (2015) diketahui jumlah penduduk 

Dusun Lubuk Beringin saat ini beijumlah 398 jiwa yang terdiri atas 192 jiwa laki-

laki dan 206 jiwa perempuan. Semua penduduk memeluk agama Islam dan 

berasal dari etnis Melayu Jambi. Sebagian besar penduduk Dusun Beringin 

berada pada usia produktif, yaitu sebesar 67% berada pada kisaran usia 15-60 

tahun. Lainnya, 7% pada kisaran umur 0-4 tahun, 20% pada kisaran usia sekolah 

atau 5-14 tahun dan sisanya sebanyak 6% berusia di atas 60 tahun. 

Hampir separuh dari penduduk Dusun Lubuk Beringin berpendidikan SD 

yaitu sebanyak 156 jiwa. 70 jiwa berpendidikan SLTP sederajat, 70 jiwa 

berpendidikan SL T A sederajat dan telah ada yang menamatkan pendidikan hingga 

program diploma atau saijana sebanyak 33 jiwa. 

DIPLOMA& 

S<Jrj<ln<l 

8% 

PENDIDII<AN 

GI:LU f\1 

~I:KOLAH 

T''if'U.UD 
2 

Grafik 1. Tingkat Pendidikan Masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
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Kondisi iklim di daerah ini berdasarkan klasifikasi Schmidt-Ferguson 

termasuk tipe A atau sangat basah. Dengan rerata curah hujan sebanyak 2.330 

mm/tahun atau 140 mm/bulan. Curah hujan maksimal biasanya terjadi pada bulan 

Januari dan paling sedikit teijadi pada bulan Agustus atau September. Jumlah 

rata-rata hari hujan sebanyak 120 hari/tahun a tau 10 hari/bulan. Salah satu faktor 

yang menyebabkan curah hujan sedemikian besar kondisi \vilayah yang 

merupakan perbukitan. 

Karena merupakan daerah tinggi dan perbukitan maka ekosisten Bujang 

kaba merupakan daerah hulu sungai dengan banyak mata air yang membentuk 

pola aliran dendritik (menyerupai serabut akar pohon), mengalir ke sungai utama 

di daerah bawah atau bagian hilirnya. Wilayah ini merupakan daerah hulu-hulu 

sungm dari Sungai Batangbungo, Sungai Batangsenamat dan Sungai 

Batangpelepat dari Sub DAS Batangtebo dalam ekosistem DAS Batanghari. 

Dengan demikian wilayah ini berperan penting dalam sitem hidro-orologi dalam 

mengatur tata air dan pengendali erosi. 

Secara morfologi dan topografi daerah ini berbentuk perbukitan antiklinal, 

bagian dari gugusan pegunungan Bukit Barisan di bagian Barat Sumatera. 

Topografi berbukit dengan ketinggian antara 300 - 800 m dpl, dengan kelas 

kelerengan sangat curam (>40%) lebih dominan. Sangat penting sehagai daerah 

tangkapan air dan pengatur distribusi air tanah ke daerah yang lebih rendah. 

Secara geologis sebagian besar tersusun dari hahan induk berumur pre-

1ersier yang terdiri dari batuan metamorf dan sedimen, dengan jenis tanah yang 

dominan merpakan Podzolik Merah Kuning (PMK), sifat tanah kurang subur dan 

tingkat bahaya erosi yang tinggi. 
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B. Hasil dan Pembahasan 

Hutan Desa merupakan salah satu skema yang ditawarkan oleh 

Kementerian Kehutanan untuk pengelolaan hutan berbasiskan masyarakat. 

Dengan pemberian pengelolaan hutan kepada masyarakat maka diharapkan timbul 

kemandirian secara ekonomi maupun sosial. Meskipun demikian tidak menutup 

kemungkinan bahwa pemberian hak kelola ini dimaksudkan untuk menutupi 

kekurangan pemerintah terkait sarana dan prasarana yang dimiliki. 

Sejak tahun 1997 masyarakat Dusun Lubuk Beringin telah menJaga 

kawasan hutan dengan berpegang pada Kesepakatan Konservasi Desa (KKD). 

KKD merupakan proses panjang yang dibangun masyarakat untuk menjaga 

keberlanjutan fungsi ekosistem kawasan hutan di wilayah dusun secara formal. 

Mereka konsisten dalam menjaga Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur 

karena mereka mengakui bahwa dengan menjaga hutan tersebut maka 

ketersediaan air terjamin. Mereka pun pemah mengalami banjir yang dahsyat 

pada 1989 akibat menebang hutan di atas dusun mereka. 

Kawasan hutan yang diberikan hak pengelolaannya kepada masyarakat 

Dusun Lubuk Beringin merupakan kawasan hutan lindung. Hutan Desa Dusun 

Lubuk Beringin ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 

SK.1 09/Menhut-II/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penetapan Areal Kerja 

Hutan Desa pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas ± 

2.356 (dua ribu tiga ratus lima puluh enam) hektar terletak Dalam Wilayah 

Administrasi Dusun Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin Ill Ulu, Kabupaten 

Bungo, Provinsi Jambi. 

Kawasan ini sangat dijaga dan dilindungi oleh masyarakat karena 

merupakan hulu penting bagi sub DAS Satang Bungo. Sub DAS ini sangat 
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penting sebagai penyangga kehidupan masyarakat, baik scbagai fungsi hidrologi 

(sumber air minum, irigasi sawah, lubuk larangan serta perikanan, MCK, sarana 

transportasi pengangkut hasil karet, sumber energi bagi PLTKA), penyangga 

kawasan konservasi (TNKS), koridor loncatan jenis hewan tertentu, serta 

persediaan karbon yang berkorelasi kuat dengan tumbuhan yang ada di dalamnya. 

-...... 
.•' .. , 

Gambar 3. Areal Kerja Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin 

Sumber: Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bungo, 2014 

B.l Kondisi Masyarakat dan Hutan Sebelum Adanya Pengakuan Hutan 
Desa Berdasarkan P.49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa. 

Dusun Lubuk Beringin pada awalnya merupakan tempat perladangan yang 

dilakukan oleh masyarakat Dusun Buat, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa 

dusun ini masih muda. Sebagaimana dituturkan oleh salah satu tokoh masyarakat 

bahwa masyarakat membuka lahan dan membuat pondok-pondok di kebun untuk 
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menunggu kebun karet mereka. Sejak saat itu mulailah para peladang tersebut 

membangun pemukiman di sekitar sungai yang ada di Dusun Lubuk Beringin saat 

m1. Dahulu sebelum bercocok tanam karet, masyarakat setempat 

menggantungkan hidupnya dari mendulang, yaitu kegiatan mendulang emas di 

sekitar sungai di Lubuk Beringin. Namun ketika melihat hasil karet lebih 

prospektif, masyarakat mulai beralih ke kebun karet. Seperti kebanyakan daerah 

yang berada di sekitar hutan, Dusun Lubuk Beringin dapat dianggap sebagai 

daerah tertinggal. 

Berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat, dusun ini dikategorikan 

sebagai desa miskin dengan tingkat pendapatan di bawah rata-rata. Sumber 

pendapatan tunai harian berasal dari karet, pendapatan musiman diperoleh dari 

durian dan buah-buahan lainnya yang ditanam di kebun karet campur, dengan 

sumber penghidupan utama lainnya dari padi sawah. Di dalam kebun campur ini 

terdapat juga hasil subsistem dari tanaman buah-buahan dan obat-obatan Joshi et 

al. 2003, Williams et al, 2001 dalam Akiefnawati et al 2010 h 13). Lebih lanjut 

Akiefnawati et al (2010) menyatakan bahwa hasil kegiatan RUPES, sebuah 

program ICRAF yang didanai International Fund for Agricultural Development 

(IF AD), memetakan bahwa permasalahan utama di desa ini yaitu ketidakjelasan 

kepemilikan lahan dan tekanan terhadap hutan tersebut dari masyarakat di luar 

dusun. 

Pengakuan pengelolaan hutan sepenuhnya berada di tangan pemerintah dan 

lebih mengutamakan pemilik modal dibandingkan masyarakat. Hasil kajian 

ICRAF mencatat sejak jaman orde baru hingga tahun 2003 sedikitnya 1.920 kasus 

konflik terjadi di Indonesia dengan cakupan luas areal sekitar 10.512.938,41 
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hektar dengan sekitar 622.450 keluarga menjadi korban. Konflik tenurial tersebut 

disebabkan oleh privatisasi lahan dan tanah, migrasi/pertambahan penduduk, 

pembangunan sekala besar dan transformasi hak, serta penetapan kawasan 

konservasi (Galludra, G. dkk dalam Santosa dkk 2011 ). Hal tersebut berimplikasi 

kepada deforestasi, marginalisasi hak-hak masyarakat, keterpinggiran budaya, dan 

kemiskinan. 

Kondisi termarginalkan juga dialami oleh masyarakat Dusun Lubuk 

Beringin. Kondisi tersebut terjadi karena letak dusun yang jauh di ujung wilayah 

pusat pemerintahan. Hal ini mengakibat akses pembangunan seringkali tidak 

sampai di sana. Begitu penuturan Muklis terkait kondisi yang ada: 

" ... susah, mau seperti apalagi cara kami menyampaikan aspirasi 
mengenai ketertinggalan pembangunan di dusun kami. Sejak masih jadi 
bagian dari Kecamatan Rantau Pandan, sekarang masuk Kecamatan 
Bathin Ill Ulu, harapan kami soal ma:mknya listrik, adanya Jembatan 
dan .1alan raya yang membuat mobil masuk ke dusun helum juga 
didapatkan. Persoalan kesehatan juga tidak mendapatkan perhatian 
serius dari pemennlah, sampai sekarang Puskesmas pemhantu dusun 
kami menumpang dengan Dusun Laman [>anjang Jaraknya sekitar 5 km. 
Akihatnya pelayanan kesehalan atau keing;,wn herohat jika ada warga 
yang sakit sering mengalami hamhatan ". 

" ... Sementara kalau hicara program pemerintah kecamatan atau 
kahupaten di dusun kami, yang ada hiasanya Cuma peninjauan atau 
monitonng. Alasan yang dikemukakan kepada kami :·;oaf helwn 
masuknya listrik PJ,N atou helum adanyaJalan untuk dilewati kendaraon 
roda empot langsung ke dusun, se/alu dijawab dengan keterbatwwn 
anggaran. Selain t/u, posist dusun kamt yang dizyzmg. menuru/ mereka 
menyulitkan untuk dihongun karena tidak ada koneksitas dengan 
jaringan P LN dori dusun lainnya. Sehagai orang dusun, kami akhirnya 
cuma biso menerirna tapt sebenamya komi semakin tak peduli dengan 
herbagai program pcmermtah di tingkat dusun _vang melibatkan dusun 
kamt". 

Dengan berbagai keterbatasan fasilitas yang ada, sebagian besar masyarakat 

Dusun Lubuk Beringin menggantungkan hidupnya dari berkebun. Hasil kebun 

utamanya dari getah karet. Bila karet sedang tidak menghasilkan getah, maka 
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altematifnya yaitu mencari hasil hutan bukan kayu yang berada di kebun atau di 

hutan lindung. Sebagian lainnya ada yang mengandalkan mata pencaharian dari 

sawah, perdagangan ataupun pemerintah. 

Pengelolaan sawah belum menjadi sumber utama karena adanya sistem 

pewarisan lahan sawah di dalam masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Pengelolaan 

sawah dilakukan secara komunal dan sawah berhak dikelola oleh semua ahli waris 

akan tetapi sawah tidak diperbolehkan untuk dijual. Sawah dapat dibagi atau 

dikelola bersama dan digilir kepada semua ahli waris perempuan per tahunnya. 

Misalnya, tahun pertama yang berhak mengelola dan memanen sawah ialah anak 

pertama dan keluargannya. Tahun kedua yang berhak mengelola dan memanen 

sawah ialah anak kedua. Begitu seterusnya hingga semua anak perempuan dan 

keturunannya mendapat giliran, kemudian kembali lagi ke awal atau anak pertama 

dan keturunannya. Untuk orang yang tidak memiliki sawah, maka ia dapat 

menyewa sawah orang lain untuk bekerja dengan sistem bagi hasil. 

Ada beberapa sumber mata pencaharian yang biasa keijakan oleh 

masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebelum diberikannya izin pengelolaan hutan 

desa. Menurut Muklis dan Ratna sumber mata pencaharian masyarakat Dusun 

Lubuk Beringin sebelum diberikannya izin pengelolaan hutan adalah sebagai 

berikut : 

" .. Sumber pendapatan ma,~yarakat utarnanya ada!ah dari kebun karet dan 
sawah. Selain itu JUga ada hasd dari hasd hutan bukan kayu seperti 
buah-buahan, rotan, Jernang, beberapa Jenis hinatang. Ada juga yang 
hasil heJyualan. Mencari hasil huton non kayu : damar, madu, rotan, 
bamhu, dan /ainnya ". 

" .. Kabupaten Bungo JUga banyak terdapat suatu sistem penggunaan /ahan 
yang dikena/ dengan kebun karet campur yang secara teknik dikena/ 
sebagw agroforest. Kebun karet campur merupakan kear~fan lokal 
masyarakat yang sudah diwarisi secara turun temurun. Berbeda dengan 
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Jenis kebun homogen lainnya, yang didahului dengan pembukaan lahan 
dan pembersihan lahan (land clearing), maka pada sistem kebun karet 
campur, bibit Pohon Karel ditanam di sela-sela pohon-pohon vegetatif 
yang tumbuh a/ami di hutan. Model kebzm karet tersebut menghasilkan 
struktur dan profil vegetasi yang menyerupai hutan a/am, dan mampu 
untuk menjadi habitat alternatif bagi sebagian besar kehidupan yang 
berasal dari hutan. Hal ini yang menjadi sumber mala pencaharian 
sebagian besar masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Selain mereka 
mendapatkan hasil utama berupa getah karet, mereka JUga bisa 
mendapatkan lzasil ikutannya seperti madu, tanaman ohat bahkan 
binatang seperti rusa ". 

Peran penting kebun karet bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin dapat 

dikatakan yang utama. Baik kebun milik sendiri maupun sebagai buruh sadap. 

Sebagai buruh sadap dapat dikatakan mereka tidak mempunyai kebun sendiri dan 

memiliki pendapatan yang relatif kecil. Sebagian besar mereka menjadi buruh 

sadap karena kebun karet rniliknya rnasih muda dan belum cukup untuk disadap. 

Mereka sadar bahwa hasil kebun dapat dikatakan cukup lumayan. Bahkan 

masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun juga 

mendapatkan pendapatan yang lebih besar dari kebun karet meskipun pada 

awalnya berkebun karet hanya merupakan bagian dari kebiasaan yang turun 

temurun atau adanya warisan lahan kebun. 

Aktivitas berkebun karet semakin memuncak saat harga karet mencapai 

puncaknya di tahun 2008-2010 yang rata-rata di atas Rp 20.000,- bahkan 

menembus harga Rp 30.000,- jika langsung diantar ke Medan. Pada saat itu, 

masyarakat di Kabupaten Bungo, termasuk di Dusun Lubuk Beringin, mengalami 

'booming' atau gencar melakukan pembukaan lahan untuk kebun karet. Aktivitas 

ekonomi menggeliat kuat dan menjalar kepada tingginya daya beli masyarakat di 

Kabupaten Bungo. Selanjutnya pada tahun 2011-2012 terjadi penurunan harga 
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walaupun masih di atas Rp 10.000,-. Akibatnya secara perlahan perekonomian 

masyarakat mulai terpengaruh. Puncaknya harga karetlkg sempat menyentuh 

dibawah Rp 5000,-. Secara matematis, dalam hitung-hitungan petani karet, harga 

setiap kilogram karet minimal harus sama dengan harga 1 kg beras berkualitas 

baik yang harganya saat itu ada di kisaran Rp 8000,-/kg. 

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin umumnya masuk ke kebun karet empat 

sampai lima kali dalam satu minggu. Dua hari yaitu Kamis dan Jumat biasanya 

dijadikan hari istirahat dari memotong parah atau mengambil getah karet. Karena 

pada hari Kamis merupakan hari pasar untuk membeli segala kebutuhan rumah 

tangga dan dapur. Pasar ini terletak di Dusun Muara Buat yang hanya ada setiap 

hari Kamis. Kemudian pada hari Jumat merupakan hari istirahat karena 

masyarakat melakukan shalat J umat pada siang harinya. Hari minggu memang 

tidak dapat dikatakan sebagai hari istirahat karena masih ada petani yang tetap 

memotong parah pada hari itu. 

Selain hasil dari kebun karet campumya, salah satu kearifan lokal yang juga 

menjadi sumber tambahan penghasilan dengan mencari ikan. Ikan tersebut 

dikembangbiakan secara alami di lubuk larangan. Lubuk larangan merupakan 

aliran sungai yang dilindungi oleh masyarakat karena di dalamnya terdapat 

banyak ikan. Lubuk larangan dipanen setahun sekali atau sesuc.i kesepakatan 

untuk keperluan dusun, seperti pembangunan dusun atau mesjid. Larangan 

menyangkut lubuk larangan yaitu dilarang mengambil ikan dengan menggunakan 

bahan kimia, racun, tuba, pukat panjang dan lampu petromak lebih dari satu. Ini 

dilakukan untuk menghindari pengambilan ikan lebih dari kebutuhan konsumsi 

rumah tangga. 
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Sebelum diberlakukannya pengelolaan hutan desa, kondisi lubuk larangan 

ini sangat mengkhawatirkan. Hasil penelitian Muntarsyah (2005), jumlah ikan 

yang ada di dalam lubuk larangan sudah sangat sedikit. Debit air dan aliran 

sungai juga sudah mengecil. Dalam pengamatan dan penelitian di lapangan yang 

dilakukan dua kali, terlihat perbedaan yang signifikan dari jumlah ikan yang hidup 

di lubuk larangan. Pada pengamatan pertama, bulan Agustus-September, jumlah 

ikan yang hidup di lubuk larangan cukup banyak. Debit air dan aliran sungai juga 

cukup besar. Pada pengamatan kedua, bulan Januari-Februari, jumlah ikan 

terlihat sangat sedikit dan bahkan hampir tidak kelihatan. Debit air dan aliran 

sungai juga lebih kecil. Perbedaan debit air yang signifikan dapat berarti bahwa 

daerah hulu aimya sudah terganggu atau terbuka sehingga simpanan air dalam 

tanah juga berkurang. 

Beberapa masyarakat Juga mengelola temak sebagai tambahan mata 

pencaharian. Pengelolaan ternak yang dilakukan oleh masyarakat lubuk beringin 

terkesan dibiarkan begitu saja. Biasanya pemilik ternak akan melepaskan 

ternaknya pada pagi hari kemudian memasukan temak ke dalam kandang pada 

sore hari menjelang magrib. Biasanya ternak yang dikandangkan di sekitar rumah 

yaitu unggas, kambing dan domba. Kandang unggas biasanya terletak di kolong 

rumah, karena hampir semua rumah di Dusun Lubuk Beringin saat itu merupakan 

rumah panggung. Untuk kambing dan domba biasanya dibiarkan saja di halaman 

rumah panggung Untuk ternak berukuran besar seperti kerbau biasanya 

dikandangkan di kandang-kandang yang jauh dari rwnah atau dibiarkan begitu 

saja di padang rumput atau memasuki kebun atau sesap. 

Kondisi masyarakat yang tidak mengkandangkan ternaknya menyebabkan 
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kondisi di pemukiman terlihat kotor, terutama pada musim hujan. Hal tersebut 

mengakibatkan enggannya masyarakat luar untuk datang berkunjung, apalagi 

untuk menginap di Dusun Lubuk Beringin. Selain itu, kotornya lingkungan 

mengakibatkan derajat kesehatan masyarakat juga rendah. 

Menurut Bakian dan Muklis kotomya lingkungan pemukiman masyarakat 

sebenamya dikeluhkan oleh masyarakat itu sendiri : 

" .. Dulu sebelum banyak tamu lingkungan tempat tinggal kami kotor 
karena ternak kami lepas, tidak kami kandangkan. Karena memang 
meryadi kebiasaan kami untuk melepas ternak seperti ayam dan kambing 
pada siang hari, menjelang magrib baru kami kandangkan. Kalau ternak 
yang besar seperti kerbau memang agak jauh tempatnya, kami lepas di 
kebun me ski terkadang kerbau itu masuk juga ke kampong ". 

" .. Dulu kami melepas ternak karena itulah kebim;aan yang ada". 

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebenarnya merasa risih dengan kondisi 

pemukiman mereka yang kotor, akan tetapi karena tidak ada dorongan untuk 

menatanya maka mereka membiarkan hal itu terjadi. Menariknya, apabila hewan 

temak kemudian memasuki areal sawah milik warga Dusun Beringin yang 

kemudian mengakibatkan kerusakan dan berakibat pada kegagalan pancn padi 

maka ada kesepakatan adat yang akan menentukan ganti rugi sesuai jumlah yang 

disepakai dalam rapat adat yang dipimpin pemangku adat dan Rio Lubuk 

Beringin. 

Kondisi kebun karet mereka sebenarnya tidak begitu berbeda jauh dengan 

kawasan hutan. Kawasan rimbo, termasuk kawasan hutan lindung bagi 

masyarakat Dusun Lubuk Beringin juga merupakan tempat mencari nafkah 

sampmgan. Ketika musim penghujan atau hari hujan, masyarakat memasuki 

hutan lindung untuk mengambil hasil hutan non kayu seperti manau, rotan, buah-

buahan dan lain-lain. Mereka tidak melakukan penebangan kayu karena sadar 
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akan pentingnya manfaat hutan lindung bagi masyarakat selain untuk 

perlindungan juga sebagai sumber nafkah kedua ketika kebun karet tidak dapat 

disadap atau tidak ada harganya. Menurut Yulqari meski utama pendapatan 

masyarakat dari karet, mereka juga masuk ke hutan untuk mendapatkan hasilnya : 

" .. Yang paling utama adalah pertanian karet dengan sistem campur. 
Karel dicampur tanaman buah-buahan seperti durian, pete, bedaro, duku. 
Ada tanaman kayu-kayuan juga serta rotan, gaharu dan lainnya. Disusul 
dengan tanaman padi sawah (meskipun untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri), peternakan (kerbau, ayam, kambing). Sebagian kecil 
perdagangan dan ada juga pengambil hasil hutan bukan kayu seperti 
rotan (ini dilakukan hila harga karet JG!uh) ". 

Wilayah rimbo yang biasa dimasuki oleh masyarakat ketika mengambil 

hasil hutan bukan kayu merupakan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur. 

Hutan lindung ini dapat dikatakan sebagai halaman belakang Dusun Lubuk 

Beringin. Daerah ini merupakan daerah hulu yang menurut Undang-Undang 

Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan mempunyai fungsi pokok sebagai 

perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah 

banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air !aut, dan memelihara kesuburan 

tanah. Selain itu hutan lindung dapat dimanfaatkan berupa pemanfaatan kawasan, 

pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. 

Pemanfaatan itu dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan 

kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil 

hutan bukan kayu. 

Skema penge1olaan Hutan Desa merupakan pilihan masyarakat karena 

dengan skema tersebut jelas pengelolanya adalah masyarakat yang berada di 

sekitar kawasan yang akan dikelola. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan 

Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Hutan Desa bahwa 
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pengelolanya merupakan masyarakat setempat dalam arti kesatuan sosial yang 

terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di 

sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang 

memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung 

pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan. 

Sebelum adanya pemberian hak kelola hutan desa kepada masyarakat Dusun 

Lubuk Beringin, tidak ada pemegang izin yang mengelola hutan lindung ini. 

Kondisi tersebut sesuai dengan kriteria kawasan hutan yang dapat ditetapkan 

sebagai areal kerja hutan desa, yaitu belum dibebani hak pengelolaan atau izin 

pemanfaatan dan berada dalam wilayah administrasi desa yang bersangkutan. 

Pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten 

Bungo pada kawasan hutan lindung sangatlah terbatas. Beberapa kegiatan 

memang telah dilakukan oleh pemerintah melalui instansi teknisnya yaitu Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan, seperti reboisasi pada beberapa areal di hutan 

lindung. Begitu pula dengan kegiatan patroli jagawana (polisi kehutanan) yang 

pernah merubuhkan jembatan ilegal menuju hutan lindung karena ditenggarai 

sebagai akses masuk pelaku pembalakan liar (ilegal logging). Persoalannya 

kebijakan yang tidak integratif dari hulu ke hilir dalam memposisikan perlakuan 

terhadap sebuah bentang alam yang memiliki kekhasan fungsi ekologis tanpa 

disadari dilakukan oleh instansi yang lain. Pembukaan Unit Pemukiman 

Transmigrasi (UPT) di Kecamatan Rantau Pandan (sebelum dimekarkan menjadi 

Kecamatan Bathin III Ulu, Dusun Lubuk Beringin tadinya masuk dalam wilayah 

Kecamatan Rantau Pandan) turut andil dalam memberikan tekanan ekologis 

kepada hamparan hutan lindung Rantau Bayur yang meliputi empat dusun, 
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termasuk Dusun Lubuk Beringin. Pembukaan jalan sebagai akses transportasi, 

kebutuhan bahan dasar industri kayu yang walaupun sedikit masih sering 

menggunakan kayu alam atau pun ekspansi lahan dalam bentuk perkebunan 

terjadi sejak saat itu. 

Konsekuensi dari tekanan ekologis tersebut dibuktikan dengan bertambah 

maraknya pembukaan lahan di daerah hutan yang berada di hulu. Sebagaimana 

yang telah disampaikan pada bagian terdahulu, masyarakat Dusun Lubuk Beringin 

melihat bahwa penetetapan izin pengelolaan Hutan Desa salah satu manfaatnya 

yaitu menghalangi warga dari luar untuk membuka areal hutan. Sebagai kawasan 

'tanpa pemilik' menjadikan hutan lindung ini menjadi open access bagi siapapun. 

Apalagi bagi orang awam yang menganggap bahwa hutan negara merupakan 

milik negara dan mereka menganggap dirinya sebagai warga negara yang berhak 

pula memiliki dengan cara membuka lahan kebun. 

Kondisi hutan lindung sebelum adanya pemberian hak kelola masih terjaga 

dengan baik berdasarkan kacamata masyarakat dan pendamping. Menurut 

Bakian, AI Jupri, Muklis dan ditambahkan oleh Yulqari hutan tetap terjaga karena 

mereka tidak membuka kebun melainkan hasil hutan bukan kayu: 

" .. Hutan kami terjaga sehelum ada ma.syarakat yang huka kehun di sana. 
Mwyarakat kami hiasa mengambil hasil hutan sepertz hzwh-huahun, 
munau, madu dan lainnya duri dalam hutan. Kemudian kami punya 
heherapa lubuk !w·ang yang airnya bersumher dari hutun. J)engan 
adan_va orang huka kebun, hutan menjadz rusak. Air menjadi sulzt 
dztehak, hahkan kami pernah mengalami hanjir ". 

' .. Kami mengetahui buhwa lokasi tersehut merupakan Hutan Undung, 
tetapi adu pembukaan kehun dari ma,syarakat luar. Ma.syarakat luar itu 
tidak takut untuk mengamhil kayu dan meramhah karena hutan itu milik 
negara dan mereka merasa sehagai warga negara juga. Tidak ada 
hentuk pengelolaan ". 
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' .. Masyarakat sudah tahu ka/au lokasi itu (hutan lindung) tidak boleh 
dimasuki apalagi dibuka untuk buat kebun. Disaat kami menjaganya, 
kami tidak kuasa ketika yang membuat kebun itu dari mm.yarakat sekitar. 
Mereka menganggap tidak ada yang memiliki. Memang secara aturan 
hukum, kesepakatannya tidak boleh dimasuki, akan tetapi tidak 
berjalan ". 

" .. Secara resmi tidak ada. Secara hukum negara tidak boleh masuk ke 
da/am wiiayah hutan lindung, akan tetapi pada kawasan tersebut ada 
yang menJadi kebun. Terutama yang berada pada daerah hulu sungai 
dan berbatasan dengan perkebunan rakyat. Keberadaan hutan desa ini 
mengakui keberadaan kebun mm.yarakat yang ada dalam kawasan 
dalam bentuk hak pengelolaan. Akan tetapi hutan desa bukan milik 
perorang atau ke/ompok melainkan komunal. Sebenarnya sudah ada di 
beberapa titik masuk perusahaan perkebunan sawit yang masuk karena 
tzdak adanya kejelasan batas kawasan di /apangan. Pola yang 
perusahaan lakukan adalah dengan memanfaatkan ma:-.yarakat yang 
Ielah membuka lahan di kawasan dan akan diberi ganti rugi ". 

Berangkat dari yang disampaikan oleh para narasumber terlihat bahwa 

masyarakat Dusun Lubuk Beringin telah berupaya menjaga daerah hulunya. 

Dengan pengalaman mengalami banjir besar yang melanda wilayah dusunnya 

menjadikan mereka merasa kuatir terjadi sesuatu hila hutan lindung dibuka untuk 

dibuat kebun. Kondisi kekerabatan membuat mereka tidak dapat bertindak secara 

tegas, disamping mereka pun bukanlah pemilik yang sah hutan tersebut 

Kesadaran yang ada pada mereka bersifat natural dan terbentuk karena lapisan-

lapisan pengalaman yang kemudian dikenal sebagai kearifan lokal. Bahwa 

kemudian kearifan yang sifatnya lokalistik tadi tidak mengikat warga luar dusun 

memang merupakan problem utama yang dihadapi oleh produk-produk hukum 

non formal. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 tentang Hutan 

Desa merupakan pintu masuk untuk praktek legal Hutan Desa yang kemudian 

berpotensi untuk mengisi kekosongan ruang yuridiksi tersebut karena sifatnya 

yang mengikat seluruh warga negara. 

Lebih lanjut Zaizul juga mengatakan bahwa sikap masyarakat yang awalnya 
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tertutup menjadi lebih terbuka seiring dengan banyaknya orang yang datang kt.: 

dusun tersebut : 

'' .. Masyarakat sedikit introvert atau menutup din Hal ini disebabkan 
kekerabatan mereka yang kuat sehingga merasa cukup dan mampu berdiri 
tanpa bantuan orang luar. A/am mereka cukup menghidupi mereka 
sendiri. Di sisi lain ter/ihat bahwa para tokoh masyarakat takut tergeser 
dengan adanya orang iuar yang dihormatz. Orang luar dianggap akan 
mengganggu stratifikasi dan ekonomi para tokoh setempat. Karena 
ukuran penghormatan bagi ma~yarakat yang utama adalah pemilikan 
hart a". 

Penghormatan terhadap mereka yang berharta menjadi hambatan untuk 

mengubah pola pikir masyarakat. Pendekatan ini berubah seiring dengan makin 

sering dan lamanya pendampingan dilakukan. Karena temyata kepatuhan pada 

sistem adat dan nilai adat, gotong royong dan patuh pada ajaran agama yang 

dianut merupakan sifat yang melekat pada kebanyakan orang dusun, tidak sekedar 

mereka yang memiliki uang. Hal ini dinyatakan dalam pandangan beberapa 

pekerja Lembaga Swadaya Masyarakat sebagaimana tertuang dalam penelitian 

Manalu (2014) yang mengolah hasil wawancara dengan Hendrie Susanto, 

fasilitator RUPES dari Yayasan Gita Buana, 24 Februari 2014 sebagai berikut: 

" ... Pada dasarnya, mereka sama dengan penduduk desa kebanyakan--
terbuka dalam menerima tamu dari luar. Jnformatifdalam memberitahu 
hal-hal yang berlaku dalam keseharian penduduk Dusun Lubuk Beringin. 
Selain itu, rata-rata dari mereka sangat menguasai dan memiliki 
pengetahuan mengenaz tradisi lokal, wilayah dusun dan kearifan lokal 
menyangkut perlakuan terhadap hut an". 

" ... lvfasyarakat Dusun Lubuk Berzngin, memiltki kecenderungan bertahan 
pada wansan sistem nilm haik itu dalam model hubungan relasional 
dengan sesama warga de:w, dengan warga luar dusun maupun pihak
pzhak yang datang-menetap sementara waktu karena kepentingan kerja. 
Rerkaitan dengan kegiatan RUPES, refasi dengan masyarakat Dusun 
Lubuk Bering in pada awafnya JUga tak fangsung mendatangkan respon 
positif dari sefuruh masyarakat. Ada semacam keraguan, mengenai 
kebenaran kegiatan RUPES yang katanya akan mengajak mmyarakat 
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terlibat dalam pengelolaan hutan yanKberkelanJU!an dan mendapatkan 
manfaat ekonomi yanK lebih besar". 

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin meskipun merasa termarginalkan, 

mereka tetap terbuka untuk menerima dan juga belajar dari tamu yang datang 

meski secara perlahan. Berkaitan dengan bagaimana proses hubungan antara 

pihak luar desa dengan desa berlangsung, merupakan hal yang penting. Mengingat 

tipologi masyarakat desa dalam menerima ide-ide baru yang belum dikenal 

sebelumnya tak seterbuka masyarakat kota. Masyarakat Desa, termasuk Dusun 

Lubuk Beringin cenderung tak mudah untuk menerima begitu saja konsep-

program yang berkaitan dengan kebiasaan termasuk mata pencaharian dan 

hubungan dengan lingkungan hidup yang diposisikan sebagai tempat mencari 

makan. 

Adanya kawasan hutan lindung di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin 

tidak serta merta dapat dimanfaatkan atau menjadikan mereka sebagai pemilik 

yang berhak menentukan apa yang akan dilakukan. Kondisi tersebut membuat 

masyarakat Dusun Lubuk Beringin tertarik ketika mengetahui adanya peluang 

untuk mengelola hutan secara resmi. Alasan yang diajukan pun tidak muluk-

muluk melainkan hanya untuk memastikan bahwa mereka boleh masuk ke dalam 

hutan lindung untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu sebagaimana 

keseharian hidup mereka dan juga dapat melarang orang untuk membuka kebun di 

kawasan hutan 'milik" mcreka. Menurut Al Jupri, Mukhlis, dan Yulqari awalnya 

pengusulan hutan desa ini hanya karena mereka ingin diakui, apalagi ada peluang 

untuk itu sebagai hutan desa pertama di Indonesia: 

" .. Kami mau mengusu/kan Hutan Desa ini karena menJadi yang pertama 
di Indonesia. Kami biso jadi terkenal dan menJadi promm•i yang bagus. 
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Selain itu, alasan lainnya adalah biar kami biso mencegah orang luar 
merusak hut an itu ". 

· .. Kami telah mengelola sumberdaya alarn yang ada dengan membentuk 
Kelompok Konservasi Desa (KKD). Kelompok ini bertanggung jawab 
terhadap konservasi semua bentuk sumberdaya a/am yang ada di dusun 
ini. Terkait hutan lindung, KKD telah menyurati dusun tetangga untuk 
tidak merusak hutan. Seperti tidak boleh berladang di hulu sungai, 
mPnPnnno nnhon di ni11gair <•11nnoi V rr .. nna J..;/_. l·u•a~ !;~duM·- d'···u·•·u--li.'-
··---··-~- ... b r~_,.,., ... ~· r· c,·' ...... "" .. 6 lA.'· ...l'lo._Lf.{ "'-'" uttu rt 1 '' '''' ''b 11 L, 

maka dusun kami akan terkena bmyir. Pada saar kemarau airnya pzm 
sedikit. KKD ini dibentuk sete/ah proyek International Continental 
,\,'cientific Drilling Program (ICDP) Taman Nasional Kerincz Seblat 
(TNKS) yang berlangsung pada tahun I 997 hingga 2000 di des a sekitar 
INKS". 

" .. Ada pengelolaan sumberdaya a/am secara berkelanjutan, yaitu 
melalui KKD. Ada hal yang belum bisa mereka Jawab dengan KKD 
yaitu adanya orang luar yang masuk da/am hutan lindung yang mereka 
ke/ola. KKD tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya berlaku bagi 
masyarakat desa dan tidak berlaku bagi orang luar. 

Beranjak dari pandangan Jupri, Muklis dan Yulqari terlihat bahwa telah ada 

upaya secara aktif untuk mengelola sumberdaya alam oleh masyarakat Dusun 

Lubuk Beringin, termasuk hutan di dalamnya. Sebagaimana hasil penelitan 

Manalu (2014) bahwa masyarakat Dusun Lubuk Beringin dengan caranya sendiri 

belajar untuk memahami melalui interaksi, pertukaran informasi dan contoh ideal 

hubungan - diskusi dengan LSM dalam menentukan politik identitas yang 

menyebabkan pilihan-pilihan di luar pilihan yang sudah ada selama ini yaitu 

sekedar menjaga hutan tanpa dapat memaksimalkan fungsi ekonominya. 

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin belajar dari pendampingan kegiatan 

Integrated Conservation And Development Project (ICDP) mengangkat kearifan 

lokalnya dalam pengelolaan sumberdaya alam menjadi kesepakatan formal dalam 

bentuk kelompok pengelola. Pengelolaan sumberdaya alam oleh KKD dapat 

dikatakan berhasil, kecuali mengatasi ancaman dari luar. Hal itu terjadi karena 
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sumber ancaman merupakan kerabat mereka sendiri. 

Kondisi tersebut sesuai dengan hasil kajian Santosa dkk (2011) yang 

mengatakan bahwa "Fakta menunjukkan bahwa, pengelolaan hutan oleh 

masyarakat di beberapa tempat masih eksis dan lebih menjaminkan 

keberlangsungan hidup dan budaya serta iingkungan ditengah ancaman yang luar 

biasa terhadap mereka. Beberapa bentuk pengelolaan hutan berbasis pengelolaan 

dan pengetahuan masyarakat seperti tembawang di Kalimantan, parak di Sumatera 

Barat, rimbo pusako di Jambi dan Riau, hompongan di Jarnbi dan lain-lain 

menunjukkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Secara dejure model 

pengelolaan hutan tersebut belum diakui namun secara de facto masih dikuasai 

dan dikelola dengan baik. Saat ini, sangat diperlukan kepastian hukum tentang 

hak dan akses mereka terhadap hutan dan perlu adanya perubahan paradigma 

mendasar bahwa masyarakat merupakan ujung tombak pengelola dan penyelamat 

hutan. Jika ruang dan akses bagi masyarakat diberi dan legalisasi pengelolaan hak 

hutan didapatkan, diyakini masyarakat akan mampu mengelola dan 

mempertahankan hutan secara baik sebagai upaya mengurangi kemiskinan. Fakta 

tersebut memperlihatkan dalam skala kecil dan konteks lokal, masyarakat mampu 

mengelola hutan walaupun dalam skala tekanan yang besar dan ruang 

transformasi yang tidak tersedia". 

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengenal kearifan lokal dalam 

mengelola sumberdaya alam. Mereka mempunyai beberapa lubuk larangan 

sebagai tempat mengembangkan ikan secara komunal. Mekanisme untuk 

menyelesaikan konflik internal maupun eksternal diselesaikan secara adat atau 

biasa disebut nenek-mama. Bagi mereka, air merupakan produk jasa hutan yang 
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penting. Tanpa air maka pertanian di wilayahnya tidak akan dapat ditanami. Pun 

demikian dengan kehidupan kesehariannya yang memanfaatkan air sungai sebagai 

sebagai sumber air minum dan tempat mandi. Kehilangan air di hulu berarti 

kehilangan sumber mata pencaharian utamanya yang berasal dari kebun 

agroforesiry. Kebun-kebun itu biasanya berada di wiiayah huiu dusun sebelum 

mencapai hutan lindung. 

Hutan Lindung yang menjadi hulu bagi Dusun Lubuk Beringin secara 

ekologis termasuk ekosistem hutan hujan dataran rendah dengan morfologi 

perbukitan yang merupakan bagian dari landskap ekosistem Taman Nasional 

Kerincin Seblat. Hutan ini bemilai konservasi tinggi (mengandung nilai 

keanekaragaman hayati yang cukup tinggi) baik secara nasional maupun global. 

Survey yang dilakukan oleh KKI Warsi (2011) pada hutan lindung ini mencatat 

berbagai fauna dan flora di dalamnya : 

- Fauna : tercatat 22 jenis mamalia dari 14 famili ( 19 jenis diantara dilindungi, 

antar lain : Harimau, Rusa, Kijang, Tapir dan Beruang), dan tercatat 

146 jenis burung dari 24 famili ( 43 jenis diantaranya dilindungi), 

beberapa jenis reptilia dan puluhan jenis ikan. 

- Flora diperkirakan tercatat tak kurang dari 1.000 JCOis flora yang 

didominasi oleh J)fptcrocarpaceae dan Sapotaceae (yang menjadi 

indikator kawasan hutan klimaks yang kondisinya relatif sangat 

baik), dan tercatat 4 jenis berkategori endemik dan dilindungi, yaitu: 

kantung semar (Nepenthes), bungo matohari dan cendawan muko 

rimau (Rajjlesia hasseltii) dan bunga bangkai (Amorphopalus 
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titanum dan Amorphophallus gigas) yang menjadi "icon" Kabupaten 

Bun go. 

Potensi keanekaragaman hayati ini juga bernilai sosial-ekonomi dan 

sosial-budaya bagi masyarakat setempat yang dimanfaatkan untuk kebutuhan 

bahan bangunan/papan, tali temaii, pangan dan bahan obat-obatan tradisionai. 

Dari beberapa keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, maka 

kondisi masyarakat dan hutan sebelum adanya pengakuan pengelolaan hutan desa 

dapat digambarkan sebagai berikut: 

1. Dusun Lubuk Beringin dikategorikan sebagai desa miskin dengan 

tingkat pendapatan di bawah rata-rata. 

2. Masyarakat Dusun Lubuk Beringin telah memiliki kearifan lokal yang 

berkaitan dengan upaya mempertahankan kelestarian hutan karena 

pengalaman mengalami banjir besar beberapa kali. Banjir yang 

disebabkan karena rusaknya hutan di kawasan hulu. 

3. Sumber mata pencaharian utama masyarakat dari kebun karet campur. 

Meskipun mereka memiki pekerjaan lainnya seperti PNS, mereka tetap 

menggantungkan hidupnya dari berkebun. Berkebun merupakan bagian 

dari budaya atau kebiasaan yang bersifat turun temurun. Salah satu 

identitas rural yang jamak ditemui di daerah-daerah lain. 

4. Kebun yang mereka kembangkan merupakan kebun karet campur. 

Kebun ini merupakan kearifan lokal yang menyerupai vegetasi hutan. 

Didalamnya terdapat berbagai macam tanaman dan hewan yang menjadi 

kebutuhan masyarakat. Kebun karet campur yang sekarang ada telah 

mengalami perubahan dalam model pengelolaan seperti penggunaan 
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bibit unggul dan pengayaan teknik kebun karet campur yang didapatkan 

dari LSM yang berkegiatan di Dusun Lubuk Beringin. 

5. Ketika masyarakat tidak dapat memotong parah karena hujan atau harga 

getah tidak bemilai ekonomis, mereka akan masuk ke hutan untuk 

mengambii hasii hutan bukan kayu seperti rotan manau, madu, buah-

buahan dan lainnya. 

6. Surnber mata pencaharian lainnya yaitu petemakan, perikanan dan 

mencan hasil hutan bukan kayu. Sedikit yang menjadi pedagang 

. . 
maupun pegawa1 negen 

7. Dusun ini tennarginalkan karena lokasinya yang jauh dari pusat 

pemerintahan dan dekat dengan kawasan hutan. 

8. Masyarakat terbiasa melepas temak yang mengakibatkan kotomya 

pemukiman warga. Kondisi ini tidak sehat bagi masyarakat juga 

membuat ketidaknyamanan bagi para warga luar yang berkunjung. 

Belum ada inisiatif pemanfaatan kotoran temak yang sebenamya 

memiliki banyak manfaat. 

9. Terjadi perbedaan debit antara musim penghujan dan musim kemarau 

yang signifikan dan menggambarkan kondisi tutupan hutan di daerah 

hulu mulai rusak. 

10. Tidak ada pemegang hak pengelolaan secara resm1 di hutan lindung. 

Terjadi perambahan oleh masyarakat luar. 

11. Kearifan lokal yang ada tidak dapat mengatasi perambahan, karena 

kearifan lokal tersebut tidak mengikat perambah dari luar dusun. 

12. Masyarakat cenderung introvert atau menutup diri terhadap orang luar 
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karena adanya tekanan dari penguasa lokal. Meski sebenarnya mereka 

terbuka untuk menerima tamu dari luar. 

B.2 Pengelolaan Hutan Oleh Masyarakat Setelah Mendapatkan Hak Kelola 
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK109/Menhut-
11!2009 tanggal 17 Maret 2009 

Perjuangan mendapatkan pengakuan sebagai pengelola hutan lindung 

bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Kearifan yang 

mereka miliki dan terapkan dalam pengelolaan sumberdaya alam yang 

mempermudah proses penf,rusulannya. Hubungan antara skema pengeloaan hutan 

yang biasa dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kearifan lokal dengan skema 

pengelolaan hutan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bagi 

masyarakat Dusun Lubuk Beringin tidak jauh berbeda dengan yang biasa mereka 

terapkan. Justru pemberian izin dapat memperkuat posisi tawar masyarakat dalam 

menjalankan kearifan lokalnya, hal tersebut dapat dilihat dari petikan wawancara 

dengan Yulqari dan Ratna sebagai berikut: 

" .. Dengan adanya skema hut an des a ini dianggap sehagai 1awahan bagi 
masyarakat dusun lubuk beringm untuk menghalau ma,\yarakat luar. 
A1eskipun pemanfaatannya hanya sehatas hasil hutan hukan kayu (hhbk) 
tidak menjadi masalah karena sesuaz dengan KKD dan bisa menghambat 
masuknya orang luar. Ketika Permenhul keluar, saal itu pula 
ma.\yarakat mengetahuinya. Karena per.\yaratan sudah tersedia maka 
tidak lama untuk memproses pengusulannya. Skema ini disebarkan oleh 
KKI-Warsi yang pada .mal ttu melakukan pendampingan kegialan 
lainnya ". 

''Hasil kegialan identifY trees potenswl m the forest pada tahun 1990-an 
memperlihatkan bagaimana keanekuragaman hayati yang ada di dalam 
hutan dan pengelolaannya sec·ara lokal oleh mmyarakat dalam bentuk 
kelembagaan seperti kelompok tani, kelompok simpan pinjam, kelompok 
pengelola hutan. Kemudian diteruskan oleh kegiatan ICDP, RUPES dan 
lainnya. Hasil berbagai penelitian J('RAF inilah yang dijadikan 
/andasan bagi kawan-kawan untuk mengusulkan pengelolaan hutan 
desa". 
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Dalam proses mendapatkan hak pengelolaan terdapat berbagai persyaratan 

yang sebenarnya tidaklah mudah dipenuhi secara cepat oleh masyarakat bila di 

daerah tersebut tidak terdapat pendampingan. Beruntung di Dusun Lubuk 

Beringin sejak tahun 1996 ICRAF telah melakukan berbagai penelitian yang 

ternyata mampu menjawab persyaratan yang dibutuhkan. Persyaratan secara 

administrasi seperti Peta 1:50.000, profil desa telah terbangun dengan adanya 

berbagai penelitian yang dilakukan oleh The International Centre for Research in 

Agroforestry (ICRAF). 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 1 09/Menhut

Il/2009 tanggal 17 Maret 2009 tentang Penetapan Areal Kerja Hutan Desa pada 

Kawasan Hutan Lindung Bukit Panjang Rantau Bayur seluas + 2.356 (dua ribu 

tiga ratus lima puluh enam) Hektar terletak Dalam Wilayah Administrasi Dusun 

Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin Ill Ulu, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, 

menetapkan bahwa Masyarakat Desa Lubuk Beringin mendapatkan Areal 

Rencana Kerja Hutan Desa seluas 2.356 hektar pada Hutan Lindung Bukit 

Panjang Rantau Bayur. Mendapatkan hak pengelolaan hutan dari pemerintah 

merupakan sesuatu yang diharapkan oleh masyarakat Dusun Lubuk Beringin. 

Bukan berarti mereka mengejar keuntungan ekonomi secara langsung dari hutan 

itu semata, melainkan karena dengan adanya hak pengelolaan maka dapat diakui 

siapa 'pemilik' hutan itu. Secara langsung dusun mereka lah yang akan 

merasakan dampaknya ketika hutan di daerah hulu rusak, akan mereka tidak dapat 

melakukan apapun selain memberitahu kepada perambah hutan baik secara lisan 

maupun tulisan berupa surat agar tidak melakukan perambahan. Peringatan itu 

tidak pemah digubris karena para perambah merasa hutan itu milik negara yang 

42219.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



81 

berarti mereka pun memilikinya. Dengan adanya pengakuan ini maka jelas siapa 

yang memiliki hak untuk mengelolanya. Sebagaimana disampaikan oleh Bakian 

yang saat itu menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengelola dan Pengembangan 

Aset Desa dan Mukhlis sebagai berkut: 

" .. Kami mau mengusulkan Hutan Desa ini karena menjadi yang pertama 
di Indonesia. Kami bisa jadi terkenal dan menjadi promosi yang bagus. 
Selain itu, alasan lainnya adalah biar kami bisa mencegah orang luar 
merusak hut an itu ". 

" .. Karena yang terpenting bagi kami adalah bagaimana dusun kami 
diakui dan kami bisa 'mengusir' masyarakat yang membuka hutan ". 

Keinginan masyarakat merupakan hal yang wajar, akan tetapi apakah 

masyarakat mampu mengelola hutan? Pertanyaan itu yang terus didengungkan 

dan menjadi perdebatan. Mengapa masyarakat Dusun Lubuk Beringin layak 

mendapatkan hak kelola. Beberapa pendapat disampaikan sebagai berikut oleh 

Yulqari, Muhamad AI Jupri, dan Nova Dewi : 

" .. Yakin, karena basiknya sudah ada yaitu KKD. Nla,\yarakat 
mempzmyai komi/men menjaga hutan. Ada hubungan antara mwyarakat 
dengan hutan, antara lain sumber air. Mereka merasakan jika terjadi 
hupm sering banjir. Kincir air sebagai pembangkit /istrik membutuhkan 
azr. Ada pula pranata adat yang masih ditegakan seperti dilarang 
mempermudo huah durian, batang durian milik hersamo (•;iapapzm hisa 
ambil buuh asa/ JGfuh), lubuk larangan (ada waktu-waktu lertentu 
mengambil ikan). Pondasi-pondasi itu masih berjalan. Konsep hutan 
desa memang bisa dwplikasikan karena memang sudah dilakukan 
sehari-hari berdasarkan kearifan /okal mereka ". 

" .. Sanggup hila adanya dukungan penzerintah. Dukungan pemerintah 
dari segi pengamanan, pendanaan. Pembangunan kehun dan lainnya. 
Hila dilepas tidak sanggup. Tidak sanggup karena kurangnya ilmu, SDM 
kurang. Tzngkat keamanan bagi masyarakat bila ada serangan dari 
luar. Produk yang dilwsilkan agak susah untuk dipasarkan. Pendanaan 
untuk mengel of a JUga kurang ". 

" .. Selama zm masyarakat dirasakan sanggup mengelola hutan. 
Alasannya ada kerarifan lokal yang masih terjaga, lata nilai, 
ketergantungan ma.syarakat terhadap hutan ". 

Apakah semua pihak setuju bahwa masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
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benar-benar mampu mengelola hutan? Temyata ada pihak yang meragukan 

kemampuan tersebut seperti yang disampaikan oleh Ratna dan Zaizul : 

" .. Sebenarnya tidak begitu yakin. Karena proses pengelolaan Hutan 
Desa tidak sesederhana itu. Masyarakat masih berpikir i::innya mana, 
bantuannya mana, pengelolaan bagaimana? Antara konsep kelestarian 
hutan dan pengetahuan pengelolaan belum dimiliki oleh masyarakat. 
SDlvl masih sangat ierbatas. Ketergantungan kepada pemerintah masih 
san gat besar ". 

·· .. Tidak sanggup. Karena SDM masyarakat rendah, sumberdaya modal 
tidak ada atau dapat kurang, aksesibilitas ma.syarakat untuk menJalin 
kerjasama dengan pihak luar kurang, bargaining position masyarakat 
lemah dihadapan pihak lain yang akan dijadikan mitra. Kekuatan 
mereka hanya kearifan lokal yang ada, dan kearifan /aka/ tersebut hanya 
berlaku bagi pihak mereka, tidak bisa diterapkan kepada pihak lain". 

Perbedaan pandangan tersebut tidak menyurutkan pengusulan hak kelola. 

Penting untuk mengetahui apakah sanggup atau tidaknya masyarakat mengelola 

hutan dengan cara memberikan hak pengelolaan, bukan menjustifikasi bahwa 

mereka tidak sanggup sebelum diberi kesempatan. Sebagaimana konsep teori 

ilmu sosial yang menyatakan bahwa konsep perubahan melibatkan masyarakat 

sebagai agen perubahan struktural. Pelibatan masyarakat Dusun Lubuk Beringin 

dalam pengelolaan Hutan Desa merupakan upaya pelembagaan kewenangan pada 

komunitas yang berhubungan langsung dengan obyek kelola dalam hal ini 

masyarakat Dusun Lubuk Beringin. 

Proses pengusulan pengelolaan hutan membutuhkan pelibatan banyak pihak 

bila ingin mendapatkan pengakuan secara cepat. Sebelumnya di Kabupaten 

Bungo telah terbentuk forum diskusi multi pihak yang menjadi cikal bakal Forest 

Governance Learning Group (FGLG). FGLG ini merupakan organisasi informal 

yang anggotanya terdiri dari instansi pemerintah seperti Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Kantor Lingkungan 
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Hidup, dan Balai Taman Nasional Kerinci Seblat, lembaga swadaya masyarakat 

seperti KKI-Warsi, ICRAF, CIFOR, Yayasan Gita Buana, PSHK-ODA, serta 

masyarakat. Forum ini yang kemudian menjadi salah satu wadah altematif untuk 

bertukar pikiran dan menyokong gagasan mengenai isu-isu kehutanan di 

Kabupaten Bungo. Dengan demikian tidak ada barrier atau halangan komunikasi 

antara pemerintah dan Ism pendamping yang biasanya terjadi di daerah lain. Hal 

ini dilakukan karena semangat untuk mendapatkan hak kelola hutan desa pertama 

di Indonesia. Pihak-pihak yang terlibat dijelaskan oleh Muklis, Yulqari dan Nova 

sebagai berikut : 

" .. Banyak yang terlihat pada saat pengusu/annya. Masyarakat Dusun 
Lubuk Beringin, perwakilan ma!!.yarakat sekitar, KK!-Warsi, Dinas 
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten, ICRAF, Dinas Kehutanan 
Provinsi, dan Kementerian Kehutanan ". 

" .. Pemerintahan dusun, KKD (ada mwyawarah), KKI Warsi. ,~'etelah 

siap bahan usulan sebagaimana atw·an P-49 baru dilakukan komunikasi 
dengan pemerintah daerah dalam hal ini Dinus Kehutanan. Hal ini 
untuk menyiapkan prasyarat lainnya terkait pemerintah, seperti 
verifikasi batas dan lainnya. Setelah memenuhi prasyarat haru Dinas 
Kehutanan mengajukan rekomendasz BupatJ untuk dia1ukan ke 
Kementrian Kehutanan. Prmyaratnya antara lain: Peta I :50.000, projll 
desa, kelompok pengelola (di perdeskan), kesepakatan batas antara 
desaidusun, sural usulan dari desa ke bupati ··. 

" .. Yang berperan dalam pengusulan Areal Hutan Desa tcrdiri dari 
berbagai pihak, yaitu mm.yarakat itu send1ri, Dmas Kehutanan dan 
Perkehunan Kahupaten Bungo, Dinas Kehutanon Provmsi .Jambt, LSAJ 
KK! Warsi, Biro Hukum Provinsi .Jambi dan lentunyu BP-DAS 
Hatanghari .Jambi ". 

Pemberian hak kelola memperkuat KKD dalam menegaskan batas wilayah 

yang boleh dan tidak boleh dibuka untuk dijadikan kebun, terutama bagi 

masyarakat luar Dusun Lubuk Beringin. Masyarakat pun lebih tenang untuk 

memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dari hutan. Pada areal hutan desa, KKD 

dikelola secara khusus oleh kelompok yang disebut Kelompok Pengelola Hutan 
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Desa (KPHD) yang diberi nama Dendang Hulu Sako Batang Buat. Kelompok 

inilah yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Hutan Desa Dusun 

Luubk Beringin. Muklis menyampaikan bahwa kelompok pengelola Iangsung 

bekerja setelah mendapatkan pengakuan sebagai berikut : 

" • .{ 1 • 1 k 1 1 I I. · ·I I b · d .. MemoemuK ewmpoK penge1ota, menyismKan se agzan pen· apatan 
untuk pengembangan, tidak merambah areal hutan desa, melakukan 
patroli, memberi informasi maupun teguran kepada orang luar yang 
membuka lahan dan berbagai aturan desa '. 

Sebagaimana disampaikan oleh Ratna yang menyangsikan kesanggupan 

masyarakat untuk mengelola hutan, hal itulah yang terjadi kemudian. Pengelolaan 

yang dilakukan oleh masyarakat belum sanggup menyediakan anggaran khusus 

untuk pengelolaan hutan. Pembiayaan operasional pengelolaan hutan masih 

berharap pada bantuan pemerintah terutama untuk kegiatan yang membutuhkan 

dana cukup besar dan pengetahuan lebih, seperti penataan batas kawasan hutan. 

Hal tersebut diakui oleh Jupri yang menyatakan : 

" .. Anggaran khusus t1dak uda unggarun untuk hutan desa. Akan tetap1 
kami menyediakan dana untuk konsen;asi secaru umum ". 

Harapan masyarakat untuk dapat 'mengusir' para perambah dan 

mendapatkan izin masuk ke dalam hutan telah tercapai dengan diberikannya hak 

pengelolaan hutan desa. Akan tetapi sebagai pengelola hutan desa masyarakat 

Dusun Lubuk Beringin dihadapkan pada kewajiban yang harus mereka 

laksanakan. Kewajiban tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 34 Permenhut 

Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa sebagai berikut: 

( 1) Lembaga Desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan de sa memiliki 

kewajiban: 

a. melaksanakan penataan batas hak pengelolaan hutan desa; 
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b menyusun rencana keija hak pengelolaan hutan desa selama jangka waktu 

berlakunya hak pengelolaan hutan desa; 

c. melakukan perlindungan hutan; 

d. melaksanakan rehabilitasi areal keija hutan desa; dan 

e. melaksanakan pengkayaan tanaman areal kerja hutan desa. 

(2) Lembaga Desa sebagai pemegang IUPHHK dalam hutan desa memiliki 

kewajiban: 

a. untuk IUPHHK Hutan Tanaman dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib 

melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan 

Tanaman sesuai peraturan perundang-undangan; 

b. untuk IUPHHK Hutan Alam dalam Hutan Desa, Lembaga Desa wajib 

melaksanakan ketentuan sebagaimana pemegang izin IUPHHK Hutan 

Alam sesuai peraturan perundang-undangan. 

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin tidak memperhatikan apa saja kewajiban 

yang harus mereka lakukan. Kesempatan yang ada untuk mengelola hutan desa 

terlalu sayang untuk dilewatkan, terlebih lagi menjadi yang pertama di Indonesia. 

Pada saat proses pengusulan pun masyarakat dianggap telah mengetahui hak dan 

kewajiban sebagai pengelola. Berbagai tanggapan menyikapi pengetahuan 

masyarakat apakah mereka menyadari akan kewajiban pengelola sebagaimana 

diamanatkan dalam aturan yang ada: 

" .. Tentunya mereka tahu tentang hak dan kewajiban yang akan mereka 
dapatkan ketika menga_1ukan usulan sebagai pengelola hutan. 
Herda.'wrkan laporan _vang ada, KPHJJ J)usun /,ubuk Beringm memang 
belwn melakukan kewa_jiban sehagaimana dzamanatkan. Alasannyu 
karena tidak mempunyai sumberdaya manusia yang mampu dan juga 
ketwdaan pendanaan ". 

" .. Harusn_va mw.yarakat talw, apalagi mereka ada yang mendampmgi. 
/tu sebahn_va saya merasa kuatir henar tidak ma.\}'arakt mampu mengelola 
hutan secara re.'l·mi. Karena herheda tanggungjawah yang harus mereka 
lakukan dengan kearifan lokal selama ini ". 

" .. Mereka sudah tahu tentang hak dan kewajibannya. Pada saat 
sosia/isasi awal telah diheritahu terkait peluang hutan desa sehagai 
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penangkal masuknya orang luar ke dalam hutan. Mereka sadar akan 
tantangan kewajiban merljaga kawasan dari orang luar. Mereka 
mengetahui bahwa akan ada kemungkinan timbul konjlik perlawanan. 
Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan mengirimkan sural 
kepada Dinas Kehutanan kabupaten dan provinsi untuk meminta bantuan 
terkait perambahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar ". 

" .. Awalnya kami tidak terlalu memperhatikan apa kewaJiban yang ada 
dalam aturan itu. Karena yang terpenting bagi kami adaiah bagaimana 
dusun kami terkenal dan kami bisa 'mengusir' masyarakat yang membuka 
hutan. Setelah mengetahui kewajiban yang ada, kami merasa tidak 
sanggup melaksanakan kewajibannya bila tidak ada bantuan. Alasannya 
adalah kami tidak mempunyai kemampuan secara teknis maupun uang 
untuk melaksanakan kewajiban itu. Sebagai contoh kewajiban penataan 
batas, ma~yarakat ragu dimana batasnya dan kemudian terkait anggaran 
pelaksanaan serta pembuatan patok batas itu dari mana anggarannya ". 

(Hasil wawancara dengan Nova, Ratna, Yulqari, dan AI Jupri) 

Kenyataan bahwa masyarakat tidak mampu tidaklah mengherankan karena 

kewajiban pengelola hutan desa oleh masyarakat disamakan dengan kewajiban 

pengelolaan hutan oleh perusahaan. Dari berbagai informasi yang disampaikan 

oleh informan, pemberian hak kelola hutan diposisikan sebagai pencapaian 

penting tetapi kemudian keberlanjutan dari hak kelola tersebut dihadapkan pada 

kenyataan ada kewajiban-kewajiban yang kompleks, bersifat mengikat dan 

berbeda dari kearifan lokal menyangkut hutan yang telah ada. Pemberian hak 

kelola mendatangkan konsekuensi yang lazim terdapat dalam setiap produk 

hukum fonnal termasuk Hutan Desa. Sebagai perbandingan, berikut kewajiban 

pemegang Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang berorientasi 

bisnis dan dikelola oleh perusahaan : 

1. Membuat Rencana Karya Pengusahaan HTI selambat-lambatnya 18 
( delapan be las) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Hak 
Pengusahaan HTI. 

2. Membuat Rencana Karya Tahunan HTI sesuai dengan pedoman yang 
ditetapkan. 
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3. Melaksanakan penataan batas areal kerjanya. 

4. Mengelola areal Pengusahaan HTI berdasarkan Rencana Karya serta 
mentaati segala ketentuan di bidang kehutanan yang berlaku. 

5. Membayar iuran Hak Pengusahaan HTI dan iuran basil hutan atas basil 
hutan yang dipungut dari areal keijanya. 

6. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya 
Surat Keputusan Hak Pengusahaan HTI, pemegang hak harus sudah 
membuat tanaman sedikit-dikitnya sepersepuluh dari luas areal yang 
diberikan. 

7. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun, 
setelah areal Hak Pengusahaan HTI yang telah diberikan harus sudah 
ditanami. 

8. Segera menanami kembali setelah melakukan penebangan sesuai 
ketentuan yang berlaku. 

Memperhatikan aturan tersebut terlihat adanya kesamaan antara kewajiban 

yang dibebankan kepada masyarakat dengan perusahaan. Seperti penataan batas 

dan menanam di areal kerjanya. Kedua aturan tersebut membutuhkan dana yang 

besar dan juga sumberdaya man usia yang sanggup melakukannya. Penataan batas 

misalnya, aturan kehutanan telah jelas menyebutkan terkait bentuk, bahan dan 

ukuran patok paal yang harus disiapkan serta tata cara pemasangannya. 

Karena menjadi kewajiban maka peluang pemerintah mengeluarkan dana 

untuk membantu masyarakat menjadi tertutup. Pemerintah dalam hal ini Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan serta BP-DAS tidak dapat mengalokasikan anggaran 

terhadap kegiatan yang telah menjadi kewajiban masyarakat. Kedua instansi ini 

hanya dapat membantu masyarakat dalam bentuk kegiatan di luar areal hutan 

desa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nova, Zaizul dan Yulqari : 

" .. Tentu ada anggaran untuk hutun desa, terutama untuk pembinuan. 
Bahkan kini ada direktorul baru dz Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan terkait pengelolaan hutan bersama rnac\yarakat, yaitu 
Direktorat .Jenderal Perhutanan Sosial dan Kernitraan Mwyarakat. 
Upaya yang paling utarna adalah pembinaan masyarakat. Kemudian 
melakukan bimbingan teknis berupa pelatihan dan studi banding. BP
DAS Batanghari .Jambi JUga melaksanakan kegiatan pembangunan Kebun 
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Bibit Rakyat (KBR), pembibitan Jernang, dan pemberian a/at pengolah 
rotan. 

" .. Implementasi dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, 
penguatan ekonomi mac\yarakat sekitar. Seperti bantuan mesin pengolah 
rotan, menghubungkan jaringan pemasaran, pelatihan sdm. fmplementasi 
terkait areal hutan desa sendiri tidak dilakukan karena berdasarkan 
Permenhut tentang hutan desa menjadi kewajiban macryarakat itu sendiri. 
Sehingga pemeriniah dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Bun go t idak dapat mengajukan anggaran untuk membantu 
implementasi di dafam areal hutan desa ". 

" .. Bila dibebankan kepada masyarakat sendiri mereka merasa tidak 
sanggup. P49 ini masih mengadopsi aturan HT! yang padat modal dan 
padat sumberdaya. Behan yang dilakukan bisa dilakukan akan tetapi 
dalam waktu yang panjang, dibandingkan dengan HT!. Mac\yarakat bisa 
akan tetapi membutuhkan waktu. Mereka membutuhkan keterlibatan 
berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan, Biphut. Ma!Jyarakat bisa 
menata batas secara partisipat[f akan tetapi membutuhkan legalisasi dari 
Biphut. Masyarakat harus mengikwi aturan pemerintah tetapi mereka 
mempunyai keterbatasan. Keferbatasannya adalah modal dan 
kemampuan terkait hal-hal teknis. Kecua/i ada per/akukan khusus bagi 
mwyarakat. Contoh tapa/ hatas bisa mengakui batas yang dibuat oleh 
ma!Jyarakat maka bisa dilakukan. Seperti batas tidak per/u patok 
melaznkan tanmnan pinang akan memhantu masyarakat karena, pertama 
meringankan hiaya, kedua menjadi menarik untuk tamhahan 
penghasilan ". 

Kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka pemberdayaan 

masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan 

hutan yang adil dan lestari, hutan negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa 

melalui Hutan Desa. Kebijakan ini berrnaksud untuk memberikan akses kepada 

masyarakat setempat melalui lembaga desa dalam memanfaatkan sumberdaya 

hutan secara lestari. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

setempat sccara berkelanjutan. Akan tetapi harapan itu tidak akan tercapai 

bilamana beban tanggungjawab tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat. 

Masyarakat Dusun Lubuk Beringin telah berupaya memenuhi kewajiban 

sebagaimana diamanatkan Permenhut Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan 
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Desa ini sesuai kemampuan mereka. Penataan batas dilakukan secara partisipatif 

dengan menempatkan patok atau tanda batas yang secara aturan tidak mengikuti 

kaidah kehutanan. Mereka telah mengajukan bantuan kepada Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Kabupaten Bungo serta BP-DAS Batanghari Jambi untuk biaya 

pembuatan patok sesuai standar. Akan tetapi kedua instansi tadi tidak dapat 

memenuhi permintaaan atas dasar bahwa itu sudah merupakan kewajiban 

pengelola. Batas yang telah dibuat pun tidak dapat diakui secara legal karena 

mereka harus mendapatkan legalisasi kepada Balai Inventarisasi dan Pemetaan 

Kehutanan (BIPHUT) Provisnsi Jambi. 

Menurut Nova, hingga saat ini, masyarakat Dusun Lubuk Beringin masih 

mendapatkan toleransi dalam pemenuhan kewajibannya. Dari beberapa kali 

monitoring yang dilakukan oleh BP-DAS Batanghari Jambi mendapatkan bahwa 

kelompok pengelola hutan desa belum juga mendapatkan pengakuan tentang batas 

kawasan oleh BIPHUT. Seharusnya hal ini dapat menjadi catatan untuk 

pencabutan izin hak kelola. Akan tetapi dengan berbagai pertimbangan hal 

tersebut belum dilakukan, bahkan BP-DAS Batanghari Jambi, Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan serta Ism pendamping berupaya meminta revisi aturan tentang 

kewajiban itu. Hanya saja belum berhasil. Demikian disampaikan oleh Jupri, 

Nova dan Yulqari sebagai berikut: 

" .. Upaya untuk memhantu pengelo/aan, seperti penataan batas, sudah 
senng dimintakan kepada pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun 
kementerian. Hanya saja karena menjadi kewajihan maka permintaan itu 
dito/ak. Apakah memungkinkan kewajiban pengelola ttu diperingan ". 

"Hal ini sebenarnya bisa mengakibatkan dicahutnya i~in pengelolaan 
karena mereka dianggap tidak memenuhi kewajibannya. Akan tetapi kami 
masih memberikan toleransi kepada mereka selama tidak terjadz 
kerusakan hutan. .Justru mereka yang rugi karena dengan tidak adanya 
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kejelasan batas maka peluang untuk diusulkan pada kegiatan jasa 
perdagangan karbon men_fadi tertutup. 
Pemerintah, dalam hal ini BP-DAS tidak menutup mala ba/JWa kendala 
dana dan sumberdaya manusia yang ada. Oleh karena itu, beberapa kali 
BP-DAS mengadakan seminar atau Focus Group Discussion (FGD) 
tentang pengelolaan hut an, termasuk hut an desa, mencuat terkait beratnya 
kewajiban pemegang hak kelola hutan desa zni. Kita sudah 
rekomendasikan untuk memperholehkan dana pemerintah memhantu 
hingga pembangunan fisik tat a batas bisa dilakukan. Akan tetapi hingga 
aturan terbaru yaitu P.89'Menhut-II20J.I tentang Hutan Desa tidak 
mengurangi kewajiban para pemegang, melainkan mengatur percepatan 
proses pengajuan usulan lokasi dan bagaimana pemanfaatan hasil hutan 
kayu izin hutan desa yang berada pada hutan produksi. Tampaknya untuk 
sementara kecil kemungkinan akan dirubah aturan terkait kewajihan 
pemegang izin ini ". 

" .. Rencana kerja disusun untuk pembangunan desa tidak hanya terkotak 
untuk pengelolaan hutannya saJa. Sehingga rencana ini bisa didukung 
oleh seluruh instansi. Advokasi ke kementerian untuk memperpendek 
proses pengusulan, hasilnya permenhut 89. Advokasi kewajiban 
masyarakat belum berhasil. Saat ini masih menegoisasikan kepada 
ins/ansi terkait agar membantu. Seperti BPKH memfasilitasi legalitas 
batas, BPDAS memjasilitasi pertemuan. BIPHUT menata batas, Dinas 
Kehutanan Provinsi memfasilitasi pertemuan ". 

Ketidaksanggupan masyarakat memenuhi kewajiban dianggap wajar oleh 

beberapa praktisi. Kewajiban sebagai konsekuenis pemberian hak kelola memang 

berat untuk dipenuhi dengan segala keterbatasan yang dimiliki terutama secara 

finansial. Masyarakat terus mengelola hutan desa ini dan dibantu oleh berbagai 

instansi meskipun belum juga mendapatkan keringanan kewajiban. Justru dengan 

adanya pengakuan hutan desa maka Dusun Lubuk Beringin seolah mendapatkan 

prioritas sebagai lokasi kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut memang tidak 

langsung menyentuh hutan lindung sebagai areal kelola, melainkan lebih ke arah 

peningkatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat. Perasaan termarginalkan 

mulai terkikis dengan semakin banyaknya program kegiatan pemerintah yang 

dilaksanakan di Dusun Lubuk Beringin. 

Kondisi ini dapat dipandang dari dua perspektif. Pertama dari perspektif 
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legal formal, yaitu kewajiban yang timbul akibat pengelolaan Hutan Desa 

sebagaimana disyaratkan oleh Peraturan Menteri Kehutanan Nomor Nomor 49 

Tahun 2008 tentang Hutan Desa yang pemenuhannya sulit untuk dipenuhi. 

Pemberian kewajiban yang hampir sama kedua komunitas pengelola yang 

memiliki perbedaan substansial menyangkut sumber daya manusia, kemampuan 

finansial dan kepentingan ekonomi berpotensi mengancam kelangsungan hak 

kelola itu sendiri. Ancaman pencabutan hak kelola apabila kewajiban tidak 

dipenuhi misa1nya kontradiktif dengan alasan diberikannya hak kelola terhadap 

Hutan Desa. Jika membandingkan entitas pemilik hak kelola HTI dengan entitas 

pemilik hak kelola Hutan Desa misalnya, perlu dipikirkan bahwa dasar pemberian 

pengelolaan yang non profit dan profit oriented harusnya mendatangkan tingkatan 

kewajiban yang berbeda. 

Pembedaan itu itu ditujukan agar ada pengampuan dari otoritas resmi seperti 

institusi pemerintah daerah untuk dapat berpartisipasi dengan berbagai cara seperti 

mengalokasikan kegiatan yang sesuai dengan kewajiban hak kelola namun tak 

mampu dipenuhi oleh komunitas pengelola. Selanjutnya, pembedaan kewajiban 

tersebut untuk mengantisipasi timbulnya sikap apriori dan mempertanyakan ulang 

untuk apa sebenarnya hak kelola diberikan jika kemudian tanggungjawab hanya 

dibebankan kepada kelompok pengelola Hutan Desa yang terbatas 

kemampuannya. 

Kedua, perspektif praksis. Praktek pemberian hak kelola menjadi semacam 

pintu masuk bagi keterlibatan partisipatif dari berbagai pihak. Namun itu belum 

cukup untuk memastikan bahwa Hutan Desa Lubuk Beringin telah dikelola 

dengan baik. Perlu dipikirkan bagaimana suatu saat jika partisipasi pihak-pihak 
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luar tak ada lagi. Apakah pengelolaan Hutan Desa akan masih berlangsung sesuai 

harapan atau sebaliknya. Penguatan kelembagaan, dalam hak ini kelompok 

pengelola Hutan Desa Lubuk Beringin, serta menjaga kesadaran kolektif tetap 

merupakan dua hal penting yang harus dikerjakan. Penguatan kelembagaan 

diupayakan mengarah kepada kemampuan melakukan kegiatan pengeioiaan yang 

otonom baik dari sisi perencanaan dan pembiayaan. Menjaga kesadaran koletif 

diupayakan melalui sosialisasi terus menerus, membangun semacam kebanggaan 

bersama dengan menjadikan Hutan Desa Lubuk Beringin sebagai identitas lokal. 

Keduanya dapat dilakukan secara bertahap sambil menunggu adanya 

kemungkinan perubahan kewajiban hak kelola Hutan Desa yang dirasa 

memberatkan tadi. 

Dari beberapa keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, 

pengelolaan hutan oleh masyarakat setelah mendapatkan hak kelola sebagai 

berikut: 

1. Pemberian izin hak kelola merupakan jawaban atas keresahan 

masyarakat akan rusaknya hutan di bagian hulu dusun dan 

meningkatkan posisi tawar mereka terhadap perambah hutan. Terbentuk 

kelompok pengelola secara resmi bernama Kelompok Pengelola Hutan 

Desa Dendang Hulu Sako Batang Buat 

2. Pendanaan dan sumberdaya manusia merupakan alasan masyarakat tidak 

dapat memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Permenhut 

Nomor 49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa, yaitu untuk menata 

batas kawasan hutan serta melakukan pengayaan. 

3. Masyarakat secara partisipatif telah berupaya memenuhi kewajibannya, 
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seperti menata batas, menyusun rencana kerja, melakukan patroli, serta 

rehabilitasi areal kerja. Tidak ada anggaran khusus untuk pengelolaan 

hutan. 

4. Penataan batas yang dilakukan oleh masyarakat tidak diakui oleh 

pemerintah karena tidak mengikuti kaidah penataan batas kehutanan. 

5. Kewajiban penataan batas dan rehabilitasi lahan tidak berbeda bila kita 

bandingkan dengan kewajiban pemegang izin pengelola Hutan Tanaman 

Industri (HTI). 

6. Upaya untuk melakukan revisi aturan yang memberatkan masyarakat 

telah dilakukan, baik oleh masyarakat, Ism pendamping maupun instansi 

pemerintahan dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Kabupaten Bungo serta BP-DAS Batanghari Jambi. 

B.3 Kondisi Masyarakat dan Hutan Setelah Pemberian lzin Pengelolaan 
Hutan Desa Berdasarkan Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 

Tahun 2009 Serta Proyeksi Pengembangan Hutan Desa. 

Keputusan Menteri Kehutanan tentang pencadangan areal kemudian 

diperkuat dengan pemberian pula Hak Pengelolaan Hutan Desa melalui 

Keputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 yang 

berarti bahwa telah sah masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk mengelola areal 

tersebut. 

Pemberian izin pengelolaan Hutan Desa sebenarnya belum langsung mampu 

menjawab atau menjadi jalan keluar untuk membuat model pengelolaan hutan 

berbasis masyarakat yang mendatangkan dampak ganda. Pertama, diversifikasi 

sumber pendapatan atau kegiatan ekonomi dan stabilitas manfaat ekonomi pada 
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dari Hutan Desa. Kedua, Kesinambungan pelestarian Hutan Desa sebagai 

konsekuensi dari terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 

T entang Hutan Des a. 

Isu-isu kebijakan yang berbasis konservasi memang selalu dihadapan 

kepada pilihan-kemungkinan akibat jangka pendek dibandingkan proyeksi jangka 

panjang seperti posisi lingkungan sebagai modal utama pembangunan 

berkelanjutan (suistanability development). Masyarakat setempat pada umumnya 

dihadapkan pada kondisi baru yang dominan diisi dengan larangan atau anjuran 

yang tak jarang bertentangan dengan kebiasaan atau aktivitas mereka sehari-hari. 

Baik secara pribadi ataupun bersifat komunal. 

Dusun Lubuk Beringin yang telah memiliki Hutan Desa sejak tahun 2009, 

masyarakatnya dihadapkan pada kondisi yang sama. Keberlanjutan aktivitas 

sehari-hari meskipun dalam hanya dalam skala kecil selama masih berhubungan 

dengan Hutan Desa mengalami pengaruh. Secara umum, memang tidak ada 

perubahan yang signifikan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat 

Dusun Lubuk Beringin. Hutan Desa Lubuk Beringin pada awalnya justru menjadi 

semacam identitas baru bagi Dusun Lubuk Beringin. Dusun Lubuk Beringin lebih 

dikenal, menjadi tujuan kunjungan yang mulanya bersifat akademis atau riset dan 

menjadi lokasi pembelajaran bersama yang datang dari berbagai wilayah di luar 

Kabupaten Bungo bahkan luar negeri. 

Berbagai aktivitas baru tersebut kemudian secara perlahan mendatangkan 

peluang yang ditangkap masyarakat Dusun Lubuk Beringin untuk mendapatkan 

manfaat ekonomi. Profesi atau pekerjaan baru tersebut meskipun bersifat temporer 

menjadi sumber pemasukan baru bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin. Yulqori 
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yang menjabat sebagai Asisten Restorasi Ekosistem W ARSI dan terlibat dalam 

proses pengajuan Hutan Desa Lubuk Beringin menyatakan: 

" ... Setelah adanya hak kelola penambahan jasa lingkungan. Banyak 
orang luar yang masuk ke Dusun Lubuk Beringin dan mereka di 'tarik' 
biaya. Kunjungan dari /uar yang mau be/ajar tentang hutan desa, 
penyewaan rumah, penyediaan makanan dan minwnan tamu dan lainnya. 
Haszl dan banyaknya kunjungan ini mengumpulkan dana untuk 
pernbangunan balai pertemuan desa. Ada sebagian kecil masyarakat yang 
menyiapkan kerajian khas. Peluang ke depan adalah mengoptimalkan 
berbagai kera}inan untuk menghadapi ekowisata." 

Berangkat dari apa yang disampaikan Yulqori, pemberian izin pengelolaan 

Hutan Desa tidak langsung memberikan peluang yang mendatangkan manfaat 

secara ekonomi kepada masyarakat. Hal tersebut terjadi karena masyarakat 

Lubuk Beringin sebelumnya telah memiliki pekerjaan dan swnber mata 

pencaharian yang existing atau konstan. Kondisi tersebut, dengan tidak 

mengasumsikan terlebih dahulu kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang ada, 

sebelumnya telah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok, investasi atau 

tabungan (saving). Pilihan tersebut pada dasamya untuk melihat seperti apa dan 

bagaimana reaksi masyarakat terhadap pemberian izin pengelolaan Hutan Desa 

dan dinamika yang terjadi. 

Satu hal yang juga menjadi penyebab yaitu cara pandang masyarakat Dusun 

Lubuk Beringin yang sejalan dengan konsep rural community atau komunitas 

pedesaan, secara sosiologis konstruksi peningkatan standar atau status ekonomi 

bukan yang utama. Ketika kebutuhan pokok terpenuhi, kewajiban terhadap 

negara maupun komunitas desa dalam bentuk iuran, pajak dan sejenisnya 

terpenuhi serta anak mampu sekolah sudah tercukupi melalui pekerjaan yang ada 

maka itu sudah dianggap cukup. Perasaan seperti ini mengdung dimensi 
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sosiologis yang kuat sehingga jika kemudian pemberian hak kelola Hutan Desa 

pada awalnnya ditanggapi datar-datar saja merupakan hal yang wajar. 

Proses interaksi melalui partisipasi pihak luar dalam hal ini LSM dan 

birokrasi yang kemudian mendatangkan cara pandang baru termasuk memberikan 

kemungkinan-kemungkinan manfata yang diperoleh melalui Hutan Desa. Terbuka 

kemungkinan pekerjaan atau sumber mata pencaharian. 

Berbagai pihak yang datang mendatangkan pekerjaan baru bagi masyarakat 

Dusun Lubuk Beringin. Menurut Yulqori, ada mata pencaharian lain atau 

pekerjaan baru yang ada di Dusun Lubuk Beringin setelah adanya Hutan Desa: 

" ... Dari jasa lingkunganiekowisata seperti penjaga keamanan, kelompok 
pengelola, penyewaan ban dan lainnya. Peluang untuk pemanfaatan jasa 
lingkungan di dalam kawasan belum berkembang. Meskipun demikian 
sudah dipersiapkan paket-paket untuk wisata a/am ke dalam kawasan. 
Peluang ini bisa herkembang karena akses }alan menUJll hutan desa sudah 
tersedia." 

Pekerjaan baru terutama jasa lingkungan memang sesuai dengan hak yang 

diberikan kepada mereka. Sebagaimana diamanatkan dalam peraturan tentang 

hutan desa pada pasal 23 ayat ( 1) bahwa pemegang hak pengelolaan hutan desa 

pada hutan lindung berhak memanfaatkan kawasan, jasa lingkungan, pemungutan 

hasil hutan bukan kayu. Pengakuan yang ditunggu oleh masyarakat dan memang 

sudah dilaksanakan sebelum hak pengelolaan diberikan. 

Adanya jenis pekerjaan baru tersebut merupakan peluang bagi masyarakat 

Dusun Lubuk Beringin untuk menambah penghasilan. Untuk mengukur apakah 

pekerjaan baru tersebut mendatangkan peningkatan kesejahteraan memang tidak 

tepat, mengingat keberadaan Hutan Desa dengan pengakuan legal formal baru ada 

sejak tahun 2009. Selain itu jenis-jenis pekerjaan baru tadi masih bersifat 

sambilan, belum dikelola secara terpadu dan belum didukung dengan kesiapan 
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infrastruktur serta keahlian teknis sesuai jasa layanan masyarakat Dusun Lubuk 

Beringin. Dari informasi yang disampaikan oleh Yulqori dapat diketahui 

implikasi awal dari keberadaan Hutan Desa yaitu berkembangnya pengetahuan 

masyarakat mengenai kemungkinan-kemungkinan manfaat Hutan Desa secara 

ekonomis. Berkaca kepada pengalaman di daerah lain misalnya, konsep ekonomi 

ekowisata, agrowisata atau sejenisnya dimulai dengan perubahan secara perlahan 

komposisi pekerjaan atau sumber mata pencaharian penduduknya. 

Sebagai contoh fenomena yang terjadi di daerah wisata pesisir pantai. 

Awalnya mata pencaharian penduduknya merupakan nelayan atau petani tambak 

garam. Seiring dengan berkembangnya minat wisata berbasis pantai atau ]aut 

secara perlahan hadir hotel, cottage, wahana permainan dan sarana lain maka 

penduduk sekitar kemudiaan beralih profesi menjadi tenaga kerja di sektor 

perhotelan, pemandu wisata atau membuka usaha jasa Jain yang dibutuhkan 

wisatawan seperti membuka losmen atau penginapan sederhana. 

Berdasarkan hasil survey potensi mikro KKI Warsi, didapatkan data bahwa 

hingga kini petani masih menempati urutan pertama mata pencaharian penduduk 

Dusun Lubuk Beringin. Sebanyak 125 jiwa dari 291 jiwa usia produktif memilih 

menjadi petani sebagai mata pencahariannya. Petani dimaksud merupakan petani 

pekebun dimana kebun agroforest sebagai sumber matapencaharian utamanya 

selain ada juga yang menanam padi di sawah. 

Dari berbagai mata pencaharian tersebut, pendapatan yang diterima oleh 

masyarakat Dusun Lubuk Beringin sebagian besar (mencapai 65%) berada pada 

kisaran 1,7- 5 juta rupiah per bulannya. Hanya 25% yang berada di bawah 1,7 

juta rupiah per bulannya dan 10% yang menerima pendapatan tiap bulannya di 
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Grafik 2. Jenis Pekerjaan/Mata Pencaharian Masyarakat Dusun 
Lubuk Beringin 

Data tersebut memang belum menggambarkan penambahan mata 

pencaharian masyarakat dari sektor ekowisata. Karena bagi masyarakat Dusun 

Lubuk Beringin secara perorangan, pendapatan melalui sektor wisata belum dapat 

diandalkan secara periodik, meski mereka kini sudah mulai usaha-usaha tersebut. 

Untuk mengukur kemanfatan ekonomi tak selalu identik dengan 

pertumbuhan ekonomi yang berisi variabel peningkatan angka komsumsi atau 

perputaran uang yang tinggi. Konteks pemberian izin pengelolaan Hutan Desa 

pada masyarakat Dusun Lubuk Bcringin, pcrtama-tama telah mcmberikan 

kepastian mengenai peran masyarakat dalam mengelola Hutan Desa. Kepastian 

tersebut selanjutnya akan mendorong lahirnya kesadaran kolektif yang awalnya 

bersifat nonnatif; karena tinggal dan berstatus penduduk Dusun Lubuk Beringin 

maka menjaga Hutan Desa merupakan kewajiban. Selanjutnya kedatangan pihak 

luar dengan tujuan melihat Hutan Desa, mengetahui proses pengakuan legalitas 

Hutan Desa serta berbagai proses yang menyertai akan mendatangkan interaksi 
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dengan pihak-pihak yang lebih luas. Interaksi yang pada awalnya sebatas 

komunikasi kemudian berkembang sedemikian rupa termasuk dalam pemberian 

bantuan atau petunjuk yang lama kelamaan akan berubah mendatangkan nilai 

ekonomis. 

Jupri, tokoh pemuda Dusun Lubuk Beringin yang juga terlibat aktif dalam 

proses Hutan Desa dan sampai sekarang masih terlibat aktif dalam kegiatan-

kegiatan lanjutan terkait Hutan Desa memiliki pendapat yang senada dengan 

Yulqori: 

'' ... Sebelum adanya pemberian izin pengelolaan Hutan Desa sumber 
pendapatan masyarakat utamanya adalah dari kebun karet dan sawah. 
Selain itu JUga ada has if dari hasil hutan bukan kayu seperti buah-buahan, 
rotan, jernang, beberapa Jenis binatang. Ada juga yang hasil berjualan, 
lvfencari hasil hutan non kayu seperti damar, madu, rotan, bamhu. Setelah 
€ltibJ .'siN f~Ng@lf.I/.61€/N Hu!€11'1 Desa sumber pendapatan baru muncul 
terutama yang herkaitan dengan kegiatan ekowisata" 

Kesamaan pendapat antara Yulqori yang merepresentasikan pihak luar 

Dusun Lubuk Beringin, memiliki nilai pandang yang ideal tentang Hutan Desa 

dan AI Jupri yang merepresentasikan penduduk Dusun Lubuk Beringin yang 

berkeinginan melestarikan Hutan Desa dan bersedia diajak bekerjasama untuk 

tujuan tersebut pada dasarnya menunjukan persepsi mengenai manfaat dari Hutan 

Desa relatif sama. Berdasarkan pendapat kedua orang tersebut terlihat adanya 

bangunan berpikir yang linear dalam memandang keberadaan Hutan Desa. 

Persepsi mengenai adanya manfaat, tidak dapat diukur dalam jangka pendek akan 

tetapi untuk mengukur atau mengujinya dalam jangka panjang berarti memastikan 

Hutan Desa tetap terjaga kelestariannya. Sejak lama konsep konservasi diyakini 

tidak akan memberikan lompatan pendapatan yang besar akan tetapi memberikan 

jaminan pemenuhan prasyarat terjaganya kesinambungan mata pencaharian yang 
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tergantung pada keberadaaan hutan. Lebih lanjut, memberikan Jamman 

tersedianya pasokan kebutuhan pokok seperti sumber air. 

Sampai di sini, manfaat ekonomi tidak melulu dipandang sebagai adanya 

pertumbuhan ekonomi semata. Pertumbuhan ekonomi mungkin ada, nilainya kecil 

akan tetapi yang lebih penting ialah siklus kegiatan ekonomi tetap terjaga seiring 

pertanggungjawaban pengelolaan Hutan Desa yang lestari. Peningkatan 

perekonomian dalam konteks Hutan Desa di Dusun Lubuk Beringin perlu 

dirincikan dalam capaian-capaian yang gradual dan sebelumnya memang tak ada. 

Hadirnya hutan desa di Dusun Lubuk Beringin juga dianggap sebagai 

pemancing munculnya bantuan program pemerintah. Hal-hal yang dikeluhkan 

Muklis, sebagai seorang Rio saat itu, yang berulang kali mengajukan permohonan 

pembangunan di dusunnya akan tetapi tidak juga mendapat tanggapan dari 

pemerintah. Berkat adanya hutan desa maka pembangunan infrastruktur 

dilaksanakan untuk mendukung kunjungan tamu yang hadir. Bahkan beberapa 

kali dusun ini menjadi tuan rumah acara tingkat provinsi maupun nasional. Dusun 

Lubuk Beringin menjadi salah satu prioritas wilayah pembangunan. 

Dalam jangka pendek keberadaan Hutan Desa menjadi pemicu datangnya 

perhatian dalam berbagi bentuk kepada Dusun Lubuk Beringin. Kondisi ini yang 

sejalan dengan apa yang digambarkan pada bagian terdahulu mengenai adanya 

manfaat yang akan diperoleh secara bertahap. Hasil penggalian informasi dari 

informan menunjukan kecenderungan tersebut. 

Muklis sangat senang dengan adanya perhatian pemerintah m1 karena 

dengan ada pembangunan infrastruktur akan mendorong kegiatan lain, seperti 

yang disampaikannya : 
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" .. Seperti dengan adanya a/iran listrik yang baik anak-anak bisa be/ajar, 
ibu-ibu bisa membuat berbagai panganan seperti es dan kue-kue. Jalan 
yang mulus membuat kami tidak susah dan kotor hila harus keluar dusun 
pada saat hujan ". 
Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Zaizul juga memandang bahwa 

manfaat dari adanya hutan desa ini tidak dapat dirasakan secara instan melainkan 

jangka panjang. Menurut Zaizul, manfaat utamanya untuk peningkatan kapasitas 

sumberdaya manusia dan fasilitas pendukung. Karena dengan peningkatan SDM 

dan tersedianya fasilitas pendukung maka akan timbul usaha-usaha baru. 

Sebagaimana Zaizul sampaikan: 

" .. Untuk jangka panjang akan terjadi peningkatan perekonomian 
ma,\yarakat. Akan timbul berbagai sumber pendapatan. Seperti lahan 
non produktif akan menjadi produkt[(dengan adanya bantuan bibit. Pofa 
pikir masyarakat akan berubah seiring dengan adanya pelatihan dan 
banyaknya tamu yang datang. Pola pikir ini akan merubah pandangan 
untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Mwwknya a/iran listrik akan 
membuat gencar informasi yang diterima melalui media massa. Akses 
]alan yang memadai akan mempermudah prosesfual heli ". 

Apa yang telah disampaikan oleh para narasumber sejalan dengan 

pertimbangan terbitnya hutan desa sebagaimana terdapat dalam peraturan tentang 

hutan desa "bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar 

kawasan hutan serta mewujudkan pengelolaan hutan yang adil dan lestari, hutan 

negara dapat dikelola untuk kesejahteraan desa melalui Hutan Desa''. 

Pemberdayaan masyarakat selain untuk meningkatkan kesejahteraan desa juga 

ditujukan untuk membantu pemerintah dalam mengelola hutan. 

Salah satu perubahan pola pikir yang mendorong majunya Dusun Lubuk 

Beringin yaitu tentang kebersihan. Temak yang dahulu dilepas mulai 

dikandangkan. Masyarakat merasa tersindir dengan keengganan para tamu 
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melihat kotornya dusun mereka. Yulqari sependapat dengan Zaizul bahwa 

masyarakat butuh paksaan untuk berubah yang juga diamini oleh Bakian: 

" .. Orang banyak datang. lni berarti makro. Raik mmyarakat, 
pemerintahan, dan lainnya. Banyak yang memberi dukungan. Ada cerita 
yang menarik dari pembelajaran orang luar. Ada tamu dari Aceh datang 
dan tinggal di rumah-rumah ma5yarakat. Nfasyarakat yang biasa 
memanfaatkan sungai untuk tempat mandi dan mck ternyata tidak biasa 
dilakukan oleh para tamu. Mmyarakat melakukan refleksi terhadap 
kondisi-kondisi tersebut sehingga secara swadaya membuat MCK di 
rumah. Kebersihan dusun ;uga meningkat. Kotoran kerbau yang 
biasanya bertebaran di dusun menghilang karena mereka malu terhadap 
orang luar. Kerbau tersebut dikandangkan. Selain itu kini masyarakat 
mempunyai kemampuan berbicara kepada orang luar ". 

" .. Kini dengan banyaknya tamu, kami merasa malu kalau di depan rumah 
kami ada kotoran ternak. Kami kuatir kalau nantinya tidak ada lagi yang 
mau datang ke tempat kami. Kalau hal itu terjadi, maka kami akan 
menjadi rugi sendiri. Oleh karena itu kami kandangkan ternak yang 
dipelihara. Kami juga menyediakan kamar mamii di rumah hila tamu 
yang datang tidak bisa mandi seperti kami di szmgat. Jadi dengan 
nyamannya tamu itu maka kami akan beruntung ". 

Dengan kondisi tersebut, tampaknya skema hutan desa ini masih menarik 

untuk terus dikembangkan atau diduplikasikan di daerah lainnya yang memiliki 

hutan di wilayah administrasinya. Tentunya dengan berbagai pertimbangan 

sebelum menyepakati bahwa masyarakat di sana dinyatakan sanggup mengelola 

hutan tersebut. Ada beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan sebelum 

persetujuan dikeluarkan seperti, apakah memang sudah memiliki kearifan lokal 

dalam pengelolaan sumberdaya alamnya. Karena biasanya masyarakat lebih 

mengakui aturan adatnya dibanding aturan formal. Pun demikian tetap harus 

didukung oleh aturan formal sehingga dapat mengatasi gangf,:ruan dari orang luar 

yang tidak atau kurang memperhatikan aturan adat tadi. 

Selanjutnya dicoba menggali apakah dengan berbagai hambatan yang ada 

skema hutan desa ini masih menarik untuk dikembangkan di tempat lain. Jupri, 
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Nova Dewi, Yulqari, dan Ratna menjawab sebagai berikut: 

" .. Hutan desa masih men;adi pilihan masyarakat agar kami bisa masuk ke 
dafam hutan. Tentunya hal ini akan menarik bagi daerah /ainnya. Itu 
yang membuat dusun-dusun tetangga pw1 mau mengajukan usulan hutan 
desa. Dengan adanya pemberian hak untuk mengelola hutan, mmyarakat 
sekitar men;adikan Hutan Desa Dusun Lubuk Beringin sebagai contoh 
sehingga mereka mau membuat hutan desa. Di sisi lain masyarakat desa 
sekitar merasa kesulitan untuk membuat kebun di areal yang 'biasa' 
mereka rambah. Ada juga timbul iri karena dusun lubuk beringin ramai 
dikunjungi tamu, sering menjadi tuan rumah even baik kabupaten, 
provinsi maupun nasional ". 

" .. Hutan Desa bisa dikembangkan di daerah lainnya. Harus ada 
perubahan mental ma.~yarakat melalui penguatan kelembagaan agar 
sadar hak dan kewajiban dan tidak tergantung pada bantuan pemerintah. 

" .. Masih aplikatif dengan catatan. Pemermtah sudah membuat peta 
indikat?f yang menyediakan ruang-ruang tertentu peluang hutan desa. 
Bagaimana dengan desa yang tidak ada peluang tadi. Peluang tadi pun 
harus memperhatikan potensi ekonomi dan sosial. Bila hasil kajian 
ma.syarakat memiliki struktur pengelolaan hutan secara lestari maka 
proses usulan dapat dilan;utkan. Bila tidak maka jangan dilakukan 
karena akan gaga!. Penting untuk melakukan kajian awal kondisi sosial 
ma.syarakat. Harus brsa membuktikan kear?fan lokal pengelo/aan 
hutan'sumberdaya a/am yang masih aktif". 

" .. Tentu bisa diterapkan, apalagi dengan adanya pengakuan ini maka 
kelestarian hutan ter1aga. Dengan baiknya kondisi hutan maka agroforest 
sebagai sumber mala pencaharian utama akan terus memberikan manfaat 
secara ekonomi. Baiknya ekonomi masyarakat membuat ma.syarakat 
sayang terhadap hutannya. lni merupakan lingkaran yang trdak terputus. 
Hanya sa/a perlu bimhmgan yang lebih intens kepada eaton pengelola 
agar mereka nzengetahw secara ;e!as hak dan kewajiban yang akan 
mereka emban. Kemudian perlu d1bangun komunikasi antar lini, terutama 
terkait dengan para pemhuat regu/asi agar diswmn aturan-aturan teknis 
sebagaz turunan dari Fermenhut No. -19. Menhut-li2008 tentang Hutan 
Desa ini ". 

Jupri dan narasumbcr lainnya masih memiliki asa terhadap skema hutan 

desa 1m. Walau bagaimana dengan adanya pemberian hak kelola membuat 

masyarakat diperbolehkan masuk ke dalam hutan sekaligus menjaganya. Selain 

itu mereka juga memberikan catatan hal positif dan negatif terhadap skema hutan 

desa yang ada selama ini. Sebagian menyampaikan bahwa skema ini menunjukan 
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bahwa masyarakat mampu mengelola hutan, memberdayakan serta meningkatkan 

perekonomian masyarakat sebagaimana tujuan pemberian Iztn. Hal tersebut 

disampaikan oleh Nova, Yulqari dan Ratna sebagai berikut : 

''Ada beberapa kelebihan yang dengan adanya hut an desa ini seperti : 
Mengajak masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hasil hutan 
bukan kayu 
Bisa memeratakan ekonomi masyarakat karena ada kearifan /aka! 
Mencegah kvnflik antara ma.syarakat dengan pemerintah terkait 
pengelvlaan hutan dalam bentuk model partisipat?f 
Nfemberikan rasa tanggung jawab moral karena mereka yang akan 
merasakan dampak langsung kerusakmz/kelestarian hutan 

"Hutan desa ini memang menarik dan memberikan ni/ai posit if kepada 
masyarakat hingga masyarakat dusun sekitar ingin juga diberikan hak 
kelvfa. Memang awalnya keinginan nw"syarakat sekitar itu muncul karena 
kecemburuan dengan banyaknya kun;ungan orang baik secara prihadi 
maupun kelompvk ke Dusun Lubuk Beringin. Kecemhuruan. Kok yang 
dzbangun lubuk beringin be, kok yang dikunjungi lubuk beringin be kata 
masyarakat sekitar ". 

" .. lJengan diberikannya i::in pengelolaan masyarakat bisa masuk ke 
dalam hutan. Hal ini yang mereka takutkan dulu untuk mengambil hasil 
hutan bukan kayu, mereka takut ditangkap oleh polisi kehutanan. Hanya 
sa;a disaat yang sama mereka heran kenapa yang merambah hutan tidak 
;uga ditangkap. Masyarakat tidak mengetahui herapa ;umlah personil 
polisi kehutanan _vang ada di Kabupaten Bungo dan berapa fuasan hutun 
yang harus mereka jaga. Diberikannya i::in mi memberikan kesempatan 
kepada mw,yarakat untuk ikut menJaga kawasan itu karena memang 
mereka yang akan merasakan dampak kerusakan hutan. Hanya sa;a 
mwyurakat harus sadar bahwa tidak ada pembangunan yang cepat dalam 
skema pengelolaan hutan, butuh waktu. 

Berdasarkan paparan tersebut, terlihat bahwa kearifan lokal yang masih 

dilaksanakan menjadi titik awal munculnya kepercayaan bahwa masyarakat 

mampu mengelola hutan. Hanya saja, hal tersebut tidak cukup karena perlu 

didukung kondisi ekonomi dan sosial masyarakat juga hingga mereka sanggup 

melaksanakan kewajibannya. Zaizul menyarankan dilakukan Participatory Rural 

Appraisal (PRA) atau penilaian pedesaan secara partisipasi agar masyarakat dapat 
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melihat kemampuan diri mereka sebelum mengajukan permohonan hak 

pengelolaan hutan desa: 

" .. Untuk menjaga hutan, skema ini dapat dikembangkan di tempat lain. 
Karena skema ini memberikan hak pengelolaan hutan kepada mwyarakat 
untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan. Meskipun demikian, 
perlu dilakukan perbaikan skema terkait penguatan kerjasama serta 
pengkajian hak dan kewajiban yang sesuai dengan kemampuan 
masyarakat. Selain itu juga perlu dilakukan PRA agar dapat diketahui 
kemampuan masyarakat ". 

Harapan Zaizul untuk melakukan evaluasi awal sebenarnya seiring dengan 

yang disampaikan oleh Nova, Yulqari dan Ratna. Mereka menyadari dibalik 

persetujuan pengembangan hutan desa di daerah lainnya masih ada kelemahan 

yang perlu dibenahi: 

" .. Meskipun demikian ada juga yang perlu dibenahi seperti: 
Dengan diberikannya hak kelola maka mereka merasa memdiki. 
Merasa bisa menjual hak kelola kepada pihak lain. 
Dengan adanya bantuan yang diberikan o/eh pemerintah hisa memicu 
ketergantungan ". 

" .. Ada beberapa langkah yang dapat kita ambil atau laksanakan untuk 
mengantisipasi kelemahan tadi seperti: 

Secara persuasifdilakukan penJelasan awal tentang hutan desa 
Perlu adanya dukungan pemerintah agar pengelolaan hutan desa 
berkembang lebih baik dengan meningkatkan pengembangan hasil 
hutan bukan kayu dan melakukan prumosi 
Perlunya penegakan hukum yang tegw:, hila kewa1ihan tidak 
dilaksanakan maka i::in yang diberzkan bisa dicabut 
Perlu pertimbangan perubahan aturan kewajihan yang memheratkan 
pengelola, meskipun rasanya agak sulit dilakukan karena 
Kementerian Kehutanan baru sa;a mengeluarkan atzmm peruhahan 
tentang Hutan Desa ini. 

Dengan langkah-langkah tersehut, maka diharapkan kekurangan yang 
terJadi di Dusun Lubuk Beringin tidak teJ:fadi d1 tempat lainnya ". 

" .. Kelemahan skema ini adalah terlalu mengandalkan modal dari 
masyarakat dan menyamakannya dengan perusahaan yang herorzentasi 
bisnis serta memiliki modal hesar. Bahkan perusahaan bisa mengcyukan 
pinjaman ke bank dengan modal i::in usaha. !::in yang diterima 
masyarakat helum bisa. Aturannya dalam hutan desa ini tidak 
memperhatikan kondisi masyarakat ". 

42219.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



106 

Usulan perbaikan aturan cenderung kepada aturan kebijakan pengelolaan 

hutan yang berada pada Kementerian Kehutanan. Baik terhadap kewajiban 

maupun proses pengajuan usulan pengelolaan. Kesemua itu diharapkan dapat 

menjadikan pengelolaan hutan desa berkembang di daerah lainnya. 

Dari beberapa keterangan yang diperoleh melalui hasil wawancara, 

perekonomian masyarakat setelah pemberian izin pengelolaan hutan desa serta 

proyeksi pengembangan hutan desa dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

1. Skema hutan desa secara perlahan mulai mendatangkan peluang 

penambahan sumber pendapatan bagi masyarakat Dusun Lubuk 

Beringin, meskipun sifatnya temporer yaitu dari ekowisata. Belum 

terjadi peningkatan ekonomi secara signifikan. 

2. Pertanian dalam arti luas masih menjadi sumber pendapatan masyarakat. 

3. Terjadi perubahan pola pikir masyarakat. Masyarakat lebih terbuka dan 

mau berbenah diri untuk menunjang pembangunan. 

4. Adanya hutan desa membuat Dusun Lubuk Beringin menjadi wilayah 

yang mendapatkan prioritas pembangunan. 

5. Pembangunan infrastruktur oleh pemerintah turut mendorong timbulnya 

usaha-usaha baru. 

6. Skema hutan desa masih mcmiliki kelemahan, utamanya pada kewajiban 

yang memberatkan. Meskipun demikian masyarakat sekitar tertarik 

untuk juga mengembangkan hutan dcsa di wilayahnya. 

7. Dalam proses pengajuan usulan pengclolaan hutan, disarankan untuk 

melakukan proses evaluasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi 

masyarakat pengusul serta kearifan lokalnya. Hal ini dimaksudkan 
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untuk meminimalisir kegagalan pengelolaan hutan oleh masyarakat. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesim pulan 

Berdasarkan pemaparan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 

dapat ditarik adalah sebagai berikut: 

1. Sebelum diberikan Hak Pengelolaan Hutan Desa, Dusun Lubuk Beringin 

dikategorikan sebagai desa miskin dengan tingkat pendapatan di bawah rata

rata. Kehidupan masyarakat sangat tergantung pada kebun. Meskipun 

memiliki pekerjaan lainnya, mereka masih tetap menggantungkan hidupnya 

dari berkebun. Kearifan lokal pengelolaan sumberdaya alam telah ada, tetapi 

tidak mampu mengatasi perambahan hutan oleh masyarakat sekitar pada 

kawasan hutan lindung karena tidak ada pengelolaan secara resmi. Tutupan 

kawasan hutan menjadi terbuka dan beralih dari tutupan hutan primer menjadi 

terbuka dan atau menjadi hutan sekunder. 

2. Pemberian izin pengelolaan hutan desa memberikan kekuatan kepada 

masyarakat Dusun Lubuk Beringin dalam mengatasi perambahan hutan. 

Hanya saja izin yang diberikan tidak memperhatikan kondisi sosial ekonomi 

masyarakat. Kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang termarjinalkan 

diberikan aturan setara kemampuan pemilik modal besar. Kewajiban 

penataan batas dan rehabilitasi lahan tidak berbeda bila kita bandingkan 

dengan kewajiban pemegang izin pengelola Hutan Tanaman lndustri (HTI). 

Upaya partisipatif yang telah dilaksanakan oleh masyarakat untuk memenuhi 

kewajibannya dianggap belum memenuhi aturan kehutanan. 
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3. Pemberian izin pengelolaan hutan kepada masyarakat berhasil meningkatkan 

perekonomian bila dilihat dari banyaknya usaha baru sebagai mata 

pencaharian masyarakat. Ada yang menyiapkan rumah penginapan, tukang 

masak, guide dan lainnya. Selain itu, terjadi perubahan pola pikir yang 

mengubah kebiasaan mementingkan diri sendiri menjadi kebiasaan demi 

kepentingan orang banyak seperti kebiasaan melepas temak menjadi 

mengkandangkannya demi kebersihan dusun dan mendapatkan manfaat 

ekonomi. Pembukaan tutupan kawasan hutan berhasil ditekan. Para 

perambah yang masih mempunyai kekerabatan tersebut bersedia tidak 

memperluas pembukaan kebunnya dan merawat areal yang telah dirambah. 

B. Saran 

1. Pembinaan masyarakat perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan 

melalui peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Seperti dengan 

melakukan pelatihan pemanfaatan potensi alam yang ada di sekitar Dusun 

Lubuk Beringin. Dengan demikian usaha-usaha yang telah ada dapat 

dimanfaatkan secara maksimal. 

2. Perlu dicermati kemampuan sosial dan ekonomi masyarakat untuk memenuhi 

kewajiban yang ada. Selain itu perlu upaya-upaya yang lebih tegas untuk 

membuat kebijakan yang memperbolehkan membantu masyarakat, terutama 

berupa dana atau kegiatan yang langsung berada dalam kawasan hutan, tanpa 

mengurangi keterlibatan masyarakat. Seperti membantu menyediakan paal 

batas sekaligus proses penataan batasnya dapat dilakukan oleh Pemerintah 
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Daerah melalui Instansi Kehutanan sehingga mengurang1 beban pengelola 

hutan desa. 

3. Dalam proses duplikasi skema hutan desa di daerah lain perlu memperhatikan 

potensi ekonomi dan sosial. Oleh karena itu harus dikaji apakah masyarakat 

masih memiliki struktur pengelolaan sumberdaya alam secara lestari ataukah 

tidak. Hal ini sebagai salah satu syarat pendukung untuk meminimalisir 

kegagalan pengelolaan hutan. 
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Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo 

Identitas Informan 
Nama 
J abatan saat i tu 
Jabatan saat ini 

Pelaksanaan Wawancara 
Hari/Tanggal 
Jam 
Tempat 

1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa? 

2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin 
Pengelolaan Hutan? 

3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana 
mekanisme pengelolaannya? 

4. Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi 
tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya? 

5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak 
pengelolaan hutan desa? 
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6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa? 

7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar? 

8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya 
hak pengelolaan hutan desa? 

9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya 
Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-IIJ2008 tentang Hutan 
Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa? 

10. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan? 

11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa? 

12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa? 

13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila 
tidak sanggup, apa alasannya? 

14. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk 
melaksanakan kewajibannya? 

15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan 
ini? 

16. Apa bentuk program kegiatan atau upaya yang telah dilakukan pihak 
tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan? 

17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap 
program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa? 
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18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan 
Program Rutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 

19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 

20. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan 
Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rutan 
Desa di Dusun Lubuk Beringin. 

21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan 
Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Duson Lubuk Beringin 
sebagai pemilik Rutan Desa? 

22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat 
program yang berkaitan dengan Rutan Desa dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat duson Lubuk Beringin? 

23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang 
berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat 
dusun Lubuk Beringin? 

24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 

25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Duson 
Lubuk Beringin? 

26. Apa somber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan 
hutan desa? 

27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Duson Lubuk Beringin 
setelah adanya hak pengelolaan hutan desa? 

28. Apakah hutan desa dan program yang berkaitan dengan hutan desa 
dan implementasi Peraturan tentang Rutan Desa dapat mendukung 
perubahan perekonomian masyarakat Duson Lubuk Beringin? 
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29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau 
individu? 

30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 

31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 

32. Bagaimana proyeksi hutan desa di masa yang akan datang? Apakah 
aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di 
wilayah administratifnya? 
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Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo 

ldentitas Informan 
Nama 
J abatan saat itu 
Jabatan saat ini 

: Yulqori 
: Asisten Koordinator Restorasi Ekosistem 
: Wakil Direktur KKI-Warsi 

Pelaksanaan Wawancara 
Hari/Tanggal : Selasa, 14 April 2015 
Jam : 20.00 WIB 
Tempat :Mess KKI-Warsi Bungo 

1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Kondisi hutan saat itu maszh baik. J'utupan hutan terdiri dari berbagai 
;enis pepohonan yang secara a/ami tumhuh di sana. Hanya saja, saat itu 
rnulai muncul gejala perambahan yang dilakukan oleh ma,\yarakat sekitar. 

2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin 
Pengelolaan Hutan? 
Secara resmi tidak ada. Secara hukum negara tidak holeh masuk ke 
da!am wilayah hutan lmdung, akan tetapi pada kawasan tersehut ada 
yang men;adi kehun. Terutama yang bemda padu duerah hulu sungai dan 
berbatasan dengan perkebunan rakyat. Keherwlaan hutan desa mt 
mengakui keberadaan kebun masyamkat yang ada dalam kawasan dalam 
bentuk hak penge!olaan. Akan tetapi hutan desa bukan milik perorang 
atau kelompok melainkan komunal. Sebenarnya sudah ada di beberapu 
titik masuk perusahaan perkehunan sawit yang masuk karena tidak 
adanya ke;elasan batas kawasan di lapangan. Pola yang perusahaan 
lakukan adalah dengan memanfaatkan masyarakat yang telah membuka 
lahan di kawasan dan akan diberi gantz rugi. 
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3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana 
mekanisme pengelolaannya? 

4. Bila belum ada, apakah telah ada pihaklkelompok yang diserahi 
tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya? 
Secara resmi tidak ada yang diberi i:::in pengelolaan. Secm·a kearifan 
lokal ada pengelolaan sumberdaya alamnya. 

Ada pengelolaan sumberdaya a/am secara berkelanjutan, yaitu melalui 
KKD. Ada hal yang belum bisa mereka Jawab dengan KKD yaitu adanya 
orang luar yang masuk dalam hutan lindung yang mereka kelola. KKD 
tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya berlaku bagi masyarakat desa 
dan tidak berlaku bagi orang luar. Dengan adanya skema hutan desa ini 
dianggap sebagai jawaban bagi ma.syarakat dusun lubuk beringin untuk 
menghalau ma.\yarakat luar. Meskipun pemanjaatannya hanya sebatas 
hhbk tidak menjadi masalah karena sesuai dengan KKD dan bisa 
menghambat masuknya orang luar. 

5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak 
pengelolaan hutan desa? 
Yang paling utama adalah pertanian karet dengan sistem campur. Karel 
dicampur tanaman buah-buahan seperti durian, pete, bedaro, duku. Ada 
tanaman kayu-ka_vuan JUga serta rotan, gaharu dan lainnya. Disusul 
dengan tanaman padi sawah (meskipun untuk memenuhi kebutuhan 
sendiri), peternakan (kerbau, ayam, kamhing). Sehagian kecil 
perdagangan dan ada JUga pengamhi! hasd hutan bukan kayu seperti 
rotan (ini dilakukan hila harga kare!Jaluh). 

6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Petani pekehun, PNS, pedagang kelontong, toke 

7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar? 
lvfw,yarakat Dusun Lubuk Beringin sehagaimana umumnya mwyarakat 
dusun .'l·ehenarnya agak susah menerima hal-hal haru darz masyarakat 
luar. Butuh waktu untuk dapat dipercaya, terutama sete!ah mereka 
melihat hasil dari peruhahan itu. Bilu sudah dipercaya maka akan !ebih 
rnuduh untuk membenkan masukan kepada mereka. 

8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya 
hak pengelolaan hutan desa? 
Konflik _yang terjadi karena adanyu pemhukaun hutan o!eh ma.\yarakat 
sekitar, dan perambah itu masih bertalian darah dengan masyarakat 
Dusun Lubuk Beringin. Hal ini yang membuat para perambah susah 
untuk ditindak secara adat. Karena perambah menganggap hahwa adat 
itu berlaku hanya untuk masyarakat Dusun Lubuk Beringin, bukan untuk 
mereka. 
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9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya 
Peraturan Menteri Kebutanan No 49/Menhut-11/2008 tentang Hutan 
Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa? 
Berdasarkan fasilitasi yang dilakukan ada cerita dibelakang penge/olaan 
hutan. Sudah ada pengelolaan sumberdaya a/am secara berkelan;utan. 
Kefika Permenhut keluar, saar itu pula mmyarakat mengetahuinya. 
Karena persyaratan sudah tersedia maka tidak lama untuk memproses 
pengusulannya. Skema ini disebarkan oleh KKI-Warsi yang pada saat itu 
melakukan pendampingan kegiatan lainnya. 

10. Apakab masyarakat Duson Lubuk Beringin siap mengelola hutan? 
'lakin siap, karena dasarnya sudah ada yaitu KKD. A1myarakat 
mempunyai komitmen menjaga hutan. Ada hubungan antara ma~yarakat 
dengan hutan, antara lain sumher air. Jvfereka merasakan jika ter;adi 
hu;an sering banjir. Kincir air sebagai pembangkit listrik membutuhkan 
air. Ada pula pranata adat yang masih ditegakan seperti dilarang 
mempermudo buah durian, batang durian milik bersamo (siapapun bisa 
ambit buah asal jatuh), lubuk larangan (ada waktu-waktu tertentu 
mengambil ikan). Pondasi-pondasi itu masih ber_Jalan. Konsep hutan 
desa memang bisa diaplikasikan karena memang sudah dilakukan sehari
hari herdasarkan kearifan lokal mereka. 

11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa? 
Pemerintalwn dusun, KKIJ (ada mwyawarah), KKJ Warsi. Setelah swp 
bahan usulan sehugaimuna aturan P-19 haru dilakukan komunikast 
dengan pemerintah duerah dulam hal ini Dina.•; Kehutanan. Hul ini untuk 
menyiapkan prwyarat lainnya terkait pemerintah, seperti venjikasi hatas 
dan lainnya. S'etelah memenuht pra.syarat huru Dinas Kehutanan 
menga;ukan rekomendast Bupati untuk dia;ukan ke Kementrian 
Kehutanan. Prmyaratnya antara lain : Peta I :50.000, profil desa, 
kelompok pengelola (di perdeskan). kesepakatan hatas antara desa/dusun, 
surut usufan dari desa ke hupati. 

12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa? 
Jvfereka sudah tahu tenlang hak dan kewajihannya. Pada saul soswlisasi 
awal teluh diherituhu terkail peluang hutan desu sehagai penangkal 
masuknya orang luar ke dalam hutan. 

13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila 
tidak sanggup, apa alasannya? 
Keterhatasannya odalah modal dan kemampuan terkait hal-hal teknzs. 
Mereka sadar akan tanlangan kewajiban menjaga kawasan dari orang 
luar. Mereka mengetahui bahwa akan ada kemungkinan timbul konjlik 
perlawanan. Salah satu yang mereka lakukan adalah dengan 
mengirimkan sural kepada Dmas Kehutanan kabupaten dan provinsz 
untuk meminta bantuan terkait perambahan yang dzlakukan oleh 
ma.syarakat sekitar. 

42219.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



123 

Bila dibebankan kepada mmyarakat sendiri mereka merasa tidak 
sanggup. P-19 ini masih mengadopsi aturan Hll yang padat modal dan 
padat sumberdaya. Behan yang dilakukan bisa dilakukan akan tetapi 
da/am waktu yang pmyang, dibandingkan dengan H71. Masyarakat bisa 
akan tetapi membutuhkan waktu. Mereka membutuhkan keterlibatan 
berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan, Biphut. 

14. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk 
melaksanakan kewajibannya? 
Mw.yarakat bisa menata batas secara partisipatif akan tetapi 
membutuhkan /ega/isasi dari Biphut. Masyarakat harus mengikuti aturan 
pemerintah tetapi mereka mempunyai keterbatasan. Kecua/i ada 
perlakukan khusus bagi masyarakat. Contoh tapa! hatas bisa mengakui 
batm; yang dibuat ofeh masyarakat maka bisa di/akukan. Seperti batas 
tidak perlu patok melainkan tanaman pinang akan membantu ma5yarakat 
karena, pertama meringankan biaya, kedua menjadi menarik untuk 
tambahan penghasilan. 

15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan 
ini? 
Dalam proses persiapan: Dinas Kehutanan Kabupaten. Provinsi, BPDAS. 
Bupati. Peri::inan difasilitasi oleh Dinas Kehutanan Provinsi 
Sete/ah dapat izin : instansi yang mempunyai anggaran sesuai dengan 
rencana ker.Ja hutan desa, seperti Dinas Pariwisata, PNPM. !Jinas PU 

16. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan 
pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan? 
Dukungan jisik, seperti pembangunan jalan wpal. jemhatan, listrik. Ada 
hantuan tanaman dari BPDAS. 

17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap 
program Hokum Desa dan implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Bentuk dukungan utamanya adalah komitmen menyusun rencana kelo/a 
.vang mereka bual. Ma$}'arakat dusun te/ah menyusun visi sehagai desa 
konserva.\'T mandiri. Misinya mandiri ekonomi, mandiri energi, dan 
mandiri pangan. Mandiri ekonomz seperti pengembangan !X!vf Dahlia. 
A1ondin energi memhuat Pf_JMH secara swodaya 

18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Duson Lubuk Beringin? 
Sebenarnya huton desa ini sehagai pemanfaotonnya saJa. Hutan deso 
hisa diterapkan di hutan lindung HKm sehenarnya hisa. akon tetapi 
hanya dikelola oleh kelompok tertentu baik oleh kelompok mwyarakat 
dusun setempat maupun kelompok msayarakat luar. Hutan desa yang 
/ehih menorik. 
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19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya 
Program Rutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Sistem pengelolaan yang seperti HT! ini yang memberatkan ma,\yarakat. 
Proses pengusulan terlalu panjang. Desa tidak mempunyai anggaran 
untuk menggerakan pengelolaan karena beban HTI. Perlu dukungan 
berbagai pihak. 

20. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Rutan 
Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rutan 
Desa di Dusun Lubuk Beringin. 
Rencana kerja disusun untuk pembangunan desa tidak hanya terkotak 
untuk pengelolaan hutannya saja. Sehingga rencana ini bisa didukung 
oleh seluruh instansi. Advokasi ke kementerian untuk memperpendek 
proses pengusulan, hasilnya permenhut 89. Advokasi kewajiban 
masyarakat belum berhasil. Saat ini masih menegoisasikan kepada 
instansi terkait agar membantu. Seperti BPKH memjasilitasi legalitas 
batas, BPDAS memfasilitasi pertemuan, BIPHUT menata hatas, Dinas 
Kehutanan Provinsi memfasilitasi pertemuan. 

21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan 
Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebagai pemilik Rutan Desa? 
Mmyarakat merasa menikmati herbagai program _vang masuk 

22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat 
program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin? 

23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang 
berkaitan dengan Rutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat 
dusun Lubuk Beringin? 
Belum adanya sinkronisasi perencanaan pemhangunan. Dusun telah 
membuat perencanaan, akan tetap1 SKPD tidak mengikuti rencana 
tersebut. SKPD masing-masing memhuat program. S'eperti contoh Dinas 
Pertanian memberikan pupuk akan tetap1 tidak memheritahu konjirmasi 
sehingga pemanf(wtannya l!dak maksimal, rnasa tanam tidak sesuai dll. 
SKPD memhangun berdasarkan data yang mcreka punya, sedangkun 
mmyarakat mempunym rencananya. 

24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
,\'olusinya adalah memhangun kesetaraan data. Saat KK!-Warsz sedang 
menyusun database pemetaan potens1 ruang nukro secara .\pw;ta/ dan 
sosial herbasis GIS. 

25. Apa saja manfaat Rutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun 
Lubuk Beringin? 
Orang banyak datang. 
pemerintahan, dan lainnya. 

lni berart1 makro. Baik masyarakat, 
Banyak yang memheri dukungan. 
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Ada cerita yang menank dari pembelajaran orang luar. Ada tamu dari 
Aceh datang dan tinggal di rumah-rumah masyarakat. Mmyarakat yang 
biasa memanfaatkan sungai untuk tempat mandi dan mck ternyata tidak 
biasa dilakukan oleh para tamu. Mmyarakat melakukan refleksi terhadap 
kondisi-kondisi tersebut sehingga secara swadaya membuat MCK dr 
rumah. Kebersihan dusun juga meningkat. Kotoran kerbau yang 
biasanya bertebaran di dusun menghilang karena mereka malu terhadap 
orang luar. Kerbau tersebut dikandangkan. Jvfasyarakat mempunyai 
kemampuan berbicara kepada orang luar. 

26. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan 
hutan desa? 
Untuk saat ini hasil dari adanya hak pengelolaan hutan desa adalah 
munculnya sumber pendapatan baru, yaitu dari ekowisata. 

27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Duson Lubuk Beringin 
setelah adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Banyak mata pencaharian baru, rneski be/um permanen yang muncul. 
Seperti penyedia homestay, tukang masak, pedagang, pengrajin dan 
lainnya. Semua itu untuk mendukung ekowisata yang berkembang. 

28. Apakah Hutan Desa dan program yang berkaitan dengan Hutan Desa 
dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa 
dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Duson 
Lubuk Beringin? 
Secm·a lang .... ·ung memang be/urn dapat drhrtung berapa peningkatannya. 
Adanya tambahan mala pencaharzan dapat dilihat sebagai kemajuan bagi 
masyarakat Dusun J>uhuk Reringm. Dengan pengelolaan yang baik, saya 
J·akin mereka akan bzsa memanfaatkan potensi yang ada untuk 
peningkatan perekonomian mwyarakat. 

29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau 
individu? 
Bentuk pengakuannya adalah men]adikan Dusun Lubuk Beringin sebagai 
tempat be/ajar. Agndhrest JUga metyadi pengakuan terhadap ni/ai-nilai 
kearifan lokal. J>enelitan JCRAF menyatakan bahwa 70% Agroforest 
sudah sepert1 hutan pruner. 
PHRM Award, Kehati Award, Ka!pataru Tingkat Provinsi 

30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Re.~pon posit1{nya ada!ah kcmginan untuk mengadopsi skcma ini. 

31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Kecemburuan. Kok yang dibangun lubuk beringm be, kok yang 
dikunjungi lubuk beringm he 
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32. Bagaimana Proyeksi Hutan Desa di masa yang akan datang? Apakah 
aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di 
wilayah administratifnya? 
Masih aplikatif dengan catatan. Pemerintah sudah membuat peta indikatif 
yang menyediakan ruang-ruang tertentu peluang hutan desa. Bagaimana 
dengan desa yang tidak ada peluang tadi. Peluang tadi pun harus 
memperhatikan potensi ekonomi dan sosial. Bila hasil kajian mmyarakat 
memiliki struktur pengelolaan hutan secara lestari maka proses usulan 
dapat dilanjutkan. Bila tidak maka jangan dilakukan karena akan gaga!. 
Penting untuk melakukan kajian awal kondisi sosial ma.syarakat. Harus 
bisa membuktikan kearifan lokal pengelolaan hutansumberdaya a/am 
yang masih akt~f 
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Lampiran 3. Hasil Wawancara a.n. Ratna Akiefnawati, Field Manager 
ICRAF Bungo 

Nama Mahasiswa 
NIM 
Jenjang Studi 
Program Studi 
Perguruan Tinggi 
Angkatan 

Judul Penelitian: 

: Iman Budisetiawan 
: 500002612 
: S2 
: Magister Administrasi Publik 
: Universitas Terbuka 
: 2012.2 

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo 

Identitas Informan 
Nama 
Jabatan saat itu 
Jabatan saat ini 

: Ratna Akiefnawati 
: Peneliti/Field Manager ICRAF Bungo 
: Peneliti/Field Manager ICRAF Bungo 

Pelaksanaan Wawancara 
Hari/Tanggal : Rabu, 08 April 2015 
Jam : 14.00 WIB 
Tempat : Hotel Golden Harvest Jambi 

1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Duson Lubuk Beringin 
sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Rila melihat hasil penelitian terlihat bahwa kondisi hutan dipenuhi 
keanekaragaman hayati. Hutan masih teJ:Jaga dan dikelola oleh 
masyarakat secara tidak langsung. 

2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa, di Duson Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin 
Pengelolaan Hutan? 
Belum ada lemhaga resmi yang mengelola hut an 

3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana 
mekanisme pengelolaannya? 

4. Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi 
tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya? 
Secm·a resmi tidak ada yang diberi i::in pengelolaan. Secara kearifan 
lokal ada pengelolaan sumberdaya alamnya. Hasil kegiatan identifY trees 
potensial in the forest pada tahun 1990-an memperlihatkan bagaimana 
keanekaragaman hayatz yang ada di dalam hutan dan pengelolaannya 
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secara lokal oleh masyarakat dalam hentuk kelembagaan s·eperti 
kelompok tani, kelompok simpan pmJam, kelompok pengelola hutan. 
Kemudian diteruskan oleh kegiatan ICDP, RUPES dan lainnya. Hasil 
berbagai penelrtian ICRAF inilah yang dijadikan landasan bagi kawan
kawan untuk mengusulkan pengelolaan hutan desa. 

5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak 
pengelolaan hutan desa? 
Dari sawah, hasil hutan bukan kayu seperti : durian, madu dan lainnya, 
dari kebun. 

6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Secara umum masyarakat Dusun loubuk Beringin adalah Petani Pekebun, 
ada juga yang mempunyai sampingan dengan berdagang atau dari hasil 
sewa kendaramz/nambang, ada JUga PNS. Meskipun menjadi PNS tetap 
mempunyai kebun. 

7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar? 
Mmyarakat Dusun Lubuk Beringin sulit menerima perubahan. Butuh 
waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan mereka terhadap hal-hal 
yang baru. Seperti penggunaan kuret jenis unggul untuk meningkatkan 
ha.<;i/ kebun mereka itu perlu pembuktian terlebih dahulu baru mereka mau 
mengikuti. 

8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya 
hak pengelolaan hutan desa? 
Secara langsung tidak ada konjlik, karena mereka semua hersaudara. 
Hanya saja terkait hutan yang beracla di hulu Dusun Lubuk Beringin 
terjadi perhedaan pandangan. Mmyarakat dusun ingin menJaga, 
sedangkan masyarakat luar ingm memhuka hutan untuk dijadikan kehun. 

9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya 
Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-11/2008 tentang Hutan 
Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa? 
Sudah mengetahui. Setelah Permenhut itu keluar, BP-DA.',' melakukan 
sosia/isasi dan juga ada pendampingan dah NGO KKJ-Vlar.\·1. 

10. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan? 
Untuk mengelola hutan ma:-,yarakat !Jusun Lubuk Beringin sangat siap. 
Jndikatornya mereka mempzmyai 'mmiatur hutan' dalam bentuk kebzm 
agroforeslly. Hanya sa1a zmtuk menge/o/a hutan secara re.<;mi mengikuti 
aturan hukum yang ada, sebenarnya tidak begztu yakin. Karena proses 
pengelolaan Hutan Desa tidak sesederhana itu. 

Masyarakat masih berpikir izinnya mana, hantuannya mana, pengelolaan 
bagaimana? Antara konsep kelestarian hutan dan pengetahuan 
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pengelolaan belum dimiliki oleh mwyarakat. SDA1 masih sangat terbatas. 
Ketergantungan kepada pemerintah masih sangat besar. 

11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa? 
Didampingi oleh KKI-Warsi yang kemudian dilakukan fasilitasi oleh BP
DAS Batanghari Jambi beserta Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Bungo serta Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Di dalam 
pengajuan ini banyak kegiatan yang menjadi cikal bakal pengelolaan 
hutan oleh masyarakat. 

12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa? 
Harusnya ma.syarakat tahu, apalagi mereka ada yang mendampingi. /tu 
sebabnya saya merasa kuatir benar tidak ma.syarakat mampu menge/ola 
hut an secara resmi. Karena berbeda tanggung jawab yang harus mereka 
lakukan dengan kearijan !aka/ selama ini. 

13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila 
tidak sanggup, apa alasannya? 
Meskipun mmyarakat ada yang mendampingi, saya tidak yakin 
masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya. Hal ini dikarenakan 
tanggung jawab pengelolaan hutan desa herbeda dengan kear?fan lokal 
yang selama ini mereka !akukan. 

14. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk 
melaksanakan kewajibannya? 
A4ereka meminta han/uan kepada pemerintah untuk memenuhi 
kewa]ibannya. 

15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan 
ini? 
Secara langsung NGO pendamping yang membantu implementas1 
peraturan ini. ,\'ecara tidak langsung, banyak yang terlibat. Seperti 
!CHAF membantu dalam talwp pengumpulan data dan pembinaan 
masyarakat. 

16. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan 
pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan? 
NGO pedamping sebagai penghuhung antara ma.syarakat dengan 
pemerintah untuk mendapatkan hantuan. Sedangkan !CRAF memhina 
kemampuan Sf)M untuk meningkatkan pendapatan melalui bibit unggul 
serta peningkatan kualitas produksi sehingga btsa duual langsung ke 
pahrik. 
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17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap 
program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Rutan Desa? 
Dukungan masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang mau mengikutz 
arahan para pendamping serta peneliti. Seperti kelompok tani, simpan 
pmJam dan lainnya. 

18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Kelebihannya adalah rnasyarakat bisa masuk ke dalam hutan. 

19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Kelemahannya adalah masyarakat tidak diberi pengertian bahwa tzdak 
ada pembangunan yang cepal dalam skema pengelolaan hutan. Tidak ada 
yang instan. Jadi ma.~yarakat Dusun Lubuk Beringin harus sabar da/am 
mengelola hutan. 

20. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan 
Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan 
Desa di Dusun Lubuk Beringin. 
Harus ada promosi, karena hutan desa ini berada da/am kawasan hutan 
lindung maka penge/o/a harus bekerja ekstra bersama dengan herhagai 
pihak agar dapat memanfuatkan hasil hutan hukan kayu serta 1asa 
/ingkungan untuk peningkatan ekonominya. Beberapa kegiaran hisa 
di/aksanakan seperfi pembangunan sekolah a/am hekerJa sama dengan 
Dinas Pendidikan dan Kantor Ungkungan Hidup, penguatan 
ke/emhagaan penge/ola ekowisata yang selain mengedepankan komlisi 
alamjuga religiusitas ma.'lyarakatnya. 

21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan 
Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebagai pemilik Hutan Desa? 
Tentu dapat dimarifaatkan oleh mw.yarakat dusun, haik langszmg muupzm 
tidak langsung. Yang /angsung dulam bentuk hantuan dari Dina.\· Huthun 
dan lainnya. Sedangkwz yang tidak langswzg ada pemhangunan )alan, 
JCmhatan, dan a/iran hstrik. 

22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat 
program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin? 

23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang 
berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat 
dusun Lubuk Beringin? 
Tentunya dana yang menJadi faktor pembatas dari JUm!ah hantuan yang 
dapat diberikan. 
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24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
Perlu adanya duplikasi dari mm.yarakat sendiri. Mereka harus mau 
berusaha untuk kehidupannya. Jangan terlalu tergantung pada bantuan 
yang diberikan. 

25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun 
Lubuk Beringin? 
Jl,fanfaatnya, masyarakat bisa mengelola hutan. Artinya ma.~yarakat bisa 
'mengusir 'para perambah yang masuk. 

26. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan 
hutan desa? 
Hingga saat ini hasil kebun masih menjadi sumber pendapatan utama 
mm.yarakat. 

27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
setelah adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Ada tambahan dari pengelolaan wisatu. 

28. Apakah Hutan Desa dan program yang berkaitan dengan Hutan Desa 
dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa 
dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Dusun 
Lubuk Beringin? 
Untuk saat ini belum terlihat ada perubahan perekonomian masyarakat 
JJusun Lubuk Beringin. Perekonomian masih tergantung dengan harga 
karet di pasaran. 

29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau 
individu? 
Tidak tahu adanya pengakuan res1m dari kelompok atau individu tentang 
kepuasan imp/ementasi ini. 

30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Nfa.,yarakat sekitar ingin JUga diberikan hak ke/ola, utamanya agar 
mereka h1sa masuk ke dalam hutan. 

31. Apakah ada respon negatif terkait implernentasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Skema ini mengandalkan modal dari ma.\yarakat dan menyamakann.va 
dengan perusahaan yang berorientasi bisnis serta memiliki modal besar. 
Bahkan perusahaan bisa mengajukan pinJaman ke hank dengan modal 
cin usaha. Sedangkan i::in .vang ditenma masyarukat belum bisa. 
Aturannya dalam hutan desa ini tidak memper!wtikan kondisi masyarakat. 

32. Bagaimana Proyeksi Hutan Desa di masa yang akan datang? Apakah 
aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di 
wilayah administratifnya? 
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Tentu bisa diterapkan, apalagi dengan adanya pengakuan ini maka 
kelestarian hutan terjaga. Dengan baiknya kondisi hutan maka agroforest 
sebagai sumber mata pencaharian utama akan terus memberikan manjaat 
secara ekonomi. Baiknya ekonomi masyarakat membuat masyarakat 
sayang terhadap hutannya. lni merupakan lingkaran yang tidak terputus. 
Hanya saja perlu bimbingan yang lebih intens kepada calon pengelola 
agar mereka mengetahui secara jelas hak dan kewajiban yang akan 
mereka emban. Kemudian perlu dibangun komunikasi antar lini, terutama 
terkait dengan para pembuat regulasi agar disusun aturan-aturan teknis 
sebagai turzman dari Permenhut No. -19Menhut-II 2008 tentang Hutan 
Desa ini. 
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Lampiran 4. Basil Wawancara a.n. Nova Dewi, Kepala Seksi Program BP

DAS Batanghari Jambi 

Nama Mahasiswa 
NIM 
Jenjang Studi 
Program Studi 
Perguruan T inggi 
Angkatan 

Judul Penelitian: 

: Iman Budisetiawan 
: 500002612 
: S2 
: Magister Administrasi Publik 
: Universitas Terbuka 
: 2012.2 

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo 

Identitas Informan 
Nama 
Jabatan saat itu 
Jabatan saat ini 

:Nova Dewi 
: StafBP-DAS Batanghari Jambi 
: Kepala Seksi Program BP-DAS Batanghari Jambi 

Pelaksanaan Wawancara 
Hari/Tanggal : 07 April 2015 
Jam : 13.00 WIB 
Tempat : Kantor BP-DAS Batanghari Jambi 

1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Secara umum masih bagus tutupan lalwnnya. 

2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin 
Pengelolaan Hutan? 
He/urn ada i::in pengelolaan dz areal Hutan Undung Kabupaten Bungo. 

3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kescpakatan hukumnya? Bagaimana 
mekanisme pengelolaannya? 

4. Bila belum ada, apakah telah ada pihaklkelompok yang diserahi 
tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya? 
Saat itu tidak ada kelompok pengelola hutan. 

5. Apa somber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak 
pengelolaan hutan desa? 
Pendapatan utama mwyarakat dari kebun karet. 
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6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Petani pekebun, PNS. Buruh Tani 

7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar? 
Masyarakat mau menerima perubahan 

8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya 
hak pengelolaan hutan desa? 
Tidak ada konjlik yang muncuf 

9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya 
Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-1112008 tentang Hutan 
Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa? 
Ya. Awafnya ma.\yarakat mengetahui melalui LSA1. LSM KKI-Warsi. 

10. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan? 
5,'efama ini masyarakat dirasakan sanggup mengelola hutan. Alasannya 
ada kerarifan lokal yang masih terjaga, tala nilai, ketergantungan 
ma.\yarakat terhadap hutan. 

11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa? 
Yang berperan dalam pengusulan Areal Hutan Desa terdiri dari berhagai 
pilzak. yaitu masyarakat itu sendiri, Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kahupaten Rzmgo, !Jinas Kehutanan Provinsi Jambi, LSM KKJ Warsi, 
Biro Hukum Provinsi Jamb1 dan tentunya BP-DAS Batanghari Jambi. 

12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa? 
Tcntzmya mereka tahu tentang hak dan kewaJiban yang akan mereka 
dapatkan ketika mengafukan usulan sebagai pengelola hutan. 

13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila 
tidak sanggup, apa alasannya? 
8erdasarkun laporan yang ada, KPHD Dusun Lubuk Beringin memang 
belum mclakukan kc~vcyiban sehagaimana diamanatkan. Alasannya 
karena ttdak mempzmyw sumherdaya manusia yang mampu dan juga 
ket iadaan pendanaan. 
Hal zni sebcnurnya hisa mengakibatkan dicabutnya i:::m pengefolaan 
karena rncreka dianggap tidak memenuhi kewaJibannya. Akun tetup1 kami 
masth mcmberikan toleransi kepada mereka selama tidak terJadi 
kerusakan hutan. .Justru mereka yang rugi karena dengan tidak adanya 
ke;e!asan hatas maka pe!uang untuk diusulkan pada kegiatan jasa 
perdagangan karbon menJadi tertutup. 
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14. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk 
melaksanakan kewajibannya? 
Upayanya menerapkan kearifan !aka/. 

15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan 
ini? 
Banyak pihak yang terlibat, BP-DAS Batanghari Jambi, Dinas Kehutanan 
Provinsi Jambi, LSJvf, dan terutama sekali Pemerintah Kabupaten Bungo. 

16. Apa bentuk program kegiatan atau upaya yang telah dilakukan pihak 
tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan? 
Upaya yang paling utama adalah pembinaan mm,yarakat. Kemudian 
melakukan bimbingan teknis berupa pelatihan dan studi banding. BP
DAS Batanghari Jambi juga melaksanakan kegiatan pembangunan Kebun 
Bibit Rakyat (KBR), pembibitan Jernang, dan pemberian a/at pengolah 
rotan. 

17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap 
program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Dukungan yang diberikan oleh ma.syarakat dan JUga KPHD adalah 
dengan melaksanakan kegiatan yang dihenkan 

18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Kelebihannya program Hutan Desa mi adalah : 

Mengajak ma.syarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hasil hutan 
bukan kayu 
Risa memeratakan ekonomi mwyarakat karena ada kean(un lokal 
lvfencegah konflik untura ma.syarakat dengan pemerintah terkait 
pengelolaan hutan dalam bentuk model partisipalt( 

Jvfemberikan rasu tanggung jawab moral karena mereka ~vang akan 
merasakan dampak langsung kerusakankelestarian hutan 

19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Kelemahannya ada!ah : 

f)engan diberikannya hak kelola malw mereka merasa menuliki. 
Merasa bL•;a menjual hak kelola kepada pihak lain. 

Dengan adanya bantuan yang diberikan oleh pemerinrah htsa memtcu 
ketergantungan 

20. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan 
Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan 
Desa di Dusun Lubuk Beringin. 
Pemerintah, dalam hal ini BP-DAS tidak menutup mala bahwa kendala 
dana dan sumberdaya manusia yang ada. 0/eh karena itu, beherapa katz 
BP-DAS mengadakan seminar atau Focus Group Discussion (FGD) 
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tentang penge/olaan hutan, termasuk hutan desa, mencuat terkait beratnya 
kewajiban pemegang hak kelola hutan desa ini. Kita sudah 
rekomendasikan untuk memperbofehkan dana pemerintah membantu 
hingga pembangunan jisik tat a bat as bisa dilakukan. Akan tetapi hingga 
aturan terbaru yaitu P.89•Jvfenhut-lf· 201 ~ tentang Hutan Desa tidak 
mengurangi kewajiban para pemegang, melainkan mengatur percepatan 
proses pengajuan usulan /okasi dan bagaimana pemanfaatan hasil hutan 
kayu i::in hutan desa yang berada pada hutan produksi. Tampaknya untuk 
sementara kecil kemungkinan akan dirubah aturan terkait kewajiban 
pemegang r::in ini. 
Ada beberapa langkah yang bisa di/akukan, yaitu : 

S'ecara persuasif dilakukan penje/asan awa! tentang hutan desa 
Perfu adanya dukungan pemerintah agar penge/ofaan hutan desa 
berkembang lebih baik dengan meningkatkan pengembangan hasi/ 
hutan bukan kayu dan melakukan promosi 
Per!unya penegakan hukum yang !ega.,·, bila kewajiban tidak 
di/aksanakan maka i::in yang diberikan bisa dicabut 
Per/u pertimbangan perubahan aturan kewajiban yang memberatkan 
pengelola, meskipun rasanya agak su/it dilakukan karena Kementerian 
Kehutanan baru saJa mengeluarkun uturan perubahan tentang Hutan 
Desa ini. 

21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan 
Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebagai pemilik Hutan Desa? 
Manfaat program kegiatun yang dilakukan untuk meningkatkan 
perekonomian sehingga mmyarakat I idak merambah hut an dan mau 
menJaga kelestarian hutan. Kegiatan ini pun disesuaikan dengan 
kebutuhan masyarakat sebagaimanu usufan yang diberikan. 

22. Kalan belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat 
program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin? 

23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang 
berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat 
dusun Lubuk Beringin? 
Hambatan utama tentunyu ada/ah pendanuan. Selain Hutan Desa Dusun 
Lubuk Beringin, BP-DAS Batanghari .Jmnhi juga mernhina hutan desa 
lainnya yang ada di Provinsz Jamhi dan sehagzan Sumatera Barat sebagai 
areal kerJa. 

24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
Tentunya kami tefah mengajukan penamhahan anggaran ke Kementerian 
Kehutanan, hanya saja keputusann_va tergantung dari mereka. 
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25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Duson 
Lubuk Beringin? 
Sehagai hutan desa pertama di Indonesia, tentunya mereka merasa 
hangga dan akhirnya hanyak yang be/aJar ke Dusun Lubuk Beringin 
sehingga meningkatkan perekonomian. 

26. Apa somber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan 
hutan desa? 
Selain dari kebun karet, ada penambahan sumber pendapatan dari 
ekow isata, perdagangan. industri kerajinan 

27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Duson Lubuk Beringin 
setelah adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Ada beberapa mata pencaharian yang baru, yaitu pengelola wisata, 
pedagang. guide, pengra]in hasil hutan bukan kayu, guide dan lainnya. 

28. Apakah hutan desa dan program yang berkaitan dengan hutan desa 
dan implementasi Peraturan tentang Hutan Desa dapat mendukung 
perubahan perekonomian masyarakat Duson Lubuk Beringin? 
Dengan hertambahnya mata pencaharian tentu mendukung perubahan 
perekonomian mmyarakat. Hanya saja helum sign!flkan. 

29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau 
individu? 
Ada pengakuan berupa .Juara Ketiga Wana /,estarz 2014 dan 
Kementerian Kehutanan. 

30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Melihat usulan yang masuk dari beberapa desa di sekitar Dusun Lubuk 
Beringin, dapat dikatakan respon terkait JuHan desa ini adalah posit if 

31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Yang merespon negali/ hzasanya adalah ma,,yarakat yang memiliki kebun 
atau biasa nzeramhah hutan. Dengan adanya pemberian hak kelola mi 
maka mereka lldak dapal melakukan itulagz. 

32. Bagaimana proyeksi hutan desa di masa yang akan datang? Apakah 
aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di 
wilayah administratifnya? 
Hutan Desa hisa dikemhangkan di daerah lainnya. Harus ada perubahan 
mental masyarakat melalui penguatan kelemhagaan agar sadar hak dan 
kewajiban dan tidak tergantung pada hantuan pemerintah. 
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Lampiran 5. Hasil Wawancara a.n. Zaizul Amril, Kepala Seksi Data dan 

Pemetaan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
Bungo 

Nama Mahasiswa 
NIM 
Jenjang Studi 
Program Studi 
Perguruan Tinggi 
Angkatan 

Judul Penelitian: 
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Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo 

Identitas Informan 
Nama 
Jabatan saat itu 
Jabatan saat ini 

: Zaizul Amril, S.Hut.T 
: Staf Bidang BPK Dinas Hutbun Kabupaten Bungo 
: Kepala Seksi Data dan Pemetaan Dinas Hutbun 

Kabupaten Bungo 

Pelaksanaan Wawancara 
Hari/Tanggal : Rabu, 13 Apri12015 
Jam : 15.00 WIB 
Tempat : Kantor Dinas Hutbun Kabupaten Bungo 

1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Tutupan hutan bagus. Kerapatan jenis cukup, artinya berdasarkan fimgsi 
lindungnya masih zdeal. Vegetasi masih menutup1 dan mampu berjimgsi 
sebagaimana penunjukkannya. 

2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin 
Pengelolaan Hutan? 
Tidak ada pengelola. Negara tidak memberikan hak pengelolaan kepadu 
siapapun, baik person, komunal muupun budan usaha. lvfurm mw;Jh 
men1adi tanggung 1awub pemerintah. Dalam hal ini sesuui dengan 
peraturan perundangan yang berlaku. 

3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana 
mekanisme pengelolaannya? 
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4. Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi 
tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya? 
Ttdak ada. Jv1asih menjadi tanggungjawab pemerintah Kabupaten Bungo 
secara terbatas, yaitu dalam perlindungan dan pengamanan saja. 
Pemanfaatan lainnya tetap berdasarkan i::in dari pemerintah pusat. 

5. Apa somber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak 
pengelolaao hutan desa? 
Pertanian secara umum, berburu dan mengambil hasil hutan selain ka}7J 
seperti damar, rotan, getah-getahan, buah-huahan. Pertanian lahan 
kering dan sedikit lahan basah. Mengambil 1kan, bukan hudidaya. Dan 
}WiG. 

6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Petani pekebun, petani tanaman semusim seperti cahai, padi dan sayuran. 
Peternak, PNS, Pedagang, Pertukangan, Pengra_jin. Yang paling utama 
adalah petani pekehun lahan kering. 

7. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masyarakat luar? 
Ma,\yarakat sedikit introvert atau menutup diri. Hal ini disehahkan 
kekerabatan mereka yang kuat sehingga merasa cukup dan mampu berdiri 
tanpa bantuan orang luar. A/am mereka cukup menghidupi mereka 
sendiri. Di sL•;i lain terlihat hahwa para tokoh mwyarakat takut tergeser 
dengan adan_va orang luar yang dihormati. 
Orang luar dianggap akan mengganggu strat1jikas1 dan ekonomi para 
tokoh setempat. Karena ukuran penglwrmatan hag1 mwyarakat yang 
utama adalah pemilikan harta. 

8. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya 
hak pengelolaan hutao desa? 
lidak ada konflik karena mereka merasa tidak ada kepentingan. 
Masyarakat masih merasa bahwa hutan lindung statusnya masih milik 
negara sehingga bisa dimanfaatkan oleh siapapun. 

9. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya 
Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-11/2008 tentang Hutan 
Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa? 
Tahu. Masyarakat tahu tentang aturan ztu karena ada pendamping dari 
Ism. 

10. Apakah masyarakat Duson Lubuk Beringin siap mengelola hutan? 
Tidak sanggup. Karena SDM masyarakat rendah. swnberdaya modal 
tzdak ada atau dapat kurang, aksesihilitas masyarakat untuk menJalin 
keJ]asama dengan pihak luar kurang, bargaining position ma.syarakat 
/emah dihadapan pihak lain yang akan dzjadikan mitra. Kekuatan mereka 
hanya kearifan /okal yang ada, dan keanfan lokal tersebut han_va berlaku 
bagi pihak mereka, tidak hisa diterapkan kepada pihak lain. 
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11. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Rutan Desa? 
Mwyarakat itu sendiri, pendamping sebagai motor penggerak, 
pemerintah daerah setempat dalam hal ini Dinas Kehutanan dan 
Perkebunan, serta pemerintah provinsi. 

12. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Rutan Desa? 
Mwyarakat tidak tahu sec·ara deli/. Buktinya dua bulan setelah 
peluncuran ma,\yarakat masih bertanya mau diapakan hutan desa ini. 
Masyarakat be fum paham program pengelolaan hut an desa selanjutnya. 

13. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila 
tidak sanggup, apa alasannya? 
Tidak sanggup. Alasannya sama dengan ketidakmampuan masyarakat 
mengelola hutan. 

14. lJpaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk 
melaksanakan kewajibannya? 
Upaya yang dilakukan adalah memmta fasilitasi kepada pemerintah 
kabupaten, baik tenaga maupun biaya. Terutama untuk kegiatan 
penataan bat as dan pengamanan serta perlindungan. 

15. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan 
ini? 
lmplementasi dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan, 
penguatan ekonomi mw.yamkat sekitar. Seperti bantuan mesin pengolah 
rotan, menghubungkanJaringan pemasaran, pelatihan sdm. lmplementasi 
terkait areal hutan desa .<;endiri tzdak dilakukan karena berdasarkan 
Permenhut tentang hutan desa men1adi kewajiban ma5yarakat itu sendiri. 
Sehingga pemerintah dalam hal mi J)inas Kehutanan dan Perkebunan 
Kabupaten Bungo tidak dapat menga1ukan anggaran untuk membantu 
unplementasi di dalam areal hutan desa. 

16. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan 
pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut djlibatkan? 
Program yang dilakukan adalah pemberdayaan mwyarakat, seperti 
pemberian bzbzt, pelatihan. dan sarana. Mwyarakat tidak di!zbatkan 
dalam menginventarisis potensi dan kebutuhan. Program ini cenderzmg 
topdown karena mengeneralkan dengan kegiatan dt daerah lainnya. 

17. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap 
program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa? 
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18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Untuk saal ini pengurus yang mendapatkan manfaal lebih dari adanya 
hutan desa. Mereka diundang dan diberikan pelatihan hingga ke luar 
daerah. Sec·ara tidak langsung mwyarakat Dusun Lubuk Beringin 
mendapatkan manfaat adanya hutan _vang terjaga. Seperti adanya wisata 
alam yang menarik pengun;ung. 

19. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Karena hutan desa Dusun Lubuk Beringin berada pada hutan lindung, 
maka kewajiban yang mereka emban lebih berat dari keuntungan 
langsung yang akan mereka dapatkan. Lain halnya bila hutan desa 
tersebut berada pada hutan produksi yang bisa memanfaatkan hasil hutan 
kayu sebagai modal usaha mereka. 

20. Apa langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan 
Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan 
Desa di Dusun Lubuk Beringin. 
Langkah yang telah dilakukan adalah rnemberikan ruang yang cukup 
kepada pengelo!a untuk bekerja sama dengan pemerintah setempat atau 
lembaga lainnya. Selain itu ;uga mendorong pihak lain untuk berinvestasi 
a tau membantu fasilitas peningkatan ekonomi, seperti pembangunan ;alan 
maupun pengadaan ;aringan listrik. Diharapkan dengan adanya 
keamanan dan kenyamanan maka pihak ketiga akan mau berinvestasi. 

21. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan 
Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebagai pemilik Hutan Desa? 
Tentu ada, ada dampak ikutan dari hadirnya hutan desa. Seperti Jalan 
yang baik, listrik yang cukup. Berbagaifasilitas penunjang disiapkan oleh 
pernerintah. 

22. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat 
program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin? 

23. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang 
berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat 
dusun Lubuk Beringin? 
Karena itu merupakan fasilitas umum maka dirasakan se!uruh mwyarakat 
menikmat. Bantuan yang diherikan secara komunal akan dapat dirasakan 
o!eh seluruh masyarakat bila volumenya ditambah. Hal ini belum bisa 
dilakukan karena perlu dilihat luas areal yang akan dilakukan pengayaan 
dan yang terpentmg adalah kemampuan anggaran. 
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24. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
Perlu dilakukan PRA (Participatory Rural Appraisal) untuk menggali 
potensi, masalah1zambatan, serta kebutuhan ma5yarakat secara 
parlisipatzf Sehzngga bisa disusun kegiatan yang seusai dengan 
kebutuhan dan anggaran yang tersedia. 

25. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun 
Lubuk Beringin? 
Fasilitas umum terbangun, promosi desa dan ke!ompok, perhatian dari 
pemerintah maupun lembaga lainnya, nilai jual desa untuk berbagai 
kegiatan, muncu! berbagai peluang usaha, adanya lega!ttas pemanfaatan 
hasil hutan non kayu dijamin o!eh Undang-Undang. 

26. Apa sumber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan 
hutan desa? 
Yang muncu! ada!ahJasa di sektor ekowisata 

27. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
setelah adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Jasa perdagangan, kerajinan. 

28. Apakah Hutan Desa dan program yang berkaitan dengan Hutan Desa 
dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa 
dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Dusun 
Lubuk Beringin? 
Ya. [ !ntuk _1angka panJang akan teJ]adi peningkatan perekonomzan 
mwyarakat. Akan timbul berbagai sumber pendapatan. ,\'epertz !ahan 
non produktzf'akan menjadi produktif dengan adanya bantuan bibit. Pola 
pikir mwyarakat akan berubah seiring dengan adanya pelatihan dan 
hanyaknya tamu yang datang. Pola pikir ini akan merubah pandangan 
untuk menczptakan sumber pendapatan baru. Masuknya a/iran lzstrik akan 
memhual gencar m((Jrmasi yang diterima melalui media nwssa. Akses 
Jalan yang memadai akan mempermudah prosesjua! heli. 

29. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau 
individu? 
Belwn talm 

30. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Ada. M(L\yarakat sekitar mengakui penge!olaan alam yang ada, seperti 
almm air yang bersih dan nyaman. Selain itu JUga mmyarakat sekitar 
JUga meminta agar daerahnya mendapatkan i::in hutan desa. Bahkan 
permintaan itu datang dari luar kabupaten. 
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31. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Tidak pernah mendengar adanya respon negatif. 

32. Bagaimana Proyeksi Hutan Desa di masa yang akan datang? Apakah 
aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di 
wilayah administratifnya? 
Untuk menjaga hutan, skema ini dapat dikemhangkan di tempat lain. 
Karena skema ini memherikan hak pengelolaan hutan kepada ma!>yarakat 
untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan. A1eskipun demikian, 
perlu dilakukan perhaikan skema terkait penguatan kerjasama serta 
pengkajian hak dan kewajiban yang sesuai dengan kemampuan 
ma,\yarakat. Selain itu juga perlu dilakukan P RA agar dapat diketahui 
kemampuan masyarakat 
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Lampiran 6. Basil Wawancara a.n. Bakian, Ketua Lembaga Adat dan 
Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dusun Lubuk 
Beringin 

Nama Mahasiswa 
NIM 
Jenjang Studi 
Program Studi 
Perguruan Tinggi 
Angkatan 

Judul Penelitian: 

: Iman Budisetiawan 
: 500002612 
: S2 
: Magister Administrasi Publik 
: Universitas Terbuka 
: 2012.2 

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo 

Identitas Informan 
Nama 
Jabatan saat itu 
Jabatan saat ini 

: Bakian 
: Ketua Lembaga Pengelola dan Pengembangan Aset Desa 
: Ketua Lembaga Adat Dusun, Ketua Lembaga 

Pemberdayaan Masyarakat Dusun Lubuk Beringin 

Pelaksanaan Wawancara 
Hari/Tanggal : Sabtu, 04 April 2015 
Jam : 13.45 WIB 
Tempat : Kantor Rio Dusun Lubuk Beringin 

1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Hutan kami ter;aga sebelum ada mwyarakat yang buka kebun di sana. 
Masyarakat kmni biasa mengamhil ha.\'il hutan seperti buah-huahan, 
manau, madu dan lainnya dari dalwn hutan. Kemudian kami punya 
beberapa lubuk larang yang airnya hersumhcr dari hutan. Dengan 
adanya orang huka kebun, hut an menjadz rusak. A zr menjadi sulit ditebak, 
bahkan kami pernah rnengalami hmyir. 

2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin 
Pengelolaan Hutan? 
Tidak ada yang kelola. 

3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana 
mekanisme pengelolaannya? 
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4. Bila belum ada, apakah telah ada pihak/kelompok yang diserahi 
tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana 
mekanismenya? 
Kami mengel of a hutan sebagai bag ian dari sumberdaya a/am yang ada di 
sekitar dusun. Kami hanya manfaatkan hasilnya selain kayu agar tidak 
merusaknya. Pengelolaannya diserahkan kepada kelompok yang dibentuk 
pada saat proyek ICDP. 

5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak 
pengelolaan hutan desa? 
Sebagian besar masyarakat dusun menggantungkan hidupnya dari 
berkebun. 

6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Yang paling ban,vak adalah bert ani. Ada yang jadi P NS. buruh tani, 
buruh kebun. berdagang, atau yang nambang (membawa kendaraan 
carter). 

7. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya 
hak pengelolaan hutan desa? 
Konjlik yang ada hanJ'a ke ma.\yarakat yang buka kebun di hutan. Kami 
f[(/ak sanggup melarangnya. 

8. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya 
Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-ll/2008 tentang Hutan 
Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa? 
Kami tahu dari Ism yang kerJa di dusun kami, yaitu Warsi. Setelah itu 
Dinas Hut bun JUga sampwkan hal itu yang artinya serius bahwa kami ada 
peluang kelola hutan. Kalau tidak salah pada tahun 2008. 

9. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan? 
Tentu swp. apalagi kam1 sudah pun_va kelompok pengelola sumberdaya 
a lam. 

10. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa? 
Pertmna dun warsi, kemudian Dinas Hutbun. Ada juga orang provinsi 
yang datung Kulau tidak salah dari Dinas Kehutanan dan dan BPDAS. 

11. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa? 
Sebenarnya kami tidak begitu mengetahui kewajiban yang ada saat 
mengusulkan. Hanya kwm tahu kalau harus men;aga hutan ugar tidak 
rusak dan bisa dapat manfaatnya. 
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12. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila 
tidaksanggup,apaa~sannya? 

Aturan tersebut sangat berat bagi mw.yarakat kecil seperti kami. Kami 
tidak punya uang untuk bikin patok, mengundang tenaga ahb dan lainnya. 

13. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk 
melaksanakan kewajibannya? 
Kami ajukan bantuan kepada instansi terkait, seperti Dinas Huthun. 

14. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan 
ini? 
Banyak pihak yang membantu kami. Seperti Dinas Hutbun, BPDAS, 
vVarsi, !CRAF, Dinas PU dan lainnya. 

15. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan 
pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan? 
Dari Dinas Hutbun bantu kami bibit, BPDAS bantu a/at pengolah rotan 
yang hingga kini be/urn bisa kamt manfaatkan, ada bangun JU!an dan 
Jemhatan. 

16. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap 
program Hutan Desa dan implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Kami tents berusaha men;aga hutan agar i:::in yang diherikan tidak 
dicabut. 

17. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
A1elihat banyaknya kegiatan yang masuk setelah adanya pengakuan ini, 
kami melihat bahwa hutan desa merupakan pancingan hagi program
program lainnya. 

18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Hila tidak didampingi maka be/um tentu kami menduputkun i:::In 
pengelolaan. Perlu mempermudah per . .,yarutan serta aturan 
pengelolaann.va. 

19. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan 
Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan 
Desa di Dusun Lubuk Beringin. 
rangkah yang utama adalah mengubah aturan tentang per . .,yaratun serta 
kewa1iban. Kemudian perlu koordinasi yang bmk agar progam yang 
masuk btsa sesuai dengan kebutuhan ma.syarakat. 
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20. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan 
Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebagai pemilik Rutan Desa? 
Tentu dinikmati. Kanu terbantu dengan berbagai program kegiatan yang 
drlaksanakan di dusun kami meski tidak fangsung membantu penge/olaan 
hutannya. Justru hal itu yang dibutuhkan oleh mw,yarakat, seperti listrik, 
Jalan dan Jembatan. 

21. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat 
program yang berkaitan dengan Rutan Desa dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin? 

22. Hambatan apa yang dialarni dalam proses pemerataan program yang 
berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat 
dusun Lubuk Beringin? 
Be/urn semua warga menikmati bantuan yang diberikan 

23. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi bambatan tersebut? 
Kami mencoba untuk menyisihkan sebagian pendapatan yang kami terima 
untuk pembangunan di dusun kami. Agar secara tidak /angsung 
mwyarakat yang tidak menerima bantuan merasakan manjaatnya juga. 

24. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Duson 
Lubuk Beringin? 
c\'ecara tidak langsung, banyaknya tamu yang datang zni membuat kami 
malu hila kondisi lingkungan kotor. Mereka mungkin akan merasa ridak 
nyaman atau_Jijik bila melihat kotoran ternak di sekttar tempat tinggalnya. 
/JuJu sehelum banyak tamu lingkungun tempat tinggal kami kotor karena 
ternak kamt lepas, tidak kami kandangkan. Karena memang men;adi 
kehiasaan kwm untuk melepas ternak seperti ayum dun kwnhing puda 
swng hari, menJelang magrib baru kami kandangkan. Kalau ternak yang 
hesar seperti kerbau memang aguk JOUh tempatn_va. kami lepus di kehun 
meski terkadang kerbau itu masuk1uga ke kampung. 

Kini dengan banyaknya tamu, kami merasa malu kalau dt depan rumah 
karm ada kotoran temak. Kami kuaflr kalau Jwnt m_va ltdak ada lugt yang 
mau datung ke tempat kami. Kaluu hal ttu terfadi, maka kami akan 
menJmfi rug1 sendiri. Oleh karena ttu kwm kandangkan tenwk ~vang 
dtpe!thara. Kam 1 JUga menyedwkun kamar nwndt dz rumah bda tamu 
vang datang ridak hisa mandi seperfl kumt dt sungw. Ja(h dengan 
·nyamannya tamu itu maka kam1 akan beruntung. 

25. Apa somber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan 

hutan desa? 
Banyak hal. Utamanya dari ekowisata 
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Lampiran 7. Hasil Wawancara a.n. Muhamad AI Jupri, Wakil Ketua Badan 
Permusyawaratan Dusun 

Nama Mahasiswa 
NIM 
Jenjang Studi 
Program Studi 
Perguruan Tinggi 
Angkatan 

Judul Penelitian: 

: Iman Budisetiawan 
: 500002612 
: S2 
: Magister Administrasi Publik 
: Universitas Terbuka 
: 2012.2 

Analisis Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo 

ldentitas lnforman 
Nama 
J abatan saat i tu 
Jabatan saat ini 

: Muhamad AI Jupri 
: Kaur Pemerintahan Dusun Lubuk Beringin 
: Wakil Ketua BPD 

Pelaksanaan Wawancara 
Hari/Tanggal : Sabtu, 04 April 2015 
Jam : 13.00 WIB 
Tempat : Kantor Rio Dusun Lubuk Beringin 

1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Kami mengetahui hahwa lokasi tersebut merupakan Hutan Lindung, tetapi 
ada pemhukaan kehun dari masyarakat luar. Mw,yarakat luar itu tidak 
takut untuk mengamhil ka_vu dan merumbah karena hutan itu milik negara 
dan mereka merasu sehagai warga negara juga. Tidak ada bentuk 
pengelolaan. Kesepakatannya tidak boleh dimasuki (berdasarkan aturan 
hukum) telapi tidak her_;alan. 

2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa, di Dusun Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin 
Pengelolaan Hutan? 
Behan ada. 

3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana 
mekanisme pengelolaannya? 

4. Bila belum ada, apakah telah ada pihaklkelompok yang diserahi 
tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya? 
Ada kelompok yang d1bentuk pada saat proyek ICDP, yaitu KKD. 
Sebenarnya kelompok itu hanya menegaskan kearifan ma.syarakat untuk 
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mengelola sumberdaya a/am, termasuk hutan. KKD ini yang menjaga 
agar hutan tidak rusak dengan cara patroli. 

5. Apa somber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak 
pengelolaan hutan desa? 
Kebanyakan dari kami menggantungkan hidup dari berkebun. Ada juga 
yang dari sawah atau hutan. 

6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Duson Lubuk Beringin 
sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Paling banyak ya petani kebun. Sedikit yang menjadi petani karena 
sawah terbatas dan ada aturan pengelolaannya. 

7. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya 
hak pengelolaan hutan desa? 
Untuk ambil hasil hutan selain kayu tidak ada masa/ah. Adat kami bilang 
hahwa buah-buahan seperti durian itu milik bersama. Yang ada pada 
sua/ orang luar buka kebun di hutan. Kami cobu larang akan tetapi 
mereka tidak mau mendengar. 

8. Apakah Masyarakat Duson Lubuk Beringin mengetahui adanya 
Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-11/2008 tentang Hutan 
Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa? 
Du/u Warsi yang beritahu kami bahwa kami bisa mengelola hutan dengan 
cara dapat i:::in hutan desa. Kalau tidak salah pada ukhir tahun 2008. 

9. Apakah masyarakat Duson Lubuk Beringin siap mengelola hutan? 
Sanggup bila adanya dukungan pemerintah. Dukungan pemerintah dari 
seg1 pengamanan, pendanaan. Pembangunan kebun dan /ainnya. Hila 
dilepas tidak sanggup. Tidak sanggup karena kurangnya i/mu, SDM 
kurang Tingkat keamanan bagi masyarakat hila ada serangan dari /uar. 
Produk yang dihasi/kan agak susah untuk dipasarkan. Pendanaan untuk 
menge/olajuga kurang. 

10. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa? 
Banyak yang terlibat pada .'.;aat pengusu/annya. !v!as~varakat Dusun /,ubuk 
Rermgin, perwaki/an masyarakat sekitar, KK!-Warsi, Dmas Kehutanan 
dan Ferkebunan Kabupaten, JCRAF, Dinas Kehutanan J'rovinsi, dan 
Kementerian Kehutanan. 

11. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa? 
Awalnya kami tidak terlalu memperhatikan apa kewajiban yang ada 
da/am aturan itu. Karena yang terpentmg bagi kami ada/ah bagaimana 
dusun kami terkenal dan kami bisa 'mengusir' ma.syarakat yang membuka 
hut an. 
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12. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kcwajibannya? Bila 
tidak sanggup, apa alasannya? 
Setelah mengetahui kewa;iban yang ada, kami merasa tuiak sanggup 
melaksanakan kewajibannya hila tidak ada bantuan. Alasannya adalah 
kami tidak mempunyai kemampuan 5;ecara teknis maupun uang untuk 
melaksanakan kewajiban itu. Sebagai contoh kewajiban penataan batas, 
masyarakat ragu dimana batasnya dan kemudian terkait anggaran 
pelaksanaan serta pembuatan patok batas itu dari mana anggarannya. 

13. Upaya apa yang telah dilakukan oleb masyarakat untuk 
melaksanakan kewajibannya? 
Kami telah coba menandai batas dan menyepakatinya dengan dusun 
tetangga. Tetapi batas yang kami buat tidak seperti yang diminta oleh 
Dinas Hutbun. Kami sudah minta bantuan ke Dinas Hutbun dan BPDAS 
tapi mereka bilang tidak bisa bantu untuk penataan batas karena sudah 
menjadi kewajiban kami. 

14. Apakab ada pibak yang membantu dalam implementasi peraturan 
ini? 
Yang hingga kini aktif membantu dalam penge!ofaan Hutan Desa adalah 
Kelompok Pengelola Hutan Desa (KPHD) Dendang Hulu Sako Batang 
Buat, BPDA.')', Dinas Kehutanan Jan Perkebunan Kabupaten Bungo, 
Dznas Peker1aan Umum (Dina.<,· PU) . Dinas Energi dan Sumber Daya 
Jv!ineral (Dinas ESDM), Kantor Lingkungan Hidup (Kantor LH), Dinas 
Kesehatan, KK!-Warsi. Dinas Pariwisata baru akt1( 

15. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan 
pibak tersebut? Apakab Masyarakat ikut dilibatkan? 
KPHD melaksanakan pengelolaan di lapangan, HPDAS memheri bihil 
dan a/at pengolah rotan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 
memberi hantuan pengurusan RKHD dan RKI: Dinas PU membangun 
}alan menUJU Dusun loubuk Heringin Jan jembatan hawah air, Kantor IJH 
menilai pengelofaan lingkungan, Dinas Kesehatan menempatkan bidan 
desa, KK!-Warsi mendampingi penyusunan RKHD Jan RKT. Dinas 
Pariwisata baru tahap perencanaan pengembangan W!sata yang ada. 

16. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terbadap 
program Hukum Desa dan implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Kami mencoba untuk rne!aksanakan atw·an main yang ada. Caranya 
Jengan membentuk ke!ompok untuk mengelo!a hutan desa ini. Hanya saja 
kelompok ini tidak mempunyai anggaran khusus zmtuk mengelola hutan. 

17. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Kefebihannya dengan program ini mendorong berbagaz kegiatan untuk 
masuk ke Dusun Lubuk Beringin. Hal yang sudah dlimp1kan menJadi 
nyata, seperti listrik, }alan aspal dan lainnya. 

42219.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



152 

18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Dusun Lubuk Beringin? 
Kelemahannya utama sekali tentang kewajiban masyarakat disamakan 
dengan pengusaha yang punya banyak uang dan tenaga yang ahli. 

19. Apa Langkah-langkah untuk menutupi kekurangan program Hutan 
Desa dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan 
Desa di Dusun Lubuk Beringin. 
Upaya untuk membantu pengelolaan, seperti penataan batas, sudah sering 
dimintakan kepada pemerintah baik pemerintah kabupaten maupun 
kementerian. Hanya saJa karena menJadi kewajiban maka permintaan itu 
ditolak. Apakah memungkinkan kewa_;iban pengelola itu diperingan. 

20. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan 
Hutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebagai pemilik Hutan Desa? 
Tentunya program yang dilaksanakan dinikmati oleh masyarakat. Hanya 
saja memang masih ada yang belum dapat dinikmati, seperti : bantuan 
mesin untuk pengelolaan rotan manau. Tidak berfungsi karena : tidak 
dilatih untuk menggunakan a/at tersehut. A/at yang diberikan tidak 
lengkap sehingga tidak dapat dimanfaatkan. KBR : karena sebagai 
proyek. .Jenis tanaman yang diherikan tidak sesuai, seperti karet yang 
diberikan tidak sesuai dengan kondisi lahan. l!mur karet 3 bulan sudah 
diharuskan dztanam, sedangkan sccara kebiasaan masyarakat 
menggunakan karet umur 2 tahun (cahutan) karena sistem pengelolaan 
lahan tanpa bakar. 

21. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat 
program yang berkaitan dengan Hutan Desa dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin? 
Harapannya pemerintah atau pihak manapun yang memheri bantuan 
tidak/ah setengah-setengah dan memahami kondisi masyarakat. Seperti 
bantuan a/at pengolah rotan hingga kim tidak dapat kami manfaatkan 
atau bzhit karet yang tidak cocok unruk (htanam di kehun masyarakat yang 
tertutup. 

22. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang 
berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat 
dusun Lubuk Beringin? 
Jvfasyarakat d1 J)usun Lubuk Beringm nwsth ingin semua dapal. lni yang 
menJadi kendala dalam pemhagian hantuan. 

23. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut? 
Kamz telah be/aJar memhuat kelompok kerJa sehingga bantuan dapat 
disesuaikan dengan kelompok-kelompok yang ada. 
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24. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Duson 
Lubuk Beringin? 
Ada manftwt langsung dan tidak langsungnya. Secara !angsung hutan 
kami ter;aga dan kami mendapatkan air. Secara tidak langsung sungai 
masih mengalir bersih, ikan masih banyak, orang makin hanyak datang, 
meningkatkan ekonomi masyarakat, sdm meningkat (.\·ering diajak diskusi 
atau bahkan diajak ke!uar daerah). Ekowisata. Nfeningkatkan pendapatan 
asli dusun. Ada home stay, guide dan !ainnya. 

25. Apa somber pendapatan masyarakat setelah adanya hak pengelolaan 
hutan desa? 
Setelah ada hak penge!o!aan, dusun kami semakin ramm dikuryungi untuk 
he/ajar dan juga untuk wisata a/am. Termasuk wisata air yang kini ramai 
dikunjungi. Jadi ekowisata yang paling utama muncu! setelah diberi hak 
pengelolaan hutan. 

26. Apa saja tambahan mata pencaharian masyarakat Duson Lubuk 
Beringin setelah adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Ada masyarakat yang berJualan di tempat wisata, menyediakan tempat 
tingga/ tamu, memasak, jadi guide. Kemudian ada juga yang me!?Jadi 
pengrajin. 

27. Apakah Hutan Desa dan program yang berkaitan dengan Hutan Desa 
dan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa 
dapat mendukung perubahan perekonomian masyarakat Duson 
Lubuk Beringin? 
l'entu. /)engan adanya pengakuan penge!o/aan ini, terutama secara tidak 
langsung Banyak bantuan dan program kegiatan yang masuk ke dusun 
kami yang sebe/umnya susah kami dapatkan. Akhirnya banyak pula yang 
hisa kami ker1akan dengan tambahan fasilitas-fasilitas ini. 

28. Apakah ada kepuasan implementasi Peraturan Menteri Kehutanan 
tentang Hutan Desa datang berupa pengakuan dari kelompok atau 
individu? 
Ada, pengelo/aan hutan desa Dusun Lubuk Beringin mendapatkan Juara 
Ill Wana l,estari Tahun 2014 yang di/aksanakan o/eh Kementerian 
Kehutanan. 

29. Apakah ada respon positif implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Ada, ma.\}'arakat sekitar menjadikan Hutan Desa Dusun rubuk Berzngin 
sehagai contoh sehingga mereka mau membuat hutan desa. 

30. Apakah ada respon negatif terkait implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa dari masyarakat sekitar? 
Masyarakat desa sekttar merasa kesu/itan untuk membuat kebun dt areal 
yang 'bzasa' mereka rambah. Ada JUga timbu/ iri karena dusun lubuk 
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beringin ramai dikunjungi tamu, sering mefijadi tuan rumah even baik 
kabupaten, provinsi maupun nasional. 

31. Bagaimana Proyeksi Hutan Desa di masa yang akan datang? Apakah 
aplikatif untuk diterapkan di desa-desa yang masih memiliki hutan di 
wilayah administratifnya? 
Hutan desa masih menJadi pilihan masyarakat agar kami bisa masuk ke 
dalam hutan. Tentunya hal ini akan menarik hagi daerah /ainnya. ltu 
yang membuat dusun-dusun tetangga pun mau mengajukan usu/an hutan 
des a. 
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Lampiran 8. Hasil Wawancara a.n. Muklis, Ketua KPHD Dendang Hulu 
Sako Batang Buat 

Nama Mahasiswa 
NIM 
Jenjang Studi 
Program Studi 
Perguruan Tinggi 
Angkatan 

Judul Penelitian: 

: Iman Budisetiawan 
: 500002612 
: S2 
: Magister Administrasi Publik 
: Universitas Terbuka 
: 2012.2 

Analisis lmplikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 49 Tahun 2008 Tentang 
Hutan Desa Bagi Masyarakat Dusun Lubuk Beringin Kabupaten Bungo 

Identitas lnforman 
Nama 
Jabatan saat itu 
Jabatan saat ini 

: Muklis 
: Rio Dusun Lubuk Beringin 
: Ketua KPHD Dendang Hulu Sako Batang Buat 

Pelaksanaan Wawancara 
Hari/Tanggal : Sabtu, 04 April 2015 
Jam : 11.30 WIB 
Tempat : Kantor Rio Dusun Lubuk Beringin 

1. Bagaimana kondisi hutan di wilayah hulu Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Hutan di hulu dusun sejak dahulu masih haik, hanya sa1a semakin lama 
ada yang rusak. Rusaknya hutan itu karena ada warga luar dusun kami 
yang memhuka hutan untuk memhuat kehun. Akihat hulan rusak , di 
sungai kami tidak hisa mengembangkan ikan dengan baik. 

2. Apakah sebelum adanya Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa, di Duson Lubuk Beringin telah ada Pemegang Izin 
Pengelolaan Hutan? 
Tidak ada. 

3. Bila ada, bagaimana bentuk dan kesepakatan hukumnya? Bagaimana 
mekanisme pengelolaannya? 

4. Bila belum ada, apakah telah ada pihaklkelompok yang diserahi 
tanggung jawab untuk mengelola hutan? Bagaimana mekanismenya? 
Ya ada, yaitu Kelompok Konservast !Jesa (KKD). Kelompok ini 
bertanggung jawab terhadap konservasi semua bentuk sumberdaya a/am 
yang ada di dusun ini. Terkait hutan lindung, KKD telah menyurati dusun 
tetangga untuk tidak merusak hutan. Seperti tidak boleh berladang di 
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hu!u sungai, menebang pohon di pinggir sungai. Karena bila hutan 
lindung dirusak maka dusun kami akan terkena banjir. Pada saat 
kemarau airnya pun sedikit. KKD ini dibentuk sete!ah proyek 
International Continental Scientific Drilling Program (ICDP) Taman 
Nasional Kerinci Seblat (TNKS) yang berlangsung pada tahun 1997 
hingga 2000 di desa sekitar T'NKS. 

5. Apa sumber pendapatan masyarakat sebelum adanya hak 
pengelolaan hutan desa? 
Sumber pendapatan masyarakat utamanya adalah dari kebun karet dan 
sawah. Selain itu JUga ada hasil dari hasil hutan bukan kayu seperti 
buah-buahan, rotan, jernang, heberapa jenis binatang. Ada juga yang 
hasil berJualan. Mencari hasil hutan non kayu : damar, madu, rotan, 
bamhu, dll 

6. Apa saja mata pencaharian masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebelum adanya hak pengelolaan hutan desa? 
Sebagian besar pekebun karet, selain itu ada juga yang jadi PNS, petani, 
buruh tani dan huruh kebun, serta pedagang (warung). 

7. Apakah ada konflik pemanfaatan sumberdaya alam sebelum adanya 
hak pengelolaan hutan desa? 
TLmpa adanya hak pengelo!aan kami telah mencoba menJaga hutan, akan 
tetapi tidak bisa mengha!angi orang dusun tetangga buka kebun di hutan. 
Mereka bilang im hutan negara bukan hutan kami. Selain itu, masih ada 
hubungan kekerahatan antara kami sehingga kami sungkan untuk 
menegurnya. 

8. Apakah Masyarakat Dusun Lubuk Beringin mengetahui adanya 
Peraturan Menteri Kehutanan No 49/Menhut-11/2008 tentang Hutan 
Desa? Kapan mengetahuinya? Dan melalui siapa? 
Ya mengetahui. lnformasi awal diheri tahu oleh KKJ Warsi. Ka!au tidak 
sa!ah pada akhir tahun 2008. Kami mau mengusu!kan Hutan Desa ini 
karena men;adi yang pertama di Indonesia. Kami bisa jadi terkena! dan 
menjadi promosi yang bagus. 5,'efain itu, afasan lainnya adalah biar kami 
bisa menceguh orang !uar merusak hutan itu. 

9. Apakah masyarakat Dusun Lubuk Beringin siap mengelola hutan? 
Kzta sudah hiasa mengelofa sumberdaya a/am, termasuk hutan tentunya. 
Sudah ada kearz(an /okaf mwyarakat di Dusun Lubuk Beringin. 

10. Pihak-pihak mana saja yang terlibat dalam pengusulan Hutan Desa? 
Yang utamanya ya mwyarakat dzhantu oleh KKI Warsi. Setelah itu ada 
dukungan dari pemerintah kahupaten dan pemerintah provinsi. 
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11. Apakah masyarakat mengetahui kewajiban pengelola hutan desa 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang 
Hutan Desa? 
Kami tidak mengetahui pentingnya kewajiban yang ada. Karena kam1 
sudah biasa ;aga hutan kami mengira seperti itu pula kewajibannya. 

12. Apakah masyarakat sanggup melaksanakan kewajibannya? Bila 
tidak sanggup, apa alasannya? 
Tentu sulit bagi kami masyarakat untuk memenulu kewajiban itu. Apalagi 
biaya dan aturannya tidak pula kami siapkan. 

13. Upaya apa yang telah dilakukan oleh masyarakat untuk 
melaksanakan kewajibannya? 
Secara umum kami tetap menjaga hutan itu. Kami pasang Ianda batas 
secara bersama-sama. Untuk aturan, kanu sudah minta bantu ke 
pemerintah. 

14. Apakah ada pihak yang membantu dalam implementasi peraturan 
ini? 
Secara t1dak langsung BPDAS dan Dinas Hutbun beri bantuan berupa 
barang, bib it dan pelatihan. Selain itu ada juga yang bantu karena Dusun 
Lubuk Bermgin kabarnya menJadi prioritas. 

15. Program kegiatan atau upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan 
pihak tersebut? Apakah Masyarakat ikut dilibatkan? 
Ada listrzk, ;alan aspal menUJU dusun, pengembangan wisata, pembuatan 
hibit tanaman hutan. 

16. Kalau ya, selanjutnya adakah bentuk dukungan masyarakat terhadap 
program Hokum Desa dan implementasi Peraturan Menteri 
Kehutanan tentang Hutan Desa? 
Membentuk kelompok pengelola, menyisihkan sebagian pendapatan untuk 
pengemhangan. tidak meramhah areal hutan desa, melakukan patroli, 
memheri informasi maupun teguran kepada orang luar yang membuka 
/alum dan berbagai aturan desa. 

17. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelebihan 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Duson Lubuk Beringin? 
Kclehihannya ada!ah diperbo!ehkannya ma.~yarakat menge!o!a hutan 

18. Berdasarkan pengalaman sampai saat ini apakah ada kelemahannya 
Program Hutan Desa bagi masyarakat Duson Lubuk Beringin? 
Ke!emahannya adalah kewajiban penge!ola tidak memperhatikan 
kemampuan mmyarakat. 
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19. Apa Lang.kah-langkah. untuk menutupi kekurangan program Hutan 
Desa d~n tmplementast Peraturan Menteri Kehutanan tentang Rutan 
Desa dt Dusun Lubuk Beringin. 
Kami sudah berulang kah meminta agar apa yang telah kam1 buat itu 
dzakuz. Karena kami memang tidak sanggup untuk memenuhi aturan vang 
ketal itu. · 

20. Apakah manfaat dari program-program yang berkaitan dengan 
Rutan Desa dapat dinikmati masyarakat Dusun Lubuk Beringin 
sebagai pemilik Hutan Desa? 
Tentu sangat bermanfaat. Seperti dengan adanya a/iran listrik yang baik 
anak-anak bisa be/ajar, ibu-ibu bisa membuat berhagai panganan seperti 
es dan kue-kue. Jalan yang mutus membuat kamz tidak susah dan kotor 
hila harus keluar dusun pada saat hujan. Dan herbagai program lainnya. 

21. Kalau belum, apakah ada cara atau upaya untuk untuk membuat 
program yang berkaitan dengan Rutan Desa dapat dinikmati oleh 
seluruh masyarakat dusun Lubuk Beringin? 
Kami berharap bahwa sektor lain juga turzlf memhantu kami, seperti 
sektor pariwisata yang baru bergabung, sektor permdustrian bisa 
membina kelompok usaha dan utamanya pemasaran has if. 

22. Hambatan apa yang dialami dalam proses pemerataan program yang 
berkaitan dengan Hutan Desa dari sisi pemanfaatan oleh Masyarakat 
dusun Lubuk Beringin? 
A1asalahnya bantuan yang diberikan sermgku!I tLduk b1su memenuhi 
semua keinginan masyarakat. Seperti hibit, dengan .JUmlah yang diberi 
t idak semzw warga mendapatkannya. 

23. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi ham batao tersebut? 
Kamz Jwrus pandai-pandai menentukan penenma hantuwz. 

24. Apa saja manfaat Hutan Desa yang dirasakan oleh masyarakat Dusun 
Lubuk Beringin? 
Manfiwt lainnyu adalah dusun kami mendapatkan pcrhatian dari 
pemerintah. Kalau dulu susah, mau seperli apalagi cara kami 
menyampaikan wpzrasi mengenm ketertinggalan pemhangunan dz dusun 
kami. Sejak masih Jadi bagian dari Kecamatan Rantau Fandan, .•;ekarang 
nwsuk Kecamatan Bathin III Ulu, harapan kami soal masuknya listrik, 
adan_va jemhatan dan Jalan raya yang memhuat mohd masuk ke Juszm 
belum )Uga didupatkan. Persoalan kesehatan JUga tidak mendapatkan 
perhatwn serius dari pemerintah, sampai sekarang Puskesmas pemhantu 
dusun kami menumpang dengan Dusun Laman Pan/mzg Jaraknya sekilar 
5 km. Akibatnya pelayanan kesehatan atau keinginan herohat pka ada 
warga yang sakit sering mengalami hamhatan ". 

Sementara kalau bicara program pemerintah kecamatan atau kahupaten 
d1 dusun kami, yang ada biasanya cuma peniryauan atau momtoring. 
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Lampiran 9. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 109/Menhut-W2009 
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Me n~iuydt t,;r·<14ny·Ur:;.:.;ng f.~nCf' -4! 7 e~~'>J~ : g?-; 't"~'.•!"IQ "-~rvt~ncn 

~gat11~'la tl'ld'l ::•ube"'l rw:n:::r !'J ic"r..'l 2(1~1; 

2 Und.3ng··.Jr'>:2.!:lQ 'JO"Tlor 

P~rn~rvlt;,hdl'"l Dil~r.i!t", 

3 Pt'r;stur.Jr• Pe.'nfrrr~¥1 ~•omor 6 T"r>Jn :oJ: :~.~bd:;a.me .,a 
telill'l 6\Jb:lh ~ . .,g:n ~at\Jra"'' Pem~·,,t.•n Ito ] r d''·J~" 20:€ 
tent•rog T.a~a HIJ'....,., d1n Peny-.J~t:n.:n ~l!fl:~n" ~ ·~~lola.:lr 
1ivbJn, ~rU Pe'T\4n~o•tlln ... .at'ln, 

4 ;.er•ture., Pemennt.h f\t.m~ 38 ~&'1vr 2 :1~~ ~tnttm; 

~emb&gtjn Ur~ ~tnUh~n .i1~!ar• Pe>-r.~nntah. 

Per.~t1t\tlllln D~lh PrO't'fns• d4n p!!!"lenntoh~'l O.t:"&!'l 

~~n/Kcltl. 

S. Pl!r.t~ran ~r.enn'!ll'l Nornor 76 T~'iu'l 2()J~ lel't~~ 

~ e-"o\!:ilrtll<..i :ian t:teklar nasi Hutar.; 

6. KCC\ftJS<ln PrnH.}~r~ r\orllC(' 187/~" •~::;v-; )0J4 t~r ':.!~ 
P-em~ntukut Kab.rc: lnd<lf'..es.a Bcrs.l:•; v.::;..:.~c~,nldf~ teliY• 
hetlr't.tpd itdl1 C'!UDa'l tt!rdkh<' <lt-n9C'l '<::MO.' 3.. p '!'llh<;"1 

2'J07. 

i. 1-'eraturar~ Pres•Je~ ~~lA-I~'"' tndcnt<~" l·.':w•:;·· 9 ":"ar.Jn 2JOS 
tent..J,....; J<edu:!u~.-;"1, Tl.9i!IS, funqs. Sv)J.Jr(ln ()gJr,~as•. eli>., 
I~~ ~I]! K~t"!tnan fit'g.ll'c'l RtPJOI,.: Inc-or~~~~~ 

~imana telah oeoera~ luth diu~.") terakht de•t9~1 

Nomot 9:> Tal,..;n 2006: 

B. ~r11tvror: P~e,., l".o)rn(y tO T~bJn 20:)) t('rt-11"··; U"~ 
O~'ll~i d~n TUQbS Ewk:n 1 Kt!M~tr•iln -.cgiJr,J P.~ou!JI,~ 

lr.donesi.o ~f)OQ<Jirnani'l te'.o)f' ~t-:,api\ "·' ::•u:::"·' ter,g'l'r 
defl9a1 f\omOC" i7 Tll"tJn 2W7. 
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,, .. .,,viii' ~"'er.·~·:. ,·.:~·p;,!r"'" '40'' :_. i' 1 ~ '·'ro". "•-:1. 200'5 
t~<~r9 0"9.tn·~~ C(}" r ilt.• 1(~, .~ :'·-r:~·:.~-('·· •.c-r·-J!!r'<!f' 

·:N~Jmi:'\d ttial ~l,):~~ll;",.t • ~ 1 • ~:..;t.-:r- ~··• _.,, ..• ~o::T•;.t:• 

',·J"I()' r ~.''-\t~hv 1 ·1!/200tl. 

i\:ril:\.-~1" ~\!nttr: ~~hrf.J .,.,. '10'1',•' P '" '•1 !:r·r-r ;>it tOO~ 
lf·•v.•r9 riltt..dn Dr-.. 

~:_·=-= .,,\,? li.x.: 'J':.''•'-:~.,, ~.-..::.0;..>4· '':J(,.,. ~-·~-.:~.a.:.. 
: ~- j~ i · J · ~.X.•~ ::.n:;~~l 1l) M.,.~l ~CIJC 

MlMUTU$KAN 

!'o\trt'~J\iln Arc;,. -:('.1.: '1utan O...·~ :;adr. ~-.a•· . .:!~ .. -: tiul.lr. 
r .n~·Jr~ ~.Jklt Panjafl9 Ra'1tau Bcl\'ur st:~is ,. 1.:!S~ :c.Ja •bv 
r~a ,.tl.S h""il ;~o.I.Jr• er1.so•1' ~~ktdt :tfle~·h Co'dr w.la-r·-'~ 

OtG'r.o.'.~t·•s. Ouscr. LiJbo~l( 8!ro n;o1, O:t-.4"•4\~" B~~'' • CL Li'< .. 
~hup.~ten Eklr.go, Provn~ J.lrorb• 

l..okasr k.aWcSwn h~ttn c:es. Sc0-l9•rrl#n, C•r"1•k.s .. a .vrar 
PERTAMA adilla~ ~e~9'-IT\.I~ :rnvkr~ p,diJ p~ta i.trrprr<Jr. 

l<~l.~lft.al'\ rni. 

!>e"~t!lp6.'1 Are.s1 Kef)a lh::~"l ~ ~OOJ~,;)IT\.lr..J JT~! Pt..! l Ar•llo 

~CI9k meru~h ~t4lu$ d¥1 1Vt19SJ k.)•,;ar.,)r seOi19~· r-:.-.d'' L·iOJ"t;. 

Pcnet.lpan Areal ~tl}<l H-.Jt.on De:.-;., ~l»;~·~r~ ~fTldr ~>tRfA.'-tf. 

d~~un01<..1n ~Ooq>-li <Ja5ao' P~l"lbe ridrr ~k Pe-.1ge;Ci~ H~t4n ~SCI 
o.~ GubcomJr ~fpada k!mbd~ de'-' Lut:ut. ~.,ngrn. f~cOirnift.ln 
&JIJl,n m Ulv, IC.olbupat~ 8U'l90 PrCNI'I5! ;Yr.!)i ~SI.J.!I keter~udn 

~·.bt\.~'1 ~und.1"9·.,rdi!f'1ldfl 

D.tlam perr.oen.ar. tl~~ x-nqelc.:.aan r>utan Oe)~. 

berpe>Corn~n p.X:a ~rat .. raq t~~l'4:~'' 1(~1 rcl!ilnftr, 

49/MentuJt-11/2006 tentan9 Hutan Des.! ce•· 
;>e·awn.unny~ 

Gubenr;.r 
rv_; P. 

l~l<l1'1JI.<. 
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l'Nf191n tJ¥1,.., P~t,..,..tapJn ~ut41 lr.~J• hJt.sn ~1!!:.1 11l't'M-tl~ ~· 
.lll\ilt ICCSAT\.J. letn~94 dcs.t Lui:Vt ieiOQin, Keum<Man lttN.'l 
IU Ulu. ~bvr.-.len 9un90 PY'oYollS• >.1mCi bet1ttY4]'ban untvlc 
ml?f'l~w~ ~t•r. dllr• Qllda I.Mt.as n>Jt.'ln des. ~ltnMII liNt 
KFDt.JA 

P<ffUJUH C'jl•m IJC'•w~<t!ng~aat' penQtiOiil,., 11\>t.'l:t ~. 8voet• 
~•Jirf.Jn ~lfkvll;tn S~I.)II ... Ji, rc~5if<COit, tlot'lbr~~h don 
pemJ)tn.ln ~· letn~ ~ ~tsua1 Ktttntu.., ~turan 
Menten ~~lJnJI'I "o ,,<tt/MfnhuN!UOOi t~•lllJ ~tan ~.1 
dan pet\111)(/t ~~q~1n~. 

KtOH.APAN 

S..linan ~u•i dengan uuny~ 
Kt · Hukum din OrgahiS<tSI, 

SUP O,SH 
NIP. 19S005U 1983031 001 

~··HV', (tO'-'tJ~t' •"• d,Q'II.Nt~-. \f)~· 
J ~eote11 Oalam Nt!gen 

i Mtr<en "-~"'"" 
3 :o-r~rlM Enefqt din Soll\befdar• ~~eql; 
• !"oer<et~ Notg4!ta wngi<u~ H!dup; 

DltetaJ)Un d• Jiurtit 
P~cl tan~! : l 7 l'.ar~ 2009 

M!HT!IU KIEHUTANAN 

nd 

li. M. S. KAUfl 

S. rv~nteri t\eg.trd Petetlean.l¥1 ~"9'Jf'\ln ~1/l<epals &ppenas. 
6 Kf'pal• Btldan Pe'taf\tt.an Nas.1>r.a! 
'!. r.>~ntt'ri K~As., oao Us.ana KtOI ~neng~h 
8 Gubtrnur .J¥nb1 
9 Svp1ti Bungo 
~ 0. PtJ.O~t E~on I hr.~kup Depart~ m-er. Kl!h~.an~ n 
! 1. "CPII~ f'lr.olll P~"lgt=n:l"'•dn o:.m~vnan l<.ehvt.JNn Regi0<\41 I, 
< 2. Kcp~la Omt$ KehoutaoiV' Pr~sol .l.llmbi; 
l3.Ke~~ OtnilS l(ehutiNn d~ Ptrk.ebu"'n Ka~tto 8tJn9o; 
l41.Kepala 86\al Ptll'.a!"'UP¥1 K.lwasat~ Hutan VfUyah Xll Tanju,.,; Pnong; 
l ~- Kl!oata Ba!a· Pen;tlo.'~.m OAS BatiHl~''lan 
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Lampiran 10. Kcputusan Gubernur Jambi Nomor 124 Tahuu 2009 

GUBERNUR JAMBI 

KEPllTl!SAN <;lJBERNlJI{ JAI\lBI 
NOMOR 124 TAHUN 21W9 

TENTANG 

PEI\1BEIUAN HAK l'I<:NGELOLAAN HUTAN l>ESA 
I'ADA KAWASAN IIUTAN LINDlJNG BUKIT I'ANJAN<.; RANTAll BAYl'R 

SELUAS ± 2.356 (DUA RIBU TlGA J{ATUS LIMA I'ULLIH ENAM) IIEKTJ\1{ 
TERLETAK DALAM WI LA YAII Al>MINISTRASI I>LJSliN l.lJUUK HERINCIN 

KECAMATAN BATIIIN Ill LILli KAIHIPATEN BUNCO I'ROVINSI JAMBI 

a. b;~hwa bcrd:Js:u kan J•asal K'l ayat (I) hurul b l'natura11 l'c·'llcf illt:th 
Nmih>r 6 Tahun ?007 tcrHang I ata lluwn J<~n 1\:nyusunan 1Zc-uca1"' 
l'o:nbdolaan llutan, scrta l'cm:~nt:.atan llutan -;ehat•.aim:HJ;: tdah 
diu bah Jengan PeraLUran l'cmci intah N\lmor 3 ·1 a hun :>om: knran),! 
L.1t.1 lluwn dan l'cnyusun:~n Rcncana Pengei,,Jaan llui:ll• scrta 
I'L·rnant;latan llutan, Jan l'asal 1-1 ayat ('I) Pnaturan \·lcntcri 
Kt:hutanan Numor P . .\lliMcnhut-II:::>OOl\ tcfll:mg llut' 11 lJ~"'· 

( l1rhcmur membnikan !Ia I-. l'engck•laan Hutan I ksa: 

b. b:Jhwa bcrJ<.u:Jrkm Pasal l'l ~j'Jt (I) !'a;JIVWII \kmeri l(dw!~1un 
N"rnor 1'. 4'1/!Vknhut-111~008 tc:ntang llul<lll llc:sa. (juht:l.\111 tcbh 

11>t:l~kuhan v.:nlikasi fluk !'cnt,:eluLwn Hutan l.le>:t pad:. f; '\\\"'"" 
llt1tan Lindung Bukit Panpng Ranl.;,u Bayur ·;clu'" :I':'.\)(, \clu,, 

1 ibu t1ga ratus lima puluh cnam) hcktar yang, dimohnn~:111 <>k·lt 
I cmbaga Desa NdenJang I lulu Sal-.o - 13atang Buat Dusu11 Luhuf._ 
llc1 in gin, Kc.:am.rran Uarh111 Ill l 11u Kabup:ucn Bung,, l'wvllt" 

JanJbi: 

hahwa bcrdas:ukall pcttimbangan scbagaimana dimak,,ud lturur a 
dan huruf b, Jan mcmpcrltatibn hasil verilib~i. l'clllhc·rr;ln llai.. 

l'engelnlarm llutan lk;,.r paJ:t Kawasan Hutan LirtJu.>t' llukil 
l'anjang Rantau Bayur sdu<Js .~ 2.356 (Jua ribu tiga 1 1lu' li1na 
puluh cnam) kcpada Lemhaga llesa Nllcndang I lulu Sak" IL;tant.: 
llual Dusun Lubuk Bcrint'in K~camatan Balhin Ill Ulu ~.:~hupatcn 
llungu l'rov11101 Jambi. pctlu ,!itdapf..e~n dent':.n f. <Tl!:us:ll\ 

( iuhcrour. 

I. LnJ~ng-UnJ;wg Nomur I 'i Darurat llJ)7 tc·nt;>ng i'c;nhcnlu~:lll 
Daerah-claerah Swatantra Tmgl-.at I SunJC>tcr;~ Harat. Janrb• d:JIJ IZ10111 
( L.:mbaran Ncgara l{cpubl ik Indonesia I ah11n 1 ')'i 7 N >flllll 7' \ 
,;cbagairnana t~lah diub:.~h dc:nga11 Undang-Undang ~ . ..,nHJr (,I 

rahun I 958 tentang Ptll<.:tapan Umla11g-unJang NPillliT I'' D:m11 at 
I 'JS 7 menjadi Undang-un<h•ng ( Lcmbaran :--.lq;ara RqllJbhk 
lnduncsia Tahun 1958 NL>nwr 112. Tarnbahan l.elllbar: n Ncgar:. 
i{.;publik lnd\lncsia Non,,r l6~c-.): 
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UnJang-Uudang Numor 5 Tahw1 1960 knwn~,; l'.:ralumn Das;tr 
Pukok-l'okok Ai,>r~ria (Lcmbar:m Ncgara Republi~ lnJont:sia Tahun 
1960 Nomor I 0-l. Tambahan Lemharan Negara R~publik lnJunc:sia 
Nom or 2043 ); 

3. Umlang-Undang Nomor 5 Tahun 191)0 tentung KvtlS<:rVaoi '>urnbn 
Dayu Alam Hayati Jan Ek,Jsi~tt:mnya (Lt:mbaran Ntgara Ro:publik 
lnJuncsia Tahun 1990 Nomvr .JIJ. Tambahan 1 en1baran Nc~uro; 

R.:publik lnd,,n~,;i:t Nomur 3~ !'1): 

.J lJnd:.lllg-UnJ..,ug Nnmur 23 l:Jhun 1997 tcnt:mg l'cn~clulaan 

l.ingkungan lliJup (Lembaran Negara Republik lndonc,ia Tahun 
I '197 Nomor 6.1. Tambahan L<:mbaran \;~gara l<.:publd, ln.k1n,:s;:1 
Nomor }(i99 i: 

) . llmbng-UtdaJ•g !\;omor lli Tahun 2004 lt:HL•''~ 1\.:mb~ntuka;; 

l'craturan P~rundang-undangaH ( LeJllbawn ~-.t:gara R~puhlik 

lndoncsi'~ .l.ahun '2004 Non~or 53, TaJnbahan Lcinbar:.tn ~cgar.t 

Rcpublik !nJ:Cn-:>1:1 Nomur 43;-;'1 ;: 

c•. Umbng-U,-..bllt; ~umor 32 "! ahun 2004 t-:lll;;;1!'. !'cnJCI intah .. m 
[hcmh (Lcmharan Ncgara R<:pt>blik lnJonc;:,ia L;lilm 20li.J Nur.>,;r 
125 wrnbahan l . .:mbamiJ N-:gJr.~ R.:pt~blik lnJu11~;ia Nun"'' ~~ 37} 
~~:Uagain1nna le!ah hcbcrapa diubah tL'r~khir Je-Pgaio Und~u1!!~ ,nJa!lt~ 

Nomor 1:2 Tahun 2UOS lcnt;,n~; Pcmbahan Kc..ida Atas l'nJ;ut~;

undang Notr\(,r Y: T~1hul·t ·2.004 tc.ntang Pt:;:ncr!nlah U:J:~r:1h 

(Lembar:m Nt:;,':tra Rcpublii.. !!IJon...:sia Tahun 20()[\ N,>n>ul ~'' 

t~1nbah~n l.end1.H:111 Ncog~1:--a k.cruh!i~ !nd~__H1t..::-il:..: ~~\Jn1l:.r -H~-~~i 1. 

, . l ind; .. utg-t ~itddilt~ Nu!llt)f ~ l Tuhun ll>99 k~~t:,ng Kl'lwtan~m 

L.:mbaran :--kgar:.. Rcpub!ik lnJoncsia ·1 ahun I')')<) Nt>mur 
tal!lbahan I <:Jllt);lran Neg:trJ lt-:publik lnJunc'i" N,>illc•r I i>71 
'<.:bagain~.m:• tcbh diubah Numur I 'J ·Llln::; 200-l icili:JIE', 
Kt.:hlltan~n ( Lcmharan Nq;'-'r" K~publi~ lnd<•nt:sia "bhu11 ~\IU-t 

:--.Jt>JlhX :\!188); 
~ Undang-Un:.bng Ndnlor 26 'Ld:un ~dU7 tt:nt~nb P.:;t·l~ttaan 1\.u;Jiib 

(lcmb;u>tn Ncgura R.:publi~ l;iJon.:sia 'l ahun i !U07 Nu1nur hi\. 
'I an1buhan L\:rnh~r~Hl ~egariJ R~.:publik lnJ,Jttc~ia i'-JtHillH 4 7 2) 1: 

'1. Perawran h:mcnnt:dJ Nl>llll1r 45 ·1 ahun 2liU~ PerlinJun:c'" llutan 
(I ,;.:mbran Negar~ R..:publik lnJune,ia ·1 :~l1un 2004 N,lln.;r 147. 
Tanihahan l.ttnhar~m Ncgara Republik in ... ionc~la ~~llfnor 

.J-\53 \; 

I\!. l'~raturan P~n,;;: intah N•JIIl•>r 6 ·: ahun 2vU7 lllllallg T;~L, llu:,w .Jan 
l'o:nyusunc;n Renc:wa Pengc:k:l:.:.11 llutcltl. serta l'cm<~nlaal:n I!Jra;: 
!Lclllb::Jran Negar;t lkpuhlik IJ)(luncsia Talnm 20U7 ~~"ll'''' .2,2. 
Ltnlh~h:.in L12rnbara11 Nt:~uru R~r:..abtih 111J1..HJo...:~ia 1'\/t'HhH I !J' 

~cb~g~tin1~Hl:..t te!:th diuhah deng:.1n PcrJ.tUr:Jn 1-'crnerlllt:d; :'~. ~~~~~ •r .~ 

lahttn 2008: 

II l'cr::.iur<:1f1 l't.:mc:rifltah N•_>nl\!r 3S ·1 "hun 21Jil7 tcntan~,; l'.:•nb~t!ian 

Llrusan P~mcrintahan antara Pcmerintah. l'cmerintahan Il:lnah 
l'rovinsi Jan l'cmcrintah:Jn Uaa:Jh Kabup:Jt-:n!Ko!a ( l x:nbJo:JII 

~egara H.epublik !nJonl'-.:ia T~!hun !OU7 No1nor &2_ 1 :u~~h~•h:..in 
L~mbarcm Negara Rcpublik lnJuuesiu Numor 4737\; 

I:: Pcr~'.tllLin Pe1ncrinu.h Nlllnnr 7h I :\hun .)no~ 1l~nt:1n~ ~~~ h .. hd,r:\'.1 

Jan Rcklamasi Hutan (lembar,m '~cgar:1 l<epublik ind'm'·'"' I "h"" 
2008 Numuf 2UI, l"ambahan Lcmbar:111 Negar~ F.cpuulik li!·.lullc.i,, 

~~UJll()[ 494 7); 
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M..:mpcrhatibn 

\\l·:Nt:TAI'Kt\1'-l 

KLSATU 

13. l'cratur"" ~knt..:ri KdlUIJIU!I Nun\(\r 1'.-l'l/l'vkdHn-11'2()\1~. l<'ni:Jil" 
llutan l>c, ... ; "" 

14. P.:rmuran Gubcrnur Jambi i'LJnHH 'I a hun 20ti'l tc:nlang l'cd•>m~u 1 
VcrifikJsi H:1k Pengelobun Hutan Desa: 

l:knw Ac:;ra tan~g:d 25 ~la1ct 2004 (ileruasa•kJn n:riliL'"' hJk 
pcngelolaan yang uilakukan ''lch Dinas Kchutan.m l'rovi1b1 .lambi l 
tentang lla~ii v.:ritikasi 1-lak f'engdulaan Hutan D.:sa patb I >usun 
Lubul-; Beringin. KcL";nnatan B~thin Ill Ulu Kabup;:t<'n Bung • .> l'mvin>i 
Jam hi 

Mcntbcrikan Hak l'~ngcluLi;~n I iut~lll lksa pad,, K:nvasan lluti.!l! 
LinJung Bukit Panj:mg Rantuu ~"yur scluas ~ '.::356 (Jua 1ibu tig;: 

ratus lirn:~ puluh <:narn) hdo.t:H· k~jl~tia lxrnbaga U·:~a NJcnJ.u1!4 !lulu 
Saku [bt;,ng Gual Ndendane:. Hulu Sat.;,, -- Batang B1u' ll1htJJ~ 

Lubul-; Be:·ingin, K•:camatan lLtilin Ill l!lu. l'~abupall.:n liunt"· 
Pro\ insi .!u.Jiibi, a..i....·ngan an.:~l kel)a ~~.:b..tgainl3JW r::rgan1har d:1 !;un pL"L:t 
tcrl~mptr yan~ n•c·rup:tkan b::,_~:2n tid a~ tcrpi~alof..1n <bri 1--. cpiHu:-;11: 

Guh~-ruu1 Jan1bi ini 

Kcw.:_1jib~::1 J:.:.:: h~1k l.~.-·mbag;a ! h·.· ... a ~cba~a1 PcnH.:gon1~ l i:th i1 -:!lt-'cl• ~Lu~i 
scbagaiman" dnnaksuJ dai."" lliktulll 1\.l-:SA l't' adabl :-cl>a~"' 

bcrikut: 

a. Kc\\ajiban i.cmbai!-a Ucs~ .. 
I. ntc!~:.~:!!\;.ikan lab b:11:1·· h.th pl·ng~lolx1n hULl tic:-.~~. 11\l.II'.U:;un 

1<:11~..:::~ kt:ria oclarna l'"'~.h:: w:~klu berbkunya h:~k pnl;·c·lul;~..:" 
hu~~i;i Jc~~l. 1nebkuL!P pcdinJung~tn h~!l~J.n, 1nchk ,~tnak;;r; 
rel,.,bilitaSI d"n pcngka:.-·•"1' tanaman arci.!l k~rj:t hut:n .lc-.J 
nlt:noLuJ~ rcn~..:ana pcn~l,.:!~d:1~m sc-.;uai der!g:ln kt:tcn u~an ]'~Ill~~ 

bcrlai..u p.tli11~ !arnbat i 1satu) tahun s..:pk dik·;q,k:tn:t) :: 

kcputus:m (ittbernur in> 
_; n•c:njaga pdhc>ll yang berad,: dalan1 an:al kcrp p..:nt< ~-"'~ il~k 

p~!tlgt:llJI;.taiJ hutan des:._\, 

~ mtnerapk:111 oistcm pcngtlt•ban s~.:suat '-'-':mlan I •k.il """-' 
dipahat11i. cccpar:jan~ t1•.I::K h•:11~nt:111g_an dcng:m ''/"'· i.,·:c'l.m:u; 
htll:tn dan lingi-.Lmgan 
menentukan pula hubung:lll k.:kmha~aan d1 till!,'~:ll IJc"'
k:litannya dt>n~.:lft l'ntsdulaan llut;m lksa. 

1:. men)'LISUII dan mcrH:ntu!-.:111 a luran internal kc:kmbag~.c:n I h'"' 
P""'"':\ang "''" tidak lllcminJaht:tJI!Pilkan atau mc: .• ,·.,~UJik~ll 
s.:rta Jila1an;; mcngut•CJh ,Ialii'• ,bn fungsi k:\\\.1.:11; hutan 
dipindaht:111b:1!1k.lll dan 

K \llcLlpot"-~tll ~\.'{lJJa K~..:p:t!o.1 l>tll~~'> Provin:_.l )'JIJg d~>··l :d~~ lu!-!.t', 

\_bn tall~fUIJ~ .P\\al' di hi .. Luu_· ~t:hutaH:m ·,L·t·:q1 krj.hJt 
pt·r~~-Htlian \ICIIJ:!Hfu-::. l ctnh.l~~:J Dt.·-.,~~: 

') tllt:ll)USun ~bn nlt:nthuat br~lf:H"\ h.incrja ·~n.<ll; t··L·rh)dtk 

kcpa.Ja c.ubc!IIUI Jan tcmbusan 1-..::pada Hupatl .i.:ll \kllitfl 

Kdn.tan:111. p:d Ill!; scJ1~ :t "''u bl i dalam "'IL' t;•IHn. 
10 W;Jjib ll!CIIJCIIUHi hi..'{('JitllLltl ~~HI~ Jiahll d~I:J.iit ~',_;dtl;i.J!l 

1\.kntcn K~hutan:~n N,>m''' 1'..1'1/lvlenhut-11/2007 ten:_,,.,. llut.llt 
[ ksa 
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' 

KUlliA 

KLEMP AT 

KELt :VI<\ 

b. Ha~ Lcmbaga Desa: 
I. mclakukan Usaha Pengelolaan Hutan Dcsa sclama jangb wa~tu 

diberikannya Hak Pengclolaan llutan Desa. 
2. melakukan kegiatan pemanfaatan kawasan, jasa lingkungan. dan 

pemungutan hasil hutan hukan kayu. 
3. memanfaatkan lahan diantara jalur tanaman hutan yang hcrada 

di dalam kawasan hutan liuJung untuk tanaman budida\a obnt. 
budidaya tanaman hias. budidaya jamur, budidaya khah Jan 
hudiJaya hijauan makanan tcrnak serta penangkaran satwa liar. 

4. bersama dengan Pemerintah Dacrah mcnentukan mitra untuk 
mclakukan kegiatan penJampingan, yang herao;al dari 
l'cmerintah. Lembaga Swadaya. Pcrguruun Tinggi atau pihak 
:ain dalarn upaya pernberdayaan masyarakllt. 

S. bersama l'cmcrintah Daerah mclakukan kcgiatan pengawasan 
d:m evaluasi usaha pengelolaan Hutan Desa. 

6. mendapatkan fasilitasi berupa pendidikan dHn latihiln. 
pcngernbangan kelembagaan, bimbingan pcnyusunan rcncana 
kerja hutan desa, bimbingan tehnologi, pt:mherian infimnasi 
pasar Jan moJal, dan p.:ngembangan usaha. scrta bantuan dalam 
bentuk lain Jari Pemerintah Daerah dan pihak lainnva dalam 
kegiatan pengclolaan hutan desa tanpa nwngurangi pt!ran 
lembaga desa selaku pclaku ulanoa pcngt:lolaan hutan dcsa 

Hak l'cngclolaan llut;m Des<J ini Jibcrikan untukjangka w;,ktu '~ (tiga 
puluh lima) tahun dan dapat di~rpanjang bcrdasarl:.an cv .. lua~i okll 
pernbcri hak. 

Hak Pcngelolaan Hutan Des.a dapal dibatalkan scwaktu-waktu apabila 
pemcgang hak tidak dapat memenuhi ketcntuan peratur,m pt:runJang
undangan dan/atau tidak melaksan:tkan kcgiatan pcngdola<m sc,uai 

1.kngan rcncana yang tdah dih:tupkan. 

Kcputusan 1ni mulai berlaku pada tanggal Jitctapkan. 

L>itetapkan di Jamhi 
pada tanggal Z7 ~~;~t 200'1 

~---
c~~: uul:it;"''IJH .JAMB!, 

,·_. 

~~ 
ll. ZULKIFU NllRIHN 

Salinan Keputu~atl ifli disampaikan kepada Yth. : 

rvlentcri Kehutanan Rl Ji Jakarta; 
1\.<.:tua DPRD l>rovinsi Jambi~ 
Hupatii Walikota dabm PrO\ insi Jamb~: 
1\.o.:tua DPRD Kahupaten hmhi; 

ln~pd:tur Provinsi Jamhi; 
0. K~:pala Dinas KehutanJn Provmsi Jambi; 
7. lnspektur Kahupaten 13ungo; 
l\. Kcpala Dinas Kehutanan dan Pcrkebu:"JJn K.ab,!p't:n nun~''· 
lJ. C;Hnat Rathin Ill Ulu Kabupatcn Bung,>: 
1 () Kcpala Dusun Rio Lubuk Beringin Kecamatan Bath in !I! Ulu Kubupat..:n Bun~'< 
ll l(ettw l.cmbaga Dcsa Dusun Lubuk lknngin Kecamat.an Bathtn Ill Ulu Kahdpat<:n 

Hungo. 
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